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, PERATURANDAERAHPROVINS!GORONTALO

NOMOR 13 TAHUN2014

TENTANG
URUSANYANGMENJADIKEWENANGAN

PEMERINTAHANDAERAHPROVINSIGORONTALO

DENGANRAHMATTUHANYANGMARAESA

GUBERNUR GORONTAW,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pt(merintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenjKota perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusanyang menjadi
Kewenangan P:::.nerutahan Daerah Provinsi Gorontl;l1o;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tehtang
Pemerintahan Daerah (Lembarari Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHPROVINSIGORONTALO

dan

GUBERNURGORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN YANG

KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

GORONTALO.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasall

MENJADI

PROVINSI

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Daerah adalah Provinsi Gorontalo;

4. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundan]-

undangan;



5. Pemerintah Daerah adalah Gubemur dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi
Gorontalo;

6. Gubemur adalah kepala daerah ProvinsiGorontalo;

7. Dewan PezwakilanRakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan
DPRDadalah DPRDProvinsiGorontalo;

7. Dlusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang

menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan danl atau Susunan
pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi
tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi,
melayani,memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat;

8. Drusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, berkaitan dengan
pelayanan dasar;

9. Drusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata

ada dan berpotel'.si untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi
unggulan daerah;

10.KebijakanNasionaladalah serangkaian aturan yang dapat berupa
norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan
pemerintah sebagai pedoman penyelenggara urusan
pemerintahan.

BAB II

DRUSANPEMERINTAHANYANGMENJADIKEWENANGAN
PEMERINTAHANDAERAH

Pasal2

Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.

Pasal3

Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri
atas 31 (tigapuluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi:
a. Pendidikan;
b. Kesehatan;
c. Pekerjaan Umum;
d. Perumahan;

e. Penataan Ruang;



f. Perencanaan Pembangunan;

g. Perhubungan;

h. Lingkungan Hidup;

1. Pertanahan;

J. . Kependudukan dan Catatan Sipil;

k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

1. Keluarga Bereneana dan Keluarga Sejahtera;
m. Sosial;

n. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;

o. Koperasi dan Usaha Keeil dan Menengah;

p. Penanaman Modal;

q. Kebudayaan dan Pariwisata;

r. Kepemudaan dan Olah Raga;

s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;

t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
v. Statistik;

w. Kearsipan;

x. Perpustakaan;

y. Komunikasi dan Informatika;

z. Pert&nian dan Ketahanan Pangan;

aa. Kehutanan;

bb. Energi dan Sumber Daya Mineral;

ee. Kelautan dan Perikanan;

dd. Perdagangan, dan;

ee. Perindustrian.

Pasa14

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal2 terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal5

(1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah

uruSail pemerintahan yang wajib. diselenggarakan oleh

~emerintahan Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar.

j
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(2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
a. Pendidikan;
b. Kesehatan;
c. Lingkungan Hidup;
d. PekeIjaan Umum;
e. Penataan Ruang;
f. Perencanaan Pembangunan;
g. Penunahan;
h. Kepemudaan dan Olahraga;
1. Penanaman Modal;
j. Koperasi dan Usaha Kedl dan Menengah;
k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
1. KetenagakeIjaan;
m. Ketahanan Pangan;

n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
p. Perhubung8L;
q. Komunikasi dan lnformatika;
r. Pertanahan;

s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
t. Otonomi Daerah, Pemeriksaan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
v. Sosial;
w. Kebudayaan;
x. Statistik;
y. Kearsipan, dan;
z. Perpustakaan.

Pasal6

(1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah
urusan pemerintahan yang seCara nyata ada dan berpotensi
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan
kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

(2) Urusan pilihan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)meliputi:

a. Kelautan dan Perikanan;
b. Pertanian;
c. Kehutanan;

d. Energi dan Sumber Daya Mineral;
e. Pariwisata;
f. Industri;
g. Perdagangan;dan

h. Ketransmigrasian.



Pasal7

Rincian dari masing-masing bidang urusan pemerintahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Pasal8

(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib

maupun pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan
kriterla yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Ketentuan mengenai nnClan urusan wajib dan pilihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Gubemur.

Pasa19

Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8, berpedoman pada standar pelayanan minimal yang
ditetapkan oleh Pemerintah.

PasallO

Rincian masing-masing bidang urusan Pemerintahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 dijadikan pedoman dalam:

a. Penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan
otonomi daerah;

b. Penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan
kebutuhan serta potensi daerah;

c. Penempatan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan

untuk melaksanakan urusan pemerintahan;

d. Penetapan prioritas penyusunan perencanaan pernbangunan
daerah;

e. Penetapan alokasi biaya dalam APBD;

f. Penilaian kineIja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi
pelaksanaan otonomi daerah;dan

g. Peny'Usunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.



BABIII

PENGELOLAAN DAN KOORDINASI URUSAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Urusan Pemerintahan

Pasal 11

(1) Pengelolaan urusan pemerintahan yang mempunyai dampak

lintas daerah dilaksanakan bersamll oleh daerah terkait.

(2) Tata cara pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan
perundang-undangan.

Pasal12

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengelolaan bersama

penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan Pemerintah

Kabupaten/Kota melalui keIja sarna daerah sesuai ketentuan
peraturan perundan~-undangan.

Bagian Kedua

Koordinasi Urusan Pemerintahan

Pasal13

(1) Gubernur mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan

antara Pemerintah Daerah dengan instansi vertikal, dan antar
instansi vertikal di wilayah provinsi.

(2) Pemerintah kabupaten/kota harns mengoordinasikan kepada

gubernur urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasall1.

(3) Ketentuan mengenai tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)dan ayat (2)diatur dengan peraturan gubernur.

BABIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan

perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan

Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan urusan

pemerintahan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.



PasallS

Peraturan Gubemur sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus

ditetapkan paling lama 1(satu) Tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini
diundangkan.

Pasal16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah PrOvinsi Gorontalo.

RUSLI HABIBIE

Ditetapkan di Goro

Pada tangg

ttUBERNU

Diundangkan di Gorontalo

Pada tanggal 22 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH PR .VINSIGORONTALO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTAW TAHUN 2014 NOMOR ~3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO : (12/2014)



PENJELASAN

ATAS

PERATURANDAERAHPROVINSIGORONTALO

NOMOR II! TAHUN2014

TENTANG

URUSANPEMERINTAHANYANGMENJADlKEWENANGAN

PEMERINTAHANDAERAHPROVINSIGORONTALO

1. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang

menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah tersebut, Pemerintahan Daerah menjalankan otonorhi

seluas- Iuasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini diatur lebih Ianjut dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintal-:., Pem, rintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah KabupatenjKota.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan

pemerintahan antara Pemerintah dengan daerah Provinsi Gorontalo yang diatur

lebih lanjut dalam Peraturan Daerah. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola

secara bersama antar susunan pemerintahan atau konkuren, termasuk di

dalamnya urusanurusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang

sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah juga menjadi urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi Gorontalo.

Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo

terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah

urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang

terkait dengan pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat, seperti pendidikan

dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya.

Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang

diprioritaskan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Goronta1o untuk diselenggarakan

yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core competence)
yang menjadi kekhasan daerah.



Agar pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan

memiliki payung hukum yang kuat makaurusan wajib dan pilihan yang akan

diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo harns dituangkan ke

da1am Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo, yang kemudian akan menjadi acuan

da1am penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo misalnya da1am

menentukan struktur organisasi perangkat daerah, anggaran, dan lain sebagainya.

Untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang belum mampu dilaksanakan

oleh Pemerintahan Daerah KabupatenjKota di Provinsi Gorontalo, dilimpahkan

kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah. Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Gorontalo yang ditugaskan penyelenggaraannya kepada Pemerintahan Daerah

KabupatenjKota di Provinsi Gorontalo berdasarkan asas tugas pembantuan, seCara

bertahap dapat dilimpahkan kepada daerah yang bersangkutan menjadi otonomi

daerah, apabila Pemerintah Daerah KabupatenjKota yang bersangkutan benar-

benar telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur,

dan kriteria yang dipersyaratkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan

tersebut. Dengan demikian tugas pembantuan dapat dimanfaatkan sebagai

instrumen pematangan kemampuan pemerintah daerah sebelum urusan

pemerintahan tersebut benar-benar diserahkan kepada daerah yang bersangkutan.

II. PASALDEMIPASAL

Pasa11

Cukup jelas.

Pasal2

Cukup jelas.

Pasa13

Cukup jelas.

Pasa14

Cukup jelas.

Pasa15

Cukup jelas.
Pasal6

Cukup jelas.
Pasa1 7

Cukup jelas.

Pasa1 8
Ayat (1) J



I

I,

Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan

untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Pasal9

Cukup jelas.

Pasall0

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal14

Cukup jelas.

Pasal15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHANLEMBARANDAERAHPROVINSIGORONTALONOMOR...2.2...



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

13 TAHUN 2014

22 Agustus 2014

: URUSAN PEMERIN'fAHAN YANGMENJADI KEWENANGAN PEMERINTHAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SUB BIDANG$UllSU'B BIDANG.

1. Kebijakan

2. Pembiayaan

1. Kebijakan dan Standar
PEMERINTAHANJ:iA~~.P~P~!~$j .....•

l.a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di provinsi sesuai dengan kebijakan
nasional.

b. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan antar
kabu paten / kota.

c. Perencanaan strategis pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis
pendidikan nasional. I

2. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat provinsi.
3. Koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangali I

tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas
kabupaten/kota, untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.

4. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan dan/atau program studi
bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

5. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.
6. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan bertaraf internasional.
7. Peremajaan data dalam sistem infomasi manajemen pendidikan nasional untuk

tingkat provinsi.

1. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional
sesuai kewenangannya.

2. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.



SUBBIDANG

3. Kurikulum

4. Sarana dan
Prasarana

5. Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan

6.Pengendalian
Mutu
Pendidikan

SUB SUB BIDANG

1. Penilaian Hasil Belajar

. ... PEMERINTAHAN DAERAlIP:gQ'VItf.SI ,':.:,,;."r~~, ...•..
1. Koordinasi dan supervisl pengembangan kuriku1um tingkat satuan per:didikan

pada pendidikan menengah.
2. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini,

pcndidikan dasar, dan pendidikan menengah.
3. Sosialisasi dan implementasi standar lSI dan standar kompetensi lulusan

pendidikan menengah.
4. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada

pendidikan menengah.
5. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan

menengah.

1. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana
pendidikan mene'lgah.

2. Pengawasan pendcj'agunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.

3. Pengawasan peno",unaan buku pelajaran pendidikan menengah.

1. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan
bertaraf internasional sesuai kewenangannya.

2. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk
satuan pendidikan bertaraf internasional.

3. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNSantar kabupatenjkota.
4. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga

kependidikan pendidikan bertaraf internasional.
5. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan

bertaraf internasional.
6. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan bertaraf

internasional selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan
7. Pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan di daerah.

1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah,
dan pendidikan nonformal.

2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala
provmsl.

3. Penyediaan biava penyelenggaraan ujian sekolah skala provinsi.



SUB BIDANG SUB SUB BIDANG

2. Evaluasi

3. Akreditasi

14. Penjaminan Mutu

PEMERINTAHAN DAERA.H PR6vtNSI
. , '..•. - :,"-~~,;') .. '2'-" .

1. Pelaksanaan evaluasi penge101a, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan nonformal skala provinsi.

2. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan
anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan
nonformal skala provinsi.

Membantu pemerintah dalam pe1aksanaan akreditasi pendidikan dasar dan
menengah.

1. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan
mutu untuk memenuhi standar internasional.

2. Evaluasi pe1aksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala
provmsl.



B. URUSANPEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

SUBBIDANG

1. Upaya
Kesehatan

2. Pembiayaan
Kesehatan

SUB SUB BIDANG

1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

2. Lingkungan Sehat

3. Perbaikan GiziMasyarakat

I 4. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan
Masyarakat

1. Pembiayaan Kesehatan Masyarakat

1. Penye1enggaraan survai1ans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala
prOVInSl.

2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala
provInSl.

3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
tertentu skala provinsi.

4. Pengendalian operasional penanggu1angan masalah kesehatan akibat bencana
dan wabah skala provinsi.

Penyelen~garaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan
skala provInsi.

1. Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala provinsi.
2. Pemantauan penanggulangan gizi buruk skala provinsi.

1. Bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan haji skala provinsi.
2. Pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier tertentu.
3. Bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan pada daerah perbatasan,

terpencil, rawan dan kepulauan skala provinsi.
4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-

undangan.
5.a. Pemberian rekomendasi izin saran a kesehatan tertentu yang diberikan oleh

pemerintah.
b. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas B non
pendidikan, rumah sakit khusus, rumah sakit swasta serta sarana kesehatan
penunjang yang setara.

La. Pengelolaanjpenyelenggaraan, bimbingan, pengendalian jaminan pemeliharaan
kesehatan skala provinsi.

b.Bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan
nasional (Tugas Pembantuan).



SUB BIDANG

3. Sumber Daya
Manusia
Kesehatan

SUB" SUB IUDANG

1. Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran 1.
Tenaga Kesehatan

2.
3.
4.

o.

.. ..
'.'

Penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga tertentu antar
kabupatenjkota skala provinsi.
Pendayagunaan tenaga kesehatan skala provinsi.
Pelatihan diklat fungsional dan teknis skala provinsi.
Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala provinsi sesuai
peraturan perundang-undangan.
Pemberian rekomendasi izin tenaga kesehatan asing.

4. Obat dan
I Perbekalan

Kesehatan

1. Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan
Keterjangkauan Harga Obat Serta
Perbekalan Kesehatan

1.

2.

3.

4.

Penyediaan dan pengelolaan bufferstock obat provinsi, alat kesehatan, reagensia
dan vaksin lainnya skala provinsi.
Sertifikasi sarana produksi dan distribusi alat kesehatan, Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga (PKRT)Kelas II.
Pemberian rekomendasi izin industri komoditi kesehatan, PBF dan Pedagang
Besar Alat Kesehatan (PBAK).
Pemberian izin PBF Cabang dan IKOT.

5. Pemberdayaan
Masyarakat 1. Pemberdayaan Individu, Keluarga dan 1. Penyelenggaraan promosi kesehatan skala provinsi.

Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan
Pengembangan Upaya Kesehatan
Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)

6. Manajemen
Kesehatan

1. Kebijakan

2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

3. Kerjasama Luar Negeri

I
J

1. Bimbingan dan pengendalian norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang
kesehatan.

l.a. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung
perumusan kebijakan provinsi.

b. Pengelolaan survei kesehatan daerah (surkesda) skala provinsi.
c. Pemantauan pemanfaatan Iptek kesehatan skala provinsi.

1. Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala provinsi.



SUB BIDANG SUB SUB BIDANG

4. Peningkatan Pen awasan dan Akuntabilitas
5. Pengembangan Sistem Informasi

Kesehatan (SIK)

PEMERINTAHANDAERAH PROVlNSI. ,'./ - :',' ....;,":-' "

1. Pembinaan, monitorin , evaluasi dan
1. Pengelolaan SIK skala provinsi.



C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
..

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala provinsi.
lzin pengumpulan limbah B3 skala provmsI ( sumber limbah lintas
kabupaten/kota) keeuali minyak pelumas/oli bekas.
Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat peneemaran limbah B3 pada skala
provmsl.
Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional.
Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala provinsi.
Pengawasan penanggulangan keeelakaan pengelolaan limbah B3 skala provinsi.

Penilaian AMDALbagi jenis usaha danl atau kegiatan yang mempunyai dampak
penting terhadap lingkungan hidup di provinsi, sesuai iengan standar, norma, dan
prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.
Pembinaan dan pengawasan terhadap penilaian AMDAT,di kabupaten/kota.
Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup bagi jenis usaha danl atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam
wilayah provinsi dalam rangka uji petik.

4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian rekomendasi UKL/UPL yang
dilakukan oleh kabupaten/kota dalam wilayahProvinsi.

~. Pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup yang dilakukan oleh kabupaten/kota bagi jenis usaha dan/atau
kegiatan yang wajib dilengkapi AMDALdan UKL/UPLdalam wilayah provinsi.

6. Pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian rekomendasi UKL/UPL yang
dilakukan oleh kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG

1. Pengendalian I. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan II.
I

Dampak Beraeun (B3) 2.Lingkungan II

3.

4.,5.
16.

2. Analisis Mengenai l.
I Dampak Lingkungan (AMDAL)

I
2.
3.

3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Peneemaran Air 1. Koordinasi pengelolaan kualitas air skala provinsi.

2. Penetapan kelas air pada sumber air skala provinsi.
3. Koordinasi pemantauan kualitas air pada sumber air skala provinsi.
4. Penetapan pengendalian pencemaran air pada sumber air skala provinsi.
5. Pengawasan pelaksanaan pengendalian pencemaran air skala provinsi.
6. Penetapan baku mutu aIr lebih ketat dan/atau penambahan parameter dari

kriteria mutu air skala provinsi.
7. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pe1aksanaan

penanggulangan pencemaran air skala provinsi pada keadaan darurat danl atau



SUB BIDANG SUB SUB BIDANG

4. Pengelolaan Kualitas Udara dan
Pengendalian
Peneemaran Udara.

5. Pengendalian
Peneemaran danl atau Kerusakan Pesisir
dan Laut

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINf3l

keadaan yang tidak terduga lainnya skala provinsi.
8. Pengaturan pengelolaan kualitas aIr dan pengendalian peneemaran alr skala

prOVInSl.
9. Penetapan baku mutu air limbah untuk berbagai kegiatan sarna atau lebih ketat

dari pemerintah.
10. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberian izin pembuangan

limbah eair lintas kabupaten/kota.

1. Penetapan baku mutu udara ambien daerah lebih ketat atau sarna dengan baku
mutu udara arnbien nasional.

2. Penetapan status mutu udara ambien daerah.
3. Penetapan baku mutu emisi udara sumber tidak bergerak, arnbang batas emlSl

gas bUal1g kendaraan bermotor lama dan penetapan baku tingkat kebisingan dan
getaran sumber tidak bergerak dan baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor
lama skala provinsi.

4. Pelaksanaan koordinasi operasional pengendalian peneemaran udara skala

I
prOVlnSl.

5. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala provinsi.
6. Pembinaan dan pengawasan baku mutu emISl udara sumber tidak bergerak,

ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama dan penetapan baku
tingkat kebisingan dan getaran sumber tidak bergerak dan baku tingkat
kebisingan kendaraan bermotor lama skala provinsi.

7. Pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha danl atau kegiatan yang
dapat menyebabkan terjadinya peneemaran udara skala provinsi.

8. Pemantauan kualitas udara dalam ruangan.

1. Penetapan baku mutu air laut skala provinsi ..
2. Penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan pesisir dan laut skala provinsi.
3. Penetapan lokasi dalam pengelolaan konservasi laut skala provinsi.
4. Pengawasan terhadap kegiatan pengendalian peneemaran dan/atau kerusakan

oleh kabupaten/kota.
5. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala provinsi.
6. Pengaturan pengendalian peneemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut

skala provinsi.



SUB BIDANG SUB SUB BIDANG

6. Pengendalian
Pencemaran danl atau
Kerusakar. Tanah Akibat Kebakaran
Hutan danl atau Lahan

7. Pengendalian Pencemaran danjatau
Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan Produksi
Biomassa

8. Penanggulangan Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana

9. Standar Nasional

Indonesia (SNI)dan Standar Kompetensi
Personil Bidang Lingkungan Hidup

10. Pengembangan Perangkat Ekonomi
Lingkungan

PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI. '.. / -. '~ -

7. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah provinsi atau
yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.

1. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala provinsi yang
berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.

2. Pengkoordinasian penanggulangan kebakaran hutan danl atau lahan skala
provinsi.

3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan danl atau pencemaran lingkungan
hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak
atau diperkirakan dapat berdampak skala provinsi.

4. Pengendalian kerusakan danjatau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan
dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang dampaknya.skala provinsi.

1. Penetapan kriteria provinsi baku kerusakan lahan dan I atau tanah provinsi untuk
kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman benlasarkan kriteria baku
kerusakan tanah nasional.

2. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan danjatau tanah akibat kegiatan
yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala provinsi.

3. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan danj atau tanah untuk produksi
biomassa skala provinsi.

1. Penanggulangan pencemaran danl atau kerusakan lingkungan akibat bencana
skala provinsi.

2. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana.

1. Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil
bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala provinsi.

1. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi yang bersifat
lintas kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi yang bersifat lintas
kabupatenjkota dalam pengelolaan sumber daya alarn dan lingkungan.



,1-

P-EMERINTAHAN DAERAlJ' PRQVINSI ".,
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG

"

11: Penerapan Sistem Manajemen ,l. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel,Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung poladan TeknologiBerwawasan Lingkungan produksi dar: konsumsi yang berkelanjutan pada skala provinsi.
12. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) l. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup ,sesuai permasalahan

lingkungan hidup skala provinsi.
2. Penetapan kurikulumjmateri aja:, tambahan di bidang lingkungan hidup sesuai

dengan karakteristik dan permasalahan provinsi.

13. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup 1. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skalaprOVInSl.

14. Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang
Lingkungan

"_._-_.

15_ Penegakan Hukum Lingkungan 1. Penegakan hukum lingkungan skala provinsi.

16. Perjanjian Internasional di Bidang 1. Pelaksanaan dan pemantauan penaatan atas perjanjian internasional di bidangPengendalian Darnpak Lingkungan pengendalian dampak lingkungan skala provinsi.
2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala provinsi.

17. Perubahan Iklim dan Perlindungan 1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skalaAtmosfir provinsi.
2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala provinsi.
3. Pemantauan dampak deposisi asam skala provinsi.

18. Laboratonum Lingkungan 1. Penunjukan laboratorium lingkungan yang telah diakreditasij direkomendasi
untuk melakukan analisis lingkungan.

2, Pembinaan laboratorium lingkungan.

2. Konservasi 1. Keanekaragaman Hayati 1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala provinsi.Sumber Daya 2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutanAlam (SDA)
keanekaragaman hayati skala provinsi,

3, Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati



SUBBIDANG SUB SUB BIDANG

1__
skala provinsi.

4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati
skala provinsi.

5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala provinsi.
6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database

keanekaragaman hayati skala provinsi.



D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG

1. Sumber
Air

Daya 1. Pengaturan

2. Pembinaan

3. Pembangunanj
Pengelolaan

SUB SUB
BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi.
2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya aIr pada wilayah sungai 1intas
kabu paten j kota

3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya aIr pada wilayah sungaI
kabupatenjkota.

4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungaI
lintas kabupatenjkota

5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat provinsi danjatau pada
wilayah sungai lintas kabupatenjkota

6. Pembentukan komisi irigasi provinsi dan pengesahan pembentukan komisi irigasi
antar kabupatenjkota.

1. Penetaj.:":mdan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan
pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupatenjkota.

2. Penet'.,Jan dan pemberian rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan,
peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah
lintas kabupatenjkota.

3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan
sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupatenjkota.

4. Pemberian bantuan teknis dalam pengelo1aan sumber daya aIr kepada
kabupatenjkota

5. Fasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber
daya air.

6. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau
pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi padajaringan irigasi primer dan
sekunder dalam daerah irigasi lintas kabupaten/kota

7. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya aIr
tingkat provinsi dan kabupaten/kota

8. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat provinsi dan kabupaten/
kota.

1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupatenjkota
2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupatenjkota
3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala provinsi.
4. Penyelenggaraan sisrem informasi sumber daya air tingkat provinsi.
5. Pembangunan danpeningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daer8h



2. Bina Marga

4. Pengawasan Dan Pengendalian

1. Pengaturan

2. Pembinaan

irigasi lintas kabupatenjkota.
6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada

daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah
irigasi yang bersifat lintas kabupatenjkota.

7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai
pada wilayah sungai lintas kabupatenjkota.

1. Pengawasan pengelolaan sumber daya aIr pada wilayah sungaI lintas
kabupatenjkota.

1. Pengaturan jalan provinsi:
a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan provinsi berdasarkan kebijakan

nasional di bidang j alan.
b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan provinsi dergan

memperhatikan keserasian antar wilayah provinsi.
c. Penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor

yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, o"tar
ibukota kabupaten, jalan lokal, dan jalan lingkungan dalam sistem jaringan
j alan primer

d. Penetapan status jalan provinsi.
e. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan provinsi

1. Pembinaan jalan provinsi:
a. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para

aparatur penyelenggara jalan provinsi dan aparatur penyelenggara jalan
kabupatenjkota

b. Pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan untuk
jalan provinsi

c. Pemberian fasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupatenjkota dalam
penyelenggaraan jalan.

2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupatenjdesa dan
jalan kota.

3. Pembangunan Dan Pengusahaan 1. Pembangunan jalan provinsi:
a. Pembiayaan pembangunan jalan provinsi
b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta

pelaksanaan konstruksi jalan provinsi
~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~ __~~~_~~~~~~~~~~c. Pengoperasian dan pemeliharaanjalanpro~nsi



3. Perkotaan dan
Perdesaan

4. Air Minum

4. Pengawasan

1. Pengaturan

2. Pembinaan

3. Pem bangunan

4. Pengawasan

1. Pengaturan

2. Pem binaan

d. Pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan provinsi.

1. Pengawasan jalan provinsi:
a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan ja1an provinsi
b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan provinsi

1. Penetapan kebijakan dan strategi wilayah provinsi dalam pembangunan
perkotaan dan perdesaan (mengacu kebijakan nasional).

2. Penetapan peraturan daerah provinsi mengenai ptngembangan perkotaan dan
perdesaan mengacu NSPK nasional.

1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan penge101aan PS
perkotaan dan pedesaan tingkat provinsi

'

I. 2 Fasilitasi pem1,erdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan
perkotaan dan l_'''Tdesaan di wilayah provinsi

1. Fasilitasi penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan
perdesaan jangKa panjang dan jangka menengah kotajkabupaten di wilayah.

2. Fasilitasi kerjasamaj kemitraan antara pemerintahjdaerah dalam pengelolaan
dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan
prOVlnSl.

3. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan lintas
kabupatenjkota di lingkungan wilayah provinsi

4. Fasilitasi pembentukan lembagajbadan pengelola pembangunan perkotaan dan
perdesaan lintas kabupatenjkota.

1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengelolaan kawasan
perkotaan dan perdesaan di provinsi

2. Pengawasan dan pengendalian at as pelaksanaan NSPK

1. Penetapan peraturan daerah provinsi mengenal kebijakan dan strategi
pengembangan air minum lintas kabupatenjkota di wilayahnya

2. Penetapan BUMD provinsi sebagai penyelenggara SPAM lintas kabupatenjkota
3. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM

yang disusun pemerintah
4. Memberikan izin penyelenggaraan untuk lintas kabupatenjkota

1. Penyelesaian masalah dan permasalahan yang bersifat lintas kabupatenjkota
2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di lingkungan



5. Air Limbah

3. Pembangunan

4. Pengawasan

1. Pengaturan

2. Pembinaan

3. Pembangunan

4. Pengawasan

wilayah provinsi
1. Penetapan kebutuhan 8.lr baku untuk kebtJtuhan pengembangan SPAM di

lingkungan wilayah provinsi
2. Fasi1itasi penye1enggaraan (bantuan teknis) penye1enggaraan pengembangan

SPAM di wi1ayah provinsi
3. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah pe1ayanan lintas

kabupatenjkota setelah berkoordinasi dengan daerah kabupatenjkota.
4. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala

provmSl
5. Penanganan bencana alam tingkat provinsi

1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM
yang berada di wilayah provinsi

2. Evaluasi kinerja pelayanan air minum di lingkungan wilayah provinsi.
3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air lirr,>ah di wilayah

provinsi mengacu pada kebijakan nasional.
2. Pembentukan lembaga tingkat provinsi sebagai penyelenggara pC' air limbah di

wilayah provinsi
3. Penetapan peraturan daerah NSPK berdasarkan SPM yang ditetapkan oleh

pemerintah
4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah lintas kabupatenjkota

1. Fasilitasi penyelesaian masalah yang bersifat lintas kabupatenjkota
2. Fasilitasi peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan

pengembangan PS air limbah kabupatenjkota.
3. Fasi1itasi penyelenggaraan (bantek) pengembangan PS air limbah lintas

kabupatenjkota.

1. Fasi1itasi pengembangan PS air limbah lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi
2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah lintas kabupatenjkota
3. Penanganan bencana alam tingkat provinsi

1. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PS air limbah di wi1ayahnya
2. Evaluasi atas kinerja pengelolaan PS 8.lr limbah di wi1ayah provmsl lintas

kabupatenjkota
3. Pengawasan dan pengendalian atas pe1aksanaan NSPK

1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampah8.l"l lintas



6. Persam pahan

7. Drainase

1. Pengaturan

2. Pernbinaan

3. Pernbangunan

4. Pengawasan

1. Pengaturan

2. Pernbinaan

3. Pernbangunan

kabupatenjkota di wilayah provinsi rnengacu pada kebijakan nasional
2. Penetapan lernbaga tingkat provinsi penyelenggara penge101aan persampahan lintas
kabupatenjkota di wilayah provinsi

3. Penetapan peraturan daerah NSPK pengelolaan persampahan rnengacu kepada
SPM yang ditetapkan oleh pernerintah

4. Mernberikan izin penyelenggara pengelolaan persampahan lintas kabupatenjkota

1. Fasilitasi penyc~esaian rnasalah dan perrnasalahan antar kabupatenjkota
2. Peningkatan kapasitas rnanajernen dan fasilitasi kerjasama perndaj dunia usaha

dan rnasyarakat dalam penyelenggaraan pengernbangan PS persampahan lintas
kabupatenjkota.

3. Mernberikan bantuan teknis dan pernbinaan lintas kabupatenjkota.

1. Fasilitasi penyelenggaraan dan pernbiayaan pernbangunan PS persampahan
secara nasional di wilayah provinsi

2. Penyusunan rencana induk pengernbangan PS persampahan lintas
kabupaten/kota

1. Pengawasan dan pengendalian pengernbangan persampahan di wilayah provmsl
2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan yang bersifat lintas kabupatenjkota.
3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK

1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi provinsi berdasarkan kebijakan
dan strategi nasional

2. Penetapan peraturan daerah NSPK provinsi berdasarkan SPM yang ditetapkan oleh
pernerintah di wilayah provinsi.

1. Bantuan teknis pernbangunan, perneliharaan dan pengelolaan
2. Peningkatan kapasitas teknik dan rnanaJernen penyelenggara drainase dan

pernatusan genangan di wilayah provinsi

1. Fasili tasi penyelesaian rnasalah dan perrnasalahan operasionalisasi sis tern
drainase dan penanggulangan banjir lintas kabupatenjkota

2. Fasilitasi penyelenggaraan pernbangunan dan pemeliharaan PS drainase di
wilayah provinsi

3. Pen'{usunan rencana induk PS drainase skala regionaljlintas daerah



8. Permukiman

4. Pengawasan

1. Kawasan Siap Bangun
Lingkungan Siap Bangun
berdiri sendiri:
a. Pengaturan

b. Pembinaan

c. Pembangunan

d. Pengawasan

(Kasiba)
(Lisiba)

dan
yang

1. Evaluasi di provinsi terhadap penyelenggaraaI) sistem drainase dan pengendali
banjir di wilayah provinsi

2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir
lintas kabupatenjkota

3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK

1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi KasibajLisiba di wilayah
provmsl.

2. Penetapan Peraturan Daerah NS"K Kasiba dan Lisiba di wilayah provinsi

1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dalam pembangunan Kasiba dan
Lisiba.

2. Fasilitasi penyelesaian pembangunan Kasiba/Lisiba antar kabupaten/kcita

1. Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba lintas kabupatenjkota.
2. Fasilitasi kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan

Kasiba/Lisiba lintas kabupaten/kota
3. Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba lintas kabupaten/kota

1. Pengawasan pelaksanaan kelayakan program Kasiba dan Lisiba di provinsi
2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di provinsi
3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di provinsi

2. Permukiman Kumuhj Nelayan:
a. Pengaturan

b. Pembinaan

c. Pembangunan

Fasilitasi peningkatan kapasitas manaJemen dalam penanganan permukiman
kumuh di wilayah provinsi

1. Fasilitasi penyelenggaraan penanganan permukiman kumuh di wilayahnya.
2. Fasilitasi peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan
1. Monitoring evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di



wilayahnya
d. Pengawasan 2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPKdi provinsi.

-
3. Pembangunan Kawasan: 1. Fasilitasi penyelesaian masalah pembangunan kawasan di wilayah provinsi
a. Pengaturan -
b. Pembinaan 1. Pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah provinsi
c. Pembangunan 2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di provinsi
d. Pengawasan " Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPKdi provinsiJ.



E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENAT AAN RUANG

3. Pembangunan a. Perencanaan Tata Ruang

SUB BIDANG

1. Pengaturan

2. Pembinaan

SUB SUB BIDANG 1.',-"

PEMERINTAHAN DAERAH/PROVINSIy,'

1. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang tingkat provinsi
2. Penetapan pedoman pelaksanaan NSPKbidang penataan ruang.
3. Penetapan penataan ruang perairan di luar 4 (empatl mil sampai 12 (dua belas) mil

dari garis pantai.
4. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan lintas

kabupatenjkota dalam rangka penyusunan tata ruang khususnya untuk menjaga
keseimbangan ekosistem, sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh pemerintah.

5. Penetapan kawasan strategis provinsi.
6. Pemberian arahan en elolaan kawasan andalan seba ai ba ian RTRWP.
1. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang wilayah kabupatenjkota.
2. Sosialisasi NSPKbidang penataan ruang.
3. Sosialisasi SPMbidang p( nataan ruang.
4. Pemberian bimbingan, suI=~rvisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang

terhadap kabupatenjkota.
5. Pendidikan dan pelatiha~..
6, Penelitian dan pengembangan.
7. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang provinsi.
8. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.
9. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.
10.Koordinasi dan fasilitasi penataan ruang lintas kabupatenjkota.
11.Pembinaan enataan ruan untuk lintas kabu atenjkota.
1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWPI.
2. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.
3. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWP.

b. Pemanfaatan Ruang 1. Penyusunan program dan anggaran provinsi di bidang penataan ruang , serta
fasilitasi dan koordinasi antar kabupatenjkota.

2. Pemanfaatan kawasan strategis provinsi.
3. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWP.
4. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis provinsi dan kawasan lintas

kabupatenjkota bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia
usaha.

5. Pemanfaatan SPMdi bidang penataan ruang.
6. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWPdan Rencana Tata Ruang

Kawasan Strateais Provinsi.



SUB BIDANG

i

I

l-! 4. Pengawasan

SUB SUB BIDANG

c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

PEMERINTAHAN DAERAH. PROVINSI

7. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pala
pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis provinsi ..

8. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah provinsi
dan kawasan strategis provinsi.

1. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provmsl termasuk lintas lintas
kabupatenjkota.

2. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi.
3. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang

provmsl.
4. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWP.
5. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWP.
6. Pengambilalihan kewenangan pemerintah kabupatenjkota dal; m hal pemerintah

kabupatenjkota tidak dapat memenuhi SPM di bidang penataan 1 uang.
7. Pemberian pertimbangan atau penyelesaian permasalahan penataan ruang yang

tidak dapat diselesaikan pada tingkat kabupatenjkota.
8. Fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan penataan antar

kabupatenjkota.
9. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan

ruan tingkat rovinsi.
1. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah provinsi.
2. Pen awasan terhada elaksanaan enataan ruan di wila ah .



F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

SUB BIDANG

1. Perencanaan
dan
Pengendalian
Pembangunan
Daerah

SUB SUB BIDANG

1. Perumusan
Kebijakan

2. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi

PEMERINTAHAN DAERAa
PROVINSI

..

l.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada skala
provinsi.

b.Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah provinsi.
2. Pelaksanaan SPM provinsi.
3. Pelaksanaan kerjasama antara provinsi dengan swasta mengacu pada pedoman

yang ditetapkan Pemerintah.
4. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala provinsi.
5.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan

skala provin si.
b.Pelaksanaanjpenjabaran petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan
lin~ ~ungan perkotaan skala provinsi.

6.a. PeneLapan pedoman dan standar keserasian pengembangan perkotaan dan
pedesaan skala provinsi:

b.Pe~Ctl(sanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan
kawasan perdesaan skala provinsi.

7. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan
wilayah dan kawasan skala provinsi.

8.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala provinsi.
b.Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala provinsi.

g.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan
skala provinsi.

b.Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan
skala provinsi.

10. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau keeil skala
provmsl.

11. Pengembangan kawasan prioritas, eepat tumbuh dan andalan skala provinsi.
1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah

skala provinsi.
2. Konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala provinsi.
3. Konsultasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah

dengan swasta, dalam dan luar negeri skala provinsi.
4. Bimbingan, sUpenTISl dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan

perkotaan skala provinsi.
5. Konsultasi pelayanan perkotaan skala provinsi.



SUB BIDANG
SUB SUB IUDANG

3. Monitoring dan Evaluasi (Monev)

PEMERINTAHAN DAERAH/ .
PROVINSI

6. Pelaksanaan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala
provmsl.

7. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi.
8. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala

provmsl.
9. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan

kawasan skala rovinsi.

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala
prOVlnSl.

2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi peiaksanaan kerjasama pembangunan antar
daerah kabupatenjkota dan antara daerah kabupatenjkbta dengan swasta, dalam
dan luar negeri skala provinsi.

3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan
perkotaan skala provinsi.

4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wi1ayah tertinggal, t:-,--.:>isir
dan pulau-pulau kecil skala provinsi.

5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat
tumbuh dan an dal an skala provinsi.

6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan
perkotaan dan kawasan perdesaan skala provinsi.

7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan
manajemen en emban an wila ah dan kawasan skala rovinsi.



G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN

h~SUB BIDANG

, 1. Pembiayaan

SUB SUB BIDANG

1. Pembangunan Baru

2. Perbaikan

PEMERINTAHAN DAERAH PROV~NSI

1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program provinsi di bidang pembiayaan
perumahan.

2. Penyusunan NSPM provinsi bidang pembiayaan perumahan.
3. Koordinasi penyelenggaraan dan mendorong terciptanya pengaturan instrumen

pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan perumahan.
4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di

tin kat rovinsi.
5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat provinsi.
6. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta

penyelengf. araan rumah sewa.
7. PengendaliCL-.lpenyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat provinsi.

8. Melakuk8.l1 evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat
provmsl.

1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program provinsi di bidang pembiayaan
perumahan

2. Penyusunan NSPM provinsi bidang pembiayaan perumahan.
3. Koordinasi penyelenggaraan dan mendorong terciptanya pengaturan instrumen
pembiayaan dalam rangka penerapan sis tern pembiayaan perumahan.

4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan peru mahan kepada para pelaku di
tingkat provinsi.

5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat rovinsi.
6. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikanjpembangunan rumah swadaya milik.
7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat provinsi.
8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiyaan perumahan di tingkat
prOVlnSl



SUB BIDANG

I 2. Pembinaan

I
Perumahan
Formal

SUB SUB BIDANG

1. Pembangunan Baru

PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI

l.a. Koordinasi masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-
undangan bidang perumahan di kabupatenjkota.

b.Koordinasi peninjauan kembali (review) kesesuaian dengan peraturan
perundang-undangan bidang perumahan di kabupatenjkota dengan peraturan
perundang-undar.gan terkait. . .

2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan
pengembangan pada skala provinsi.

3. Koordinasi upaya efisensi pasar dan industri perumahan skala provinsi

4. Koordinasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan, produk
NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan skala provinsi.

5. Koordinasi pelaksanaan bantuan teknis penyelenggaraan perumahan.
6. Pembinaan terhadap badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMD,

koperasi, perorangan maupun swasta, yangbergerak di bidang usaha industri
bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan
pengembang

7. Penyusunan pedoman perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan PSU lintas
kabupatenjkota.

8. Koordinasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan, produk SPM,
serta kebijakan dan strategi nasional perumahan dan provinsi bersangkutan.

9. Koordinasi pelaksanaan peningkatan kapasitas penyelenggara dan pelaku
pembangunan perumahan.

10. Koordinasi pelaksanaan bantuan teknis penyelenggaraan perumahan.
11. Pembinaan terhadap badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMD,

koperasi, perorangan mau pun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri
bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan
en em ban di rovinsi

12. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan
pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lintas kabupatenjkota.



SUB BIDANG SUB SUB iUDANG

2. Perbaikan

3. Pemanfaatan

PEMERINT AHAN DAERAH:P:ROVtNSI

13. Perumusan RPJP dan RPJM provinsi.
14. Fasilitasi percepatar. pembangunan perumahan skala provinsi.
15. Pelaksanaan pembangunan Rusunawa dan Rusunami sebagai stimulan di

perkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan perdaganganjproduksi dan
fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kabupatenjkota.

16. Pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai
stimulan di RSH, Rusun, Rusus dan fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada
kabupatenjkota.

17. Pelaksanaan pembangunan rumah contoh (RSH)sebagai stimulan pada daerah
terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada
kabupaten j kota.

18. Pembangunc' 1 rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta
pengelolaan w po dan pendistribusiannya.

1. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan
skala provi:r

2. Perumusan spa baku penanganan pengungsi akibat bencana skala provinsi.

3. Penyusunan SPMperumahan dan PSU pesisir dan pantai serta pulau kecil,
khususnya di perbatasan antar kabupatenjkota. .

4. Koordinasi penetapan sasaran penerima bantuan perumahan dan
pengawasannya.

5. Koordinasi pengendalian penetapan harga sewa rumah.
6. Koordinasi usulan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi

lintas kabupatenjkota.
1. Koordinasi usulan penerima bantuan pembangunan dan kelembagaan perumahan

di provinsi serta penyelenggaraan perumahan dengan dana dekonsentrasi.
2. Koordinasi penetapan penerima bantuan investasi rumah susun untuk MBRdan

rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil.
3. Koordinasi penetapan penerima bantuan PSU.
4. Fasilitasi pembentukan kelembagaan perumahan skala provinsi.
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional

pengembangan perumahan di provinsi.
6. Koordinasi penyusunan pedoman pembangunan, penghunian dan pengelolaan

perumahan lintas kabupatenjkota.



SUB BIDANG

3. Pembinaan
Perumahan
Swadaya

SUB SUB BIDANG

1. Pembangunan Baru

2. Pemugaran

PEMERINTAHAN DAERAH PROVIN8I ...
/ .. ..

7. Pengawasan langsung terhadap penghunian dan pengelolaan rusun dan rusus
penerima bantuan investasi ke kabupaten/kota

1. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung
pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas
pelaku pembangunan perumahan swadaya.

2. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi ten tang perumahan swadaya.
3. Penyusunan NSPMpembangunan perumahan swadaya di provinsi.
4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga

pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan
kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya

5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga
pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan
kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi
tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan
dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPMpembangunan perumahan
swadaya di pusat.

8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan
emban 'nan erumahan swadaya.

1. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentarig lembaga pendukung
pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas
pelaku pembangunan perumahan swadaya.

2. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi perumahan swadaya.
3. Penyusunan NSPMpembangunan perumahan swadaya di provinsi.
4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga

pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan
kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga
pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan
kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi
tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan
dan eninakatan kapasitas pelaku pembangunan erumahan swadaya.



SUB BIDANG SUB SUB BIDANG

7.

8.

3. Perbaikan 1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

4. Perluasan 1.

2.
3.

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
. - ../ .... -', - . .

Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan
swadaya di tingkat provinsi.
Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan
pembangunan perumahan swadaya.

Perumusan kebijakan dan strategi provinsi ten tang lembaga pendukung
pembangunan peru mahan, pendataari perumahan dan peningkatan kapasitas
pelaku pembangunan perumahan swadaya.
Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi perumahan swadaya.
Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi.
Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi ten tang lembaga
pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan
kapasitas pelakLl pembangunan perumahan swadaya.

Fasilitasi pelaks811aan kebijakan dan strategi provinsi ten tang lembaga
pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan
kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi
tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan
dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan
swadaya di provinsi.

Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan
emban nan erumahan swadaya.

Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung
pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas
pelaku pembangunan perumahan swadaya.
Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi perumahan swadaya.
Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat provinsi.

4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga
pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan
kapasitas pelaku pembangunan peru mahan swadaya.

5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga
pendukung pembangunan perumahaJ1, pendataan perumahan dan peningkatan.



SUB BIDANG SUB SUS BIDANG

I 5. Pemeliharaan

6. Pemanfaatan

PEMERINTAHAN.DAE~H P,ROVINSI.'
./

kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.
6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi

tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan
dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan peru mahan
swadaya di provinsi.

8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan
emban nan erumahan swada a.

1. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung
pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas
pelaku pembangunan perumahan swadaya.

2. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi perumahan swadaya.
3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi.
4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga

pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan
kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga
pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan
kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi
ten tang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan
dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan
swadaya di provinsi.

8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan
pembangunan perumahan swadaya.

1. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi ten tang lembaga pendukung
pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas
pelaku pembangunan perumahan swadaya.

2. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi perumahan swadaya.
3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi.
4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga

pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan
kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.



SUBBIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERA~RRQVI~~f..

5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga
pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan
kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya

6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi
tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan
dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembc...ngunan peru mahan
swadaya di provinsi

8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan
pembangunan perumahan swadaya

Penetapan kebijakan dan strategi provinsi dalam pengembangan kawasan.1.

2.

3.
4.
5.

1.

6.

2.

3.

4.

Penyusunan Rencana Provinsi dalam Pembangunan Dan Pengembangan
Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D-Provinsi).
Pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya.
Fasilitasi dan bantuan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya.
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan
kawasan dan RP4D skala provinsi.

Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan
RP4D di wila ahn a.
Penetapan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan pembangunan
dan pengelolaan kawasan skala besar.
Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan
kawasan skala besar di wilayahnya.

Fasilitasi, bantuan teknis dan bantuan stimulan pelaksanaan penyelenggaraan
pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan

l' pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.

5 .__ p_e_n_g_e_n_d_al__l'an__ p_e_la_.k__s__a_n_aanpenyelenggaraan pem bangu nan dan pengelolaan'_ kawasan khusus di \vilayahnya.

1. Sistem Pengembangan Kawasan

2. Kawasan Skala Sesar

1

4. Pengembangan
Kawasan

I
I



SUB BIDANG SUB SUB BIDANG

3. Kawasan Khusus

4. Keterpaduan Prasarana Kawasan

5. Keserasian Kawasan

PEMERINT AHAN DAERAH PRQ~NSl' "

1. Penetapan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan pembangunan
dan pengelolaan kawasan khusus.

2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan
kawasan skala khusus di wilayahnya.

3. Fasilitasi, bantuan teknis dan bantuan stimulan pelaksanaan penyelenggaraan
pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.

4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan
pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.

5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan
kawasan khusus di wilayahnya.

1. Penetapan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan keterpaduan
prasarana kawasan.

2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan
di wilayahnya.

3. Fasilitasi dan bantuan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan
prasarana kawasan di wilayahnya.

4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana
kawasan di wilayahnya.

5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di
wilayahnya.

1. Penetapan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan keserasian
kawasan dan lingkungan hunian berimbang.

2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan
lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.

3. Fasilitasi dan bantuan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan
dan lingkungan hun ian berimbang di wilayahnya.

4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan
lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.

5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan
hunian berimbang di wilayahnya.



.SUB BIDANG

5. Pembinaan
Hukum,
Peraturan
Perundang-
undangan dan

°ertanahan
untuk
Perumahan

. SUB SUB iUDANG

1. Pembangunan Earu

2. Pemugaran

PEMERINTAHANDAERAH PROvINSl '

1. Koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan
bidang perumahan di tingkat provinsi

2. Peninjauan kembali (review) kesesuaian peraturan daerah kabupatenjkota dengan
peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.

3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perum8han dalam rangka
mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam
bermukim di provinsi.

4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-
undangan bidang perumahan di provinsi.

5. Koordinasi pelaksanaan ';:ebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang
perumahan di provinsi.

6. Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di
provmsl.

7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di
tingkat provinsi

8. Koordinasi dan sosialiasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan
perumahan tingkat provinsi lintas kabupatenjkota.

9. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan
yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas
kabu paten j kota.

10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan
yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi ten tang pembangunan perumahan
sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

12. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang
pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan
pertanahan.

13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan lintas
kabupatenjkota.

1. Koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan
bidang perumahan di tingkat provinsi.

2. Peninjauan kembali (review) kesesuaian peraturan daerah kabupatenjkota dengan
peraturan perundang-unclangan terkait di bidang perumahan.



SUB BIDANG

3. Perbaikan

SUB SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERA:E:i PROVINSI.' ..
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3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang peru mahan dalam rangka
mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam
bermukim di provinsi.

4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-
undangan bidang perumahan di provinsi.

5. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penangangan masalah dan sengketa
bidang perumahan di provinsi.

6. Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di
provmsl.

7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di
tingkat provinsi.

8. Koordinasi dan sosialiasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan
perumahan tingkat provinsi lintas kabupatenjkota.

9. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan
yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas
kabupatenjkota.

10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi ten tang pembangunan perumahan
yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan
sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

12. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang
pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan
pertanahan.

13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan peru mahan lintas
kabupatenJkota

1. Koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan
bidang perumahan di tingkat provinsi.

2. Peninjauan kembali (review) kesesuaian peraturan daerah kabupatenjkota
dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.

3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka
mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam
bermukim di rovinsi.

4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-

....". ..



SUB BIDANG

4. Perluasan

SUBSUBBIDANG PEMERINTAHAN DAERAH PROvINSl:;.:' . '", -~,

undangan bidang perumahan di provinsi.
5. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang

perumahan di provinsi.
6. Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di

provmsl.
7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPMbidang perumahan di

tin kat rovinsi.
8. Koordinasi dan sosialisasi NSPMpenyediaan lahan untuk pembangunan

perumahan tingkat provinsi lintas kabupatenjkota

9. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang Pembangunan perumahan
yang .esuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas
kabulJ.tenjkota.

10. Koordinasi pelaksanaankebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan
ane .csuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan
sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

12. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang
pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan
pertanahan.

13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan lintas
kabu aten kota.

1. Koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan
bidang perumahan di tingkat provinsi.

2. Peninjauan kembali {review} kesesuaian peraturan daerah kabupatenjkota
dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.

3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka
mewujudkan jarninan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalarn
bermukim di provinsi.

4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-
undangan bidang perumahan di provinsi.

5. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang
perumahan di provinsi.

6. Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di
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5. Pemeliharaan

PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI.
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Provinsi.
7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPMbidang perumahan di

tingkat provinsi.
8. Koordinasi dan sosialiasi NSPMpenyediaan lahan untuk pembangunan

perumahan tingkat provinsi lintas kabupatenjkota.
9. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi ten tang pembangunan perumahan

yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas
kabupatenjkota.

10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan
an sesuai den an enataan ruan dan enataan ertanahan.

11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan
sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

12. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tcntang
pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan
pertanahan .

13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas
kabu aten kota

1. Koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan
bidang peru mahan di tingkat prov

2. Peninjauan kembali (review) kesesuaian peraturan daerah kabupatenjkota
dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.

3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang peru mahan dalam rangka
mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam
bermukim di provinsi.

4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-
undangan bidang perumahan di provinsi.

5. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penangangan masalah dan sengketa
bidang perumahan di provinsi.

6. Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di
provmsl.

7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPMbidang perumahan di
tingkat rovinsi.
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6. Pemanfaatan

PEMERINTAHANDAERAHPROVINSI, ....
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8. Koordinasi dan sosialiasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan
perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota.

9. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi ten tang pembangunan perumahan
yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas
kabu paten / ko tao

10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan
ang sesuai dengan enataan ruan dan cnataan ertanahan.

11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi ten tang pembangunan perumahan
sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

12. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi ten tang
pemban:;unan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan
pertana.1J ,n.

13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan lintas
kabup"'.' 'n/kota.

1. Koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan
bidang perumahan di tingkat provinsi.

2. Peninjauan kembali (review) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota
dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.

3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka
mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam
bermukim di provinsi.

4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-
undangan bidang perumahan di provinsi.

5. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang
peru mahan di provinsi.

6. Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di
prOVlnSl.

7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di
tingkat provinsi.

8. Koordinasi dan sosialiasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan
perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota

9. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Provinsi tentang pembangunan perumahan
yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas
kabupatenjkota.



SUBBIDANG

6. Pembinaan
Teknologi dan
Industri

SUB SUBBIDANG

1. Pembangunan Baru

2. Pemugaran

I 3. Perbaikan

10. Koordinasi pe1aksanaan kebijakan provinsi ten tang pembangunan perumahan
yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.

11. Fasi1itasipe1aksanaan kebijakan provinsi ten tang pembangunan perumahan
sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan

12. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaankebijiikan provinsi ten tang
pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan
pertanahan .

13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan lintas
kabupaten/kota

1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi ten tang pendayagunaan dan
pemanfaatan hasi1 teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta
PSU pendkung perumahan

2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan
pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta
PSU pendukung perumahan

3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan
pemanfaatan hasi1 teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta
PSU pendukung perumahan.

4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang
pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial
ekonomi budaya, serta PSU endukung erumahim.

1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan
pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta
PSU pendukung perumahan.

2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan
pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta
PSU pendukung perumahan.

3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan
pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta
PSU pendukung perumahan.

4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang
pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial
ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan
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pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta
PSUpendukung perumahan.

2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan
pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta
PSUpendukung perumahan. .

3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan
pemanfaatan hasil teknologi dan Jahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta
PSUpendukung perumahan.

4. Pemeliharaan

5. Pemanfaatan

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang
pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial
ekonomi budaya, serta PSUpendukung perumahan.
T(oordinasipelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan
pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta
PSUpendukung perumahan.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagu~aan dan
pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta
PSUpendukung perumahan.

Fasilitasi pelaksanaan kebijal<:anprovinsi tentang pendayagunaan dan
pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta
PSUpendukung perumahan.
Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang
pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial
ekonomi budaya, serta PSUpendukung perumahan.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan
pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta
PSUpendukung perumahan.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan
pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta
PSUpendukung perumahan.
Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan
pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta
PSUpendukung perumahan.



SUBBIDANG

, 7. Pengembangan
Pelaku
Pembangunan
Perumahan,
Peran Serta
Masyarakat dan
Sosial Budaya

SUB SUB BIDANG

1. Pembangunan Baru

2. Pemugaran

3. Perbaikan

PEMERINTAHAN DAERAH .PROVIN~l
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4. Pengawasan dan pengendalian pe1aksanaan kebijakan provinsi tentang
pendayagunaan dan pemanfaatan hasi1 teknologi dan bahan bangunan, sosial
ekonomi buda a, serta PSU endukun erumahan.

1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku
pendukung pembangunan perumahan

2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi ten tang pemberdayaan para pelaku
pendukung pembangunan perumahan.

3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi ten tang pemberdayaan para pelaku
pendukung pembangunan perumahan.

4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupatenjkota
ten tang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan peruI' ahan.

5. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/ ::ota, badan
usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.

6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan r.merintah,
swasta dan mas aral<:at di tin kat rovinsi.

1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku
pendukung pembangu.nan perumahan.

2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku
pendukung pembangunan perumahan.

3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentangpemberdayaan para pelaku
pendukung pembangunan perumahan.

4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupatenjkota
ten tang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

5. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupatenjkota, badan
usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.

6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah,
swasta dan masyarakat di tingkat rovinsi.

1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku
pendukung pembangunan perumahan.

2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi ten tang pemberdayaan para pelaku
pendukung pembangunan perumahan.

3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku
pendukun pembangunan erumahan.
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4. Perluasan

5. Pemeliharaan

6. Pemanfaatan

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI"{.~:",c',;",'
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4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelal(sanaan kebijal<:an kabupatenjkota
ten tang pemberdayaan para pelal<:upendukung pembangunan perumahan.

5. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupatenjkota, badan
usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.

6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelal<:upembangunan peruniahan pemerintah,
swasta dan masyaral<:at di tingkat provinsi.

1. Koordinasi pelal<:sanaan kebijal<:an provinsi ten tang pemberdayaan para pelal<:u
pendukung pembangunan perumahan.

2. Koordinasi pelal<:sanaan kebijal<:an provinsi ten tang pemberdayaan para pelal<:u
pendukung pembangunan perumahan.

3. Fasilitasi pelal<:sanaan kebijal<:an provinsi tentang pemberdayaan para pelal<:u
penduku 'lg pembangunan perumahan.

4. Koordinasl pengawasan dan pengendalian pelal<:sanaan kebijakan kabupatenjkota
tentang remberdayaan para pelal<:upendukung pembangunan perumahan.

5. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupatenjkota, badan
usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.

6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelal<:upembangunan perumahan pemerintah,
swasta dan masyaral<:at di tin kat rovinsi.

1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi ten tang pemberdayaan para pelaku
pendukung pembangunan perumahan.

2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi ten tang pemberdayaan para pelal<:u
pendukung pembangunan perumahan.

3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi ten tang pemberdayaan para pelaku
pendukung pembangunan perumahan.

4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelal<:sanaan kebijakan kabupatenjkota
tentang pemberClayaan para pelal<:upendukung pembangunan perumahan.

5. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupatenjkota, badan
usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan peru mahan

6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah,
swasta dan masyarakat di tin kat rovinsi.

1. Koordinasi pelal<:sanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku
pendukung pembangunan perumahan.

2. Koordinasi pelal<:sanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku
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pendukung pembangunan perumahan.
3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku

pendukung pembangunan perumahan.
4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupatenjkota

tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

5. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupatenjkota, badan
usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.

6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah,
s\vasta dan masyarakat di tingkat provinsi.



H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

SUB BIDANG

1. Kepemudaan

SUB SUB BIDANG

1. Kebijakan di bidang Kepemudaan

2. Pelaksanaan

3. Koordinasi

4. Pembinaan dan Pengawasan

PEMERINT AHAN D,AE;RAHPROVINSI

1. Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala provinsi :
a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan.
b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalarn
pembangunan.

c. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral.
d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas.
e. Kemitraan dan kewirausahaan.
f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)dan keimanan

ketaqwaan (IMTAQ).
g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan.
h. f :ngaturan sistem penganugerahan prestasi.
i. Pe.lingkatan prasarana dan sarana.
j. Pengembangan jaringan dan sistem informasi.
k. T •• iteria dan standarisasi lembaga kepemudaan.
1. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan.
m.Pencegahan dan perlindungan bahaya distruktif.

1. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala provinsi :
a. Aktivitas kepemudaan yang berskala prov"insi.
b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaanlintas kabupatenjkota.
c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda.
d. Pendidikan dan pe1atihan kepemudaan tingkat provinsi.
e. Kerjasama antar kabupatenjkota skala provinsi, pemerintah dan internasional

1. Koordinasi bidang ke-pemudaan skala provinsi :
a. Koordinasi antar dinas instansi terkait.
b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah.
c. Koordinasi antar provinsi dan kabupatenjkota.

1. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala provinsi:
a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.
b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan.
c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang

ke emudaan.
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2.01ahraga 1. Kebijakan di Bidang Keolahragaan

d. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan
urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan
pemerintahan di bidang kepemudaan.

f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan.
g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan stan dar di bidang

kepemudaan.

1. Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala provinsi :
a. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga.
b. Penyelenggaraan keolahragaan.
c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
d. Pengelolaan keolahragaan.
e. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.
f. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga.
g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.
h. Pendanaan keolahragaan.
1. Pengembangan IPTEKkeolahragaan.
J. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan.
k. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam

pembangunan olahraga.
1. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat.
m. Pengembangan manajemen olahraga.
n. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga.
o. Pengembangim IPTEKolahraga.
p. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga.
q. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga.

r. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku
olahraga.

s. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan.

1. Peninakatan dan emban nan prasarana dan sarana olahra a.
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u. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan.
v. Kriteria lembaga keolahragaan.

w. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran
jasmani masyarakat.

2. Pelaksanaan 1. Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala provinsi :
a. Aktivitas keolahragaan skala provinsi, nasional dan internasional.
b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kabupatenjkota.
c. Kerjasama antar kabupatenjkota skala provinsi, pemerintah dan internasional.
d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga.
e. Pendanaan keolahragaan.
f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.
g. Pemban2Unan sentra pembinaan prestasi olahraga.

3. Koordinasi 1. Koordinasi bidang keolahragaan skala provinsi:
a. l{oordinasi antar dinasjinstansi terkait.
b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat.

Ic. Koordinasi antara provinsi dan kabupatenjkota
4. Pembinaan dan Pengawasan 1. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala provinsi: I

a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. I
b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan.
C. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan.
d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan.
e. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di provinsi.
f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan.
g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi

pelaksanaanurusan pemerintahan di bidang keolahragaan.
h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan stan dar di bidang

keolahragaan .
1. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga.
J. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga.
k. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaranj dana.



PEMERINT AHAN DAERAH PROVIN-SI

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah
provinsi dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana
strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah provinsi,
berkoordinasi dengan Pemerintah. .

2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasclD dalam
skala provinsi terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan.
pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah.

3. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan
daerah provinsi di bidang penanaman modal meliputi:
(1)Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup.
(2)Penyiapan usu1an bidang-bidang uaha yang perlu dipertimbangkan terbuka

dengan persyaratan.
(3)Penyiapan usu1an bidang-bidanrr usaha yang perlu dipertimbangkan

mendapat prioritas tinggi dalam skala provinsi.
(4) Penyusunan peta investasi daerah provinsi dan potensi sumber daya daerah

terdiri dari sumber daya a1am, ke1embagaan dan sumber daya manusia
termasuk pengusaha mikro, keci1,menengah, koperasi, dan besar berdasarkan
masukan dari daerah kabupatenjkota.

(5) Usu1an dan pemberian fasilitas penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan .
non fiska1nasional yang menjadi kewenangan provinsi.

4. Menetapkan peraturan daerah provinsi tentang penanaman modal dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Kebijakan Penanaman Modal

SUBBIDANG

1. Kebijakan
Penanaman
Modal

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

SUB.SUB
BIDANG

2. Pelaksanaan
Kebijakan
Penanaman
Modal

1. Kerjasama Penanaman Modal

2. Promosi Penanaman Modal

1. Mendorong, me1aksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi
kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat provinsi.

2. Mendorong, melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi
kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat provinsi.

1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian
bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat provinsi.

2. Men oordinasikan dan me1aksanaka.n romosi enanaman modal daerah Provinsi
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baik di dalam negeri maupun ke luar negen yang melibatkan lebih dari satu
kabu paten j kota.

3. Mengoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi skala
Provinsi.

1. Mengkaji, merumuskan, dan menYllsun kebijakan teknis pengendalian
pelaksanaan penanaman modal di provinsi.

2. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan berkoordinasi dengan
Pemerintah atau pemerintah kabupatenjkota.

3. Pelayanan Penanaman Modal

4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal

5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
Penanaman Modal

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pela
yananan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang bersifat lintas
kabupatenjkota berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan
terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan nonperizinan yang menjadi
kewenangan provinsi.
Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau
pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan
perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan provinsi.
Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal /'
yang menjadi kewenangan provinsi.

I

Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tat a cara pembangunan dan
pengembangan sistem informasi penanaman modal skala provinsi.
Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang
terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan
pemerintah kabupatenjkota. I
Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan I

realisasi proyek penanaman modal skala provinsi.
Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.
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1. Membina dan mengawasi pelaksanaan instansi penanaman modal6. Penyebar-luasan, Pendidikan dan kabu paten / kota di bidang sistem informasi penanaman modal.

Pelatihan Penanaman Modal 2. Mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan
pengembangan, kerjasama luar negen, promOSl, pemberian pelayanan perizinan,
pengendalian pelaksanaan , dan sistem informasi penanamari modal skala provinsi
kepada aparatur pemerin tah dan dunia usaha.

3. Mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanam.an .
modal skala provinsi.



J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

PEMERINTAHAN DAERAHPR<)ViNSI .

1. Pembentukan, pengesahan akte pendirian dan perubahan anggaran dasar,
penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi tingkat provinsi.

2. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan, perubahan anggaran dasar yang
menyangkut bidang usaha, penggabungan dan perubahan wilayah
keanggotaan koperasi tingkat kabupatenjkota menjadi tingkat provinsi.

3. Pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi tingkat provinsi dan
kabupatenjkota.

4. Penguatan kelembagaan koperasi melalui perkuatan organisasi,
penyelenggaraan RAT,peningkatan pelayanan kepada anggota dan
penyempurnaan ADj ARTkoperasi.

5. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta
pembubaran koperasi.

6. Pengesahan pembentukan,penggabungan dan peleburan, serta pembubaran
koperasi. (Tugas Pembantuan)

7. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi
lintas kabupatenjkota.

8. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan perubahan ADyang menyangkut .
penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi lintas
kabupatenjkota.

9. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi tingkat koperasi.
10.a.Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat provinsi.

b. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di
tin kat rovinsi (Tugas Pembantuan).

1. Perkuatan permodalan dan perluasan akses koperasi kepada lembaga
keuangan.

2. Perluasan jaringan usaha dan pemasaran antar koperasi dan pihak terkait
lainnya.

3. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan
pemasyarakatan koperasi dalam wilayah provinsi.

4. Peningkatan daya saing dan produktivitas koprasi.
5. Revitalisasi koperasi.
6. Pelal(sanaan kebijakan Jemberdayaan ko erasi meli uti:

SUB SUB BIDANGSUB BIDANG

1. Kelembagaan
Koperasi

2. Pemberdayaan
Koperasi



PEMERINTAHAN bAERAH 'PROVI~SI .

a. Penciptaan usaha simp an pinjam yang sehat di tingkat provinsi sesuai dengan
kebijakan pemerintah;

b.Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP
dan USP lint as kabupatenjkota;

c. Pembinaan KSP dan USP lintas kabupatenjkota;
d.Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP

dan USP lintas kabupatenjkota;
e. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP lintas kabupatenjkota

yang tidak melaksanakan kewajibannya;
7. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi lintas kabupatenjkota.
8. Perlindun an ke ada ko erasi dalam wila ah rovinsi.
1. Penetapan kebijakan pemberclVaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi

usaha kecil di tingkat provinsi meliputi:
a. Pendanaanjpenyediaan surrlJer dana, tat a cara dan syarat pemenuhan

kebutuhan dana;
b. Persaingan;
c. Prasarana;
d. Informasi;
e. Kemitraan;
f. Perijinan;
g. Perlindungan.

2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat provinsi meliputi:
a. Produksi;
b. Pemasaran;
c. Sumber daya manusia;
d.Teknologi.

3. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat
provinsi meliputi:
a. Kredit perbankan;
b. Penjaminan lembaga bukan bank;
c. Modal ventura;
d.Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN;
e. Hibah;
f. Jenis embia aan lain.

SUB SUB BIDANG

• Bantuan wirausaha baru potensial
• Bantuan wirausaha baru kepala

keluarga miskin.
• Bantuan mahasiswa wirausaha
• Pemberdayaan POSDAYA
• Fasilitasi sertifikasi hak atas tanah
• Pameran produksi produk unggulan
UMKM

SUB BIDANG

3. Pemberdayaan
UKM



SUB BIDANG

4. Pengawasan,
Monitoring, dan
Evaluasi

SUB SUB,'BIDANG

• Monev Wlra usaha baru potensial
• Monev wirausaha baru kepala keluarga

miskin
• Monev mahasiswa wirausaha
• Pendataan UMKM

1. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM
lintas kabupatenjkota.
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1. Pendaftaran 1. Kebijakan l. Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala provinsi.Penduduk

2. Sosialisasi
1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, ~.upervisi,dan konsultasi
pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pemutakhiran data penduduk skala
provmsl.

3. Penyelenggaraan 1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala provinsi.

4. Pemantauan dan Evaluasi
1.Pemantauan, e"aluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala
provmsl.

I :J. Pembinaan dan Pengembangan Sumber
1.Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaranDaya Manusia penduduk skala provinsi.

6. Pengawasan
1. Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala provinsi.

2. Pencatatan Sipil 1. Kebijakan l. Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala provinsi.2. Sosialisasi
1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi
pelaksanaan pencatatan sipil skala provinsi.

3. Penyelenggaraan 1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala provinsi.I

4. Pemantauan dan Evaluasi
1. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala
provmsl.

K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
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5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber 1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipilDaya Manusia skala provinsi.

6. Pengawasan 1. Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala provinsi.

3. Pengelolaan 1. Kebijakan 1. Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skalaInformasi provinsi .
Administrasi

..

Sosialisasi 1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi2.
Kependudukan

pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala provinsi.
3. Penyelenggaraan 1 Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala provinsi.

2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala provinsi.
3. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta sarana jaringan

komunikasi data di provinsi.
4. Penye1enggaraan komunikasi data kependudukan skala provinsi.
5. Pembangunan replikasi data kependudukan di provinsi.
6. Pembangunan bank data kependudukan provinsi.
7. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk skala provinsi.
8. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan provinsi.

4. Pemantauan dan Evaluasi 1. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala
provmsl.

5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber 1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi
Daya Manusia administrasi kependudukan skala provinsi.

6. Pengawasan 1. Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala provinsi.

4. Perkembangan 1. Kebijakan l. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala provinsi.Kependudukan 2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian
kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran
penduduk serta perlindungan penduduk skala provinsi.



2. Sosialisasi 1. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas
penduduk, pengembangan kualitas penduduk, p~ngarahan mobilitasjpenataan
persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan
kependudukan skala provinsi.

3. Penyelenggaraan 1. Pengkajian efektivitas kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan
kualitas penduduk, pengarahan mobilitasjpenataan persebaran penduduk dan
perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala
provmsl.

4. Pemantauan dan Evaluasi 1. Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk,
pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitasjpenataan persebaran
penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan
kependudukan skala provinsi.

I
I

I

I

5. Pembinaan dan Fasilitasi 1. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk,I
pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitasjpenataan persebaran
penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan
kependudukan skala provinsi.

I
6. Pengawasan 1. Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas

penduduk, pengarahan mobilitasjpenataan persebaran penduduk, perlindungan
penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi.
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.-5. Perencanaan 1. Kebijakan l. Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala provinsi.I Kependudukan

2. Sosialisasi l. Fasilitasi dan sosialisasi indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis!
dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala
prOVlnSl.

, 3. Penyelenggaraan 1. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan pada tataran horizontal,

I vertikal, dan diagonal antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah
pengelola bidang kependudukan skala provinsi.

2. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak
kependudukan skala provinsi.

I 3. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis
dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran
skala provinsi.

i 4. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.
I5. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukcm dan analisis dampak

kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala
provinsi.

4. Pemantauan dan Evaluasi I. PemWltauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk
I dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan
! skala provinsi.

5. Pembinaan 1. Bimbingan teknis, advokasi, fasilitasi, dan sosialisasi indikator kependudukan,
proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian
kebijakan kependudukan skala provinsi.

L
6. Pengawasan 1. Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak

kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala provinsi.



perangkat daerah yang menangani

PEMEIUNTAHAN DAERAH .:eR6V1~~l{':;'i\~",{";~,;%~~,J:t1~t'~...... . ..:\;.
1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan penetapan kebijakan daerah serta pelaksanaan

strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala
provmsl.

2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan)
enyelen araan urusan emerintahan bidan ketena aker'aan skala rovinsi.

3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan
skala provinsi.

4. Pembentukan kelembagaan 8KPDbidang ketenagakeIjaan di provinsi.
5. Perencanaan tenaga kerja daerah provinsi, pembinaan perencanaan tenaga kerja

mikro, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan, serta
pembinaan perencanaan tenaga kerja dan sistem informasi ketenagakerjaan
kabupaten kota skala rovinsi.

1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, nema, standar, prosedur, dan kriteria
monitoring evaluasi pembinaan 80M ap<..ratur pelaksana urusan pemerintahan
bidang ketenagakerj aan skala provinsi.

2. Perencanaan formasi, karir, dan di~...lt 80M aparatur pelaksana urusan
pemerintahan bidang ketenagakerjaan di provinsi.

3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi
pengembangan 80M aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang
ketenagakerjaan skala provinsi.

4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat
bidang ketenagakerjaan skala provinsi.

5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang
ketena aker'aan di instansi rovinsi.

1.a. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala provinsi.
b.Pelatihan diseminasi program untuk kabupatenjkota di wilayah provinsi.

2.a. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala provinsi.
b.Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah provinsi.

3. Pengawasan pelaksanaan perizinanj pendaftaran lembaga pelatihan kerja serta
penerbitan rekomendasi perizinan magang ke luar negeri.

4. Pengawasan pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan
ke .a skala rovinsi.

1.a. Penyusunan sistem dan penyebarluasan informasi pasar kerja di wilayah provinsi.
b.Pemberian pelayanan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan kepada
pencaker dan pengguna tenaga kerja skala provinsi.

c. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pendataan jabatan fungsional pengantar

2. Pembinaan 8umber Oaya Manusia (80M)
Aparatur

3. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
Tenaga Kerja

4. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
Dalam Negeri

L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN
SUBBIDANG SUB SUB BIDANG

1. Ketenagakerjaan 1.Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan
Pengawasan



SUB BIDANG. SUB SUB BIDANG

5. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
Luar Negeri

PEMERINTAHAN DAERAH PRQ\iI~SL.<,,\~ "
kerja tingkat provinsi.

d.Penilaian angka kreditjabatan fungsional pengantar kerja tingkat provinsi.
2.a. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa KerjajLPTKS dan

Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala provinsi.
b.Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga
penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala
provmsl.

3. Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa
kerjaj job fair skala provinsi.

4. Fasilitasi dan pembinaan penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia
dan perempuan skala provinsi.

5. Penerbitan SPPAKADskala provinsi.
6.a. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri; TKS Indonesia, lembaga

sukarela Indonesia yang akan beroperasi lebih dari 1 (satu) kabupatenjkota dalam
satu provinsi.

b.Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan
lembaga sukarela skala provinsi.
c.Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pendayagunaan TKM skala
prOVlnSl.

7. Pengesahan RPTKAperpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan,
jumlah oran , dan lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah rovinsi.

8. Penerbitan IMTAperpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas kabupa
tenjkota dalam 1 (satu) provinsi.

9. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKAyang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu)
kabupatenjkota dalam wilayah provinsi

10. Pembinaan dan penerapan teknologi tepat guna skala provinsi
11. Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pelaksanaan program usaha mandiri dan

sektor informal serta ro ram adat kar a skala rovinsi.
1. Monitoring dan evaluasi penempatan TKI ke luar negeri yang berasal dari wilayah

provmsl.
2. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan

TKI yang pelaksanaannya di wilayah provinsi.
3. Penerbitan perizinan pendirian kantor cabang di wilayah provinsi dan

rekomendasi perpanjangan SIPPTKISjPPTKIS.
4. Verifikasi dokumen TKIdi wilayah provinsi.
5. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran

J:lana perlindungan TKIdi wilayah provinsi



SUB BIDANG SUB. SUBBIDANG

6. Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja

PEMERINTAHAN DAERAH PROvINSI;,.
6. Sosialisasi substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala

provmSl.
7. Fasilitasi penyelenggaraan PAP.

8.a. Pembinaan, pengawasan penempatan dan perlindungan TKIdi wilayah provinsi.
b.Penerbitan perizinan tempat penampungan di wilayah provinsi ..

9. Fasilitasi kepulan an TKIdi elabuhan debarkasi di wila ah rovinsi.
1.a. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala

berlakunya lebih dari satu kabupatenjkota dalam satu provinsi.
b.Pendaftaran PKB,perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan
pemsahaan penyedia jasa pekerjajburuh yang skala berlakunya lebih dari satu
wilayah kabupatenjkota dalam 1 (satu) provinsi.

c. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya lebih dari satu
kabupatenjkota dalam 1 (satu) provinsi.

2.a.Pendaftaran Perjanjiar Pekerjaan antara Perusahaan Pemberi Kerja dengan
Perusahaan Penyedia ,T'OlsaPekerjajBuruh yang skala berlakunya lebih dari 1
(satu) kabupatenjkota dalam 1 (satu) provinsi.

b. Penerbitan rekomencl ",ipencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa
pekerjajburuh yang skala berlakunya lebih dari satu kabupatenjkota dalam 1
(satu) provinsi.

3. Pencegahan dan penyelesaian perselisih-an hubungan indus-trial, mogok kerja,
dan penutupan perusahaan skala provinsi.

4. Pembinaan SDMdan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala
provlnSl.

5. Penyusunan formasi, pendaftaran dan seleksi calon mediator, arbiter, dan
konsiliator di wilayah provinsi.

6. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang
wilayahnya meliputi provinsi.

7.a. Bimbingan aplikasi pengupahan lintas kabupatenjkota dalam satu provinsi.
b.Penyusunan dan penetapan upah minimum provinsi, kabupatenjkota, dan
melaporkan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

8.a. Koordinasi pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja skala provinsi.
b.Koordinasi pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan tenaga kerja
skala provinsi.

9. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan
industrial skala provinsi.

10. Koordinasi pelaksanaan verifikasi keanggotaan SPj SB skala provinsi.
11. Koordinasi hasil pencatatan organisasi pengusah.a dan organisasi ekerjajburuh



SUB BIDANG

2. Ketransmigra-
sian

SUB SUB BIDANG

7. Pembinaan Ketenagaker-jaan

1.Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan
Pengawasan

PEMERINTAHAN DAERAHPROVlN~J;' ..
skala provinsi dan melaporkannya kepada pemerjntah.

12. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerjajburuh skala provinsi
untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan provinsi berdasarkan hasil
verifikasi.

1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala provinsi.
2. Pemeriksaanjpengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan

ketenagakerjaan skala provinsi.
3. Penerbitanjrekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala

provrnsl.
4. Penanganan kasusjmelakukan penyidikan terhadap pengusaha yang melanggar

norma ketenagakerjaan skala provinsi.
5.a. Pelaksanaan penerapan SMK3skala provinsi.
b.Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3skala provinsi.

6. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, hygiene
perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja yang bersifat strategis
skala provinsi.

7. Peayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma- ketenagakerjaan,
keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala provinsi.

8. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan
ketenagakerjaan skala provinsi.

9. Fasilitasi penyelenggaraan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi
10. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.
11. a. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada

pemerintah.
b. Bekerjasama dengan pusat menyelenggarakan diklat teknis pengawasan
ketenagakerj aan.

12. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala provinsi kepada
pemerintah.

13. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala
provinsi kepada pemerintah.

]4. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenaga-kerjaan skala provinsi kepada
pemerintah.

1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan perumusan kebijakan daerah serta pelaksanaan
strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala
provmsl.

2. Peno-endalian, evaluasi, dan~pe]aporan penyelenggaraan urusan emerintahan di



SUB BIDANG SUB SUB BIDANG

2. Pembinaan 8DM Aparatur

3. Penyi8.pan Permukiman dan Penempatan

PEMERINTAHAN DAERAH PROVIri~t., '.
bidang ketransmigrasian skala provinsi

3. Sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan bidang
ketransmigrasian skala provinsi.

4. Pembentukan kelembagaan 8KPD bidang ketransmigrasian skala provinsi
berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan pemerintah .

. 5. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah provinsi, serta pembinaan dan
penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian skala provinsi.

6. Pemberdayaan pemerintah daerah kabupatenjkota dalam penyelenggaraan
urusan emerintahan bidana ketransmi rasian skala rovinsi.

1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan
monitoring, evaluasi pembinaan 80M aparatur pelaksana urusan pemerint3.i~an
bidang ketransmigrasian di pemerintahan daerah provinsi.

2. Perencanaan formasi, knir, dan diklat 80M aparatur pelaksana urusan
pemcrintahan bidang ketra.1smigrasian di pemerintah daerah provinsi.

3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pehgendalian, serta evaluasi
pengembangan 80M 8" :tratur pelaksana urusan pemerintahan bidang
ketransmigrasian di pemerintah daerah provinsi.

4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani
bidang ketransmigrasian skala pemerintah daerah provinsi.

5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang
ketransmigrasian instansi provinsi.

l.a. Pengusulan rencana lokasi pembangunan Wilayah Pengembangan Transmigrasi
(WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPTI skala provinsi berdasarkan
hasil pembahasan dengan pemerintah daerah kabupatenjkota.

b.Pengusulan rencana pengarahan, perpindahan, dan penempatan transmigrasi
skala provinsi berdasarkan' hasil pembahasan dengan pemerintah daerah
kabu paten j kota.

2. Koordinasi penyediaan tanah untuk pembangunan WPT atau LPT skala provinsi.
3. Pengusulan rancangan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT skala

provmsl.
4. KIE ketransmigrasian skala provinsi.
5.a. Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT
. at au LPT skala provinsi.

b.Mediasi dan koordinasi pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT
at au LPT skala provinsi.

6. Mediasi kerjasama antar daerah dalam per indahan dan penem atan transmi rasi



SUB BIDANG SUB SUB BIDANG

4. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
Transmigrasi

5. Pengarahan Dan Fasilitasi Perpindahan
Transmigrasi

PEMERINTAHAN DAERAHPRQVlNSI - .._, < ::,;;'> . '
skala provinsi. <

7. Koordinasi pelaksanaan pembangunan WPTatau LPTskala provinsi.
8. Koordinasi pelaksanaan penyiapan calon transmigran skala provinsi.
9. Koordinasi pelaksanaan peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran

skala provinsi.
10. Koordinasi pelaksanaan pelayanan perpindahan dan penempatan transmigran

skala provinsi.
11. Pengendalian dan supervisi penyiapan permukiman dan penempatan transmigran

skala provinsi.
1. 8inkronisasi dan pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan

transmigrasi skala provinsi.
2. Koordinasi pelaksanaan peningkatan kapasitas 80M dan masyarakat di WPTatau

LPTskala provinsi.
3. Koordinasi pelaksanaan pengembangan usaha masyarakat di WPTatau LPTskala

provmsl.
4. Koordinasi pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPTatau
5. LPTskala provinsi.
6.a. Koordinasi dan sinkronisasi penyajian data dan informasi tentang perkembangan

WPTatau LPTskala provinsi.
b.Pengusulan calon WPTatau LPTyang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan
khususnya dalam skala provinsi.

7. Pengendalian dan supervisi pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan
transmigrasi skala provinsi.

l.a. Fasilitasi, bimbingan teknis, dan pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan
Edukasi (KIE)ketransmigrasian skala provinsi.

b.Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala provin
2.a. Fasilitasi, bimbingan teknis, penyusunan dan penyerasian rencana pengarahan

dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala provinsi.
3. Mediasi kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran

transmigrasi yang seraSI dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya
tampung skala provinsi.

4.a. Fasilitasi, bimbingan teknis, dan pelayanan perpindahan transmigrasi skala
provinsi.

5. Pengendalian dan supervisi pelaksanaan pengarahan dan fasiEtasi perpindahan
transmigrasi skala provinsi



M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN-PANGAN
.

SUBBIDANG SUB SUB1UDANG PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI ,.'",

1. Tanaman Pangan
dan Hortikultura

1. Lahan Pertanian

2. Air lrigasi

3.Pupuk

4. Pestisida

5. Alat dan Mesin Pertanian

-',

1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi,
konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat provinsi.

2. Penyusunan peta pengembangan, rehabiltasi, konservasi, optimasi dan
pengendalian lahan pertanian wilayah provinsi (lintas kabupaten).

3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan:
pertanian provinsi (lir.tas kabupaten).

4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah
provmsl.

5.a. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah provinsi.
6. Pengeturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah provinsi.
7. Peneta,)an sentra komoditas pertanian wilayah provinsi.
8. Penetapan sasaran areal tanam wilayah provinsi.
9. PeneLUpanluas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan

sumberdaya lahan yang ada pada skala provinsi.
1. Bimbingan pengembangan jaringan irigasi.
2.a. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air irigasi.
3. Bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber air dan air irigasi.
4.a. Pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pembinaan pemberdayaan

kelembagaan petani pemakai air.
5. Pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan air

untuk usaha tani.
1. Pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk.
2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah provinsi.
3. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk.
4. Pengawasan standar mutu pupuk.

1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah provinsi.
2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah provinsi
3. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pestisida.
4. Pengawasan standar mutu pestisida.
1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah provinsi.
2. ldentifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian wilayah



SUB BIDANG SUB.SUB BIDANG

6. Benih Tar.:unan

7. Pembiayaan

8. Perlindungan Tanaman

9. Perizinan Usaha

PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI

provInSl.
3. Penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin pertanian.
4. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian.
5. Pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin pertanian wilayah

provInSl.

l.a. Pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan tanaman.
b. Penyusunan kebijakan benih antar lapang.
2. Identifikasi dan pengembangan varietas unggullokal.
3. Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah provinsi.
4. Pengawasan penerapan standar mutu benih wilayah provinsi.
5. Pengaturan penggunaan benih wilayah provinsi.
6. a. Pengawasan dan sertifikasi benih.
7.a. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wila ah rovinsi.
1.a.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman pembia>.an dari lembaga

keuangan perbankan, non perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat
wilayah rovinsi.

1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian
OPTjfenomena iklim wilayah provinsi.

2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPTjfenomena iklim
wilayah provinsi.

3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPTjfenomena iklim dan rekomendasi
pengendaliannya di wilayah provinsi.

4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPTjfenomena
iklim wilayah provinsi.

5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman
wilayah provinsi.

6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi
OPTjfenomena iklim wilayah provinsi.

7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit
tanaman wila ah rovinsi.

1. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.
'2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura
_~ __\vilayah provinsi.



PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI /

1. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman
pangan dan hortikultura wilayah provinsi. .

2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah
rOVlnSI.

1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola
kerjasama usaha tani wilayah provinsi.

2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha
tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.

3. Pelaksanaan studi analis mengenai dampak lingkungan (amdal)jUpaya Pengelolaan
Lingkungan hidup (UKL)-Upaya Pemantauan Lingkungan hidup (UPL) di bidang
tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.

4. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah provinsi.
5. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan

penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah provinsi.
6. Bimbingan penerapan pedomanjkerjasama kemitraan usaha tan am an pangan

dan hortikultura wilayah rovinsi.
l.a.. Pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan

hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.
b. BimbiQ;gan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah

provmsl.
2. Bimbingan penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan

hortikultura wilayah provinsi.
3. Pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan

kemasan hasil tan am an pangan dan hortikultura wilayah provinsi.
4.a.. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan

en olahan hasilowilayah rovinsi.
1. Pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil tan am an pangan dan hortikultura

wilayah provinsi.
2. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.
3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah provinsi.
4. Pemantauan dan evaluasi harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura

wilayah rovinsi.
l.a.. Pemantauan dan evaluasi pengembangan sarana usaha wilayah provinsi.
b. Bimbin pn teknis embanQUnan dan sarana fisik ban nan

SUB SUB BIDANG

11. Pembinaan Usaha

10.Teknis Budidaya

12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan
Hasil

13. Pemasaran

14. Saran a Usaha

SUB BIDANG



SUB BIDANG SUBSUB.BIDANG

15.Pengembangan Statistik dan Sistem
Informasi Tanaman Pangan dan
Hortikultura

16. Pen awasan dan Evaluasi
1. Lahan Perkebunan

2. Pemanfaatan AirUntuk Perkebunan

3. Pupuk

PEMERINTAHANDAERAH
PROVINSI

pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman
pangan wilayah provinsi.

1. Penyusunan statistik tan aman pangan dan hortikultura wilayah provinsi.
2. Bimbingan penerapan sistern informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah

rOVlnSl.
1.

l.a. Bimbingan dan pengawasan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi
dan pengendalian perkebunan.

b. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan
pengendalian lahan perkebunan.

c. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan
perkebunan.

2.a. Penetapan dan pengawasall tata ruang dan tata guna lahan perkebunan vvilayah
prOVlnSl.

b. Pemetaan potensi dan pt:ngelolaan lahan perkebunan wi1ayah provinsi.
c. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah provinsi.

3. Peneta an sasaran areal tanam wila ah rovinsi.
l.a. Bimbingan pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan.
b. Bimbingan pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan.
c. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan.

2.a. Bimbingan pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan.
b. Bimbingan pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan air bertekanan
untuk perkebunan.

c. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.
1. Pemantauan dan <1valuasipenggunaan pupuk.
2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah provinsi.

Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk.
3. Pengawasan standar mutu pupuk.



SUB BIDANG SUB SUB BIDANG

4. Pestisida

5. Alat dan Mesin Perkebunan

6. Benih Perkebunan

7. Pembiayaan

.8. Periindungan Perkebunan

1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah provinsi.
2. a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayab provinsi.

d. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pestisida.
4. Pengawasan standar mutu pestisida.

1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah provinsi.
2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah

provmSI.
3. Penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin perkebunan.
4. Penerapan stan dar mutu alat dan mesin perkebunan.
6.a. Pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin perkebunan wilayah

provinsi
l.a. Pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan perkebunan.
b. Penyusunan kebijakan benih perkebunan antar lapang (antar kabupaten).

2. Identifikasi dan pengembangan varietas unggullokal.
3. Pemantauan benih impor \.vilayahprovinsi.
4.a. Pengawasan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah provinsi.
b. Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah provinsi.
c. Pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan.
d. membangunan dan pengelolaan balai benih wilayah provinsi.
l.a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman pembiayaan dari lembaga

keuangan perbankan, non perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat
wilayah provinsi

1. -
2.a. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak

kerugian OPTjfenomena iklim wilayah provinsi ..
b. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPTjfenomena iklim
wilayah provinsi.

c. Penyebaran informasi keadaan serangan OPTjfenomena iklim dan rekomendasi
pengendaliannya di wilayal1provinsi.

d. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPTjfenomena
iklim wilayah provinsi.

e. Penyediaan dukungan. pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tan aman
wilayah provinsi.



J

SUBBIDANG SUB SUB BIDANG

9. Perizinan Usaha

lO.Teknis Budidaya
11.Pembinaan Usaha

l2.Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

13. Pemasaran

14. Sarana Usaha

PEMERINTAHAN- DAERAH
PROVINSI /

f. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi
OPT/fenomena iklim wilayah provinsi.

3. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular
tan aman wilayah provinsi.

4. Penanganan flanflfluanusaha perkebunan wilayah provinsi.
l.a. Pemberian izin usaha perkebunan lintas kabupaten/kota.
b. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan lintas kabupaten/kota.
1. Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah provinsi.
l.a. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola

kerjasama usaha tani wilayah provinsi.
b. Bimbingan pem; ntauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha

perkebunan v/ila;'1h provinsi.
c. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah provinsi.
d. Bimbingan pe18' ;anaan amdal wilayah provinsi.

2. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunail wilayah
provmsl.

l.a. Pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan
hasil perkebunan wilayah provinsi.

b. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah provinsi.
2. Bimbingan penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah provinsi.
3. Pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan

kemasan hasil perkebunan wilayah provinsi.
4.a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan

pengolahan hasil wilayah provinsi.
b.-
1. Pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil perkebunan wilayah provinsi.
2. Promosi komoditas perkebunan wilayah provinsi.
3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah provinsi
4. Pemantauan dan evaluasi harga komoditas perkebunan wilayah provinsi.

l.a. Pemantauan dan evaluasi pengembangan sarana usaha wilayah provinsi.
b. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan,

pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan
wilayah provinsi.



SUB BIDANG

3. Peternakan dan
Kesehatan
Hewan

SUB SUB BIDANG

15.Pengembangan Statistik dan Sistem
Informasi Perkebunan

16.Pengawasan dan Evaluasi

1. Kawasan Peternakan

2. Ale~dan Mesin Peternakan dan Kesehatan
He'v'Ul dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner (Kesmavet)

PEMERINTAHAN DAERAlI
PROVINSI

1. Penyusunan statistik perkebunan wilayah provinsi.
2. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah provins

1.

1. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah provinsi.
2.a. Penetapan peta potensi peternakan wilayah provinsi.
b.Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah provinsi.
c. Penetapan peta potensi peternakan wilayah provinsi.

3. Penerapan pedoman penetapan padang pengembalaan.

l.a. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan
kesmavet wilayah provinsi.

b. Pemantauan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan me sin peternakan
dan kesehatan hewan dan kesmavet.

2. Penerapan standar mutu dan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan
dan Kesmavet wilayah provinsi.

3.a. Pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin peternakan dan
kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.

b.Penerapan pedoman pengawasan produksi, peredaan, penggunaan dan
pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan
kesmavet wilayah provinsi.

c. Pembinaan dan pengawasan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan
hewan dan kesmavet wilayah provinsi.

d.Penerapan standar dukungan rekayasa teknologi petemakan dan kesehatanhewan
dan kesmavet wilayah provinsi.

e. Pembinaan dan pengawasan penerapan stan dar teknis alat dan mesin
peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah provinsi.

f. Pembinaan dan pengawasan rekayasa dan pemeliharaan alat dan mesin
peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah plOvinsi.

g. Pengawasan penerapan teknologi bidang peternakan dan kesehatan
hewan dan kesmavet wilayah provinsi.

h.Pembinaan kerjasama teknologi bidang peternakan dan kesehatan. hewan dan
kesmavet wila ah rovinsi.



SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAEIMH
PROVINSI

Penerapan kebijakan obat hewan wilayah provinsi.
Pemetaan identifikasi Ian inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah provinsi.
Penerapan dan penga\Alsan standar mutu obat hewan wilayah provinsi.
Pembinaan dan pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor.
Pembinaan dan pengc<,vasan peredaran obat hewan di tingkat distributor.

3. Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan
Kesehatan Hewan dan Kesmavet

4. Gbat hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan
Biologis

5. Pakan Ternak

6. Bibit Ternak

1. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan
kesmavet wilayah provinsi.

2. Pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan
pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.

1.
2.
3.a.
4.
5.
6.
1. Penerapan kebijakan pakan ternak di wilayah provinsi.
2.a. Bimbingan produksi pakan ternak dan bahan baku pakan ternak wilayah

provmsl.
3.a. Penerapan standar mutu pakan ternak wilayah provinsi.
b. Pembinaan dan pengawasan labelisasi dan sertifikasi pakan ternak wilayah

prOVlnSl.
C. Labelisasi dan sertifikasi mutu pakan ternak.

4.a. Pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan wilayah provinsi.
b. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah provinsi.
c.
d. Pembinaan dan pengawasan produksi pakan dan bahan baku pakan wilayah

provmSl

1.a. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan perbibitan ternak wilayah
provmsl.

b. Penerapan dan pengawasan standar perbibitan ternak wilayah provinsi.
2.a. Pembinaan dan pengawasan produksi ternak bibit wilayah provinsi.
b. Penera an dan penoawasan edoman. erbibitan standar mutu wilayah



SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI

prOV1l1Sl.
c. Penetapan sertifikasi dan penetapan standar mutu genetik bibit ternak wilayah

provmsl.
3. Pengawasan peredaran lalu lintas bibitjbenih ternak di wilayah provinsi.
4.a. Penetapan kabupatenjkota sebagai lokasi penyebaran ternak bibit wilayah

prOVlnSl.
b. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah provinsi.

5. Penerapan kebijakan konservasi (pelestarian) ternak bibit murni dan
ungguljplasma nutfah peternakan wilayah provinsi.

6.a. Pembinaan dan pengadaan semen beku wilayah provinsi.
b. Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan inseminasi buatan, progeny test dan

transfer embrio wilayah provinsi.
e. Pembinaan distribusi mani beku (straw) wilayah provinsi.

7.a. Pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit Day Old
Chick Final Stock wilayah provinsi.

b. Pemantauan dan pengawasan penerapan stan dar teknis mutu bibit ternak
wilayah provinsi.

c. Pengaturan kawasan sumber-sumber bibit dan plasma nutfah wilayah provinsi.
d. Pembinaan dan pengawasan sertifikasi produksi bibit ternak wilayah provinsi.
e. Penetapan sertifikasi rekayasa teknologi mutu genetik (inseminasi buatan,

embrio transfer) wilayah provinsi.
f. Penetapan sertifikasi tenaga ahli perbibitan (surat ijin melakukan inseminasi

buatan, pemeriksaan kebuntingan, asisten reproduksi) wilayah provinsi.
g. Pembinaan pembibitan ternak di unit pelaksana teknis dinas wilayah provinsi.
h. Pembinaan danyengadaan bibit ternak wilayah provinsi.
i. Pembinaan mutu genetik ternak dengan rekayasa teknologi tepat guna

(inseminasi buatan dan embrio transfer) wilayah provinsi.
j. Penetapan sertifikasi embrio ternak wilayah provinsi.
k. Penetapan sertifikasi embrio ternak wilayah provinsi.
1. Penetapan sertifikasi produksi benih mani beku wilayah provinsi.
m. Pembinaan sumber bibit ternak (hasil inseminasi buatan crossing) wilayah

prOVlnSl.
n. Pembinaan sumber bibit ternak (hasil inseminasi buatan crossin



SUB BIDANG SUB SUBBIDANG

7. Pembiayaan

8. Kesehatan Hewan (Keswan),Kesehatan
Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan
Hewan

PEMERINTAHAN DAERMI
PROVINSI

provlDsl.
O. Pembinaan dan pengawasan breeding replacement melalui rearing cool

(mempercepat penyediaan bibit) wilayah provinsi.
p. Pembinaan dan pengawasan penyaringan bibit di kawasan produksi peternakan
wilayah rovinsi. .

l.a. Penerapan kebijakan dan pemantauan pengembangan investa~i.dan kebijakan
permodalan melalui lembaga perbankan dan non perbankan wilayah provinsi.

b. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah provinsi.
c. Pembinaan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program

wilayah provinsi.

l.a. Penerapan kebijakan dan f-'-:domankeswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan
wilayah provinsi.

b. Pembinaan dan pengawasan praktek hygiene-sanitasi produsen Produk Asal
Hewan (PAH).

C. Sertifikasi dan surveilans Nomor Kontrol Veteriner (NKV)unit usaha PAHyang
memenuhi syarat.

d. Pengawasan peredaran Ialu lintas produk hewan darijke wilayah provinsi dan
Iintas kabupatenjkota.

e. Pembinaan penerapan kesejahteraan hewan.
2. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah provinsi.
3.a. Penerapan dan pengawasan norma stan dar teknis pelayanan keswan, kesmavet

serta kesejahteraan hewan wilayah provinsi.
4. Pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet
wilayah provinsi.

5. a ..Penanggulanganwabah dan penyakit hewan menular wilayah provinsi.
b. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit

hewan menular wilayah provinsi.
c. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah provinsi.
d. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah tingkat provinsi.
e. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan

asal hewan kejdari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah provinsi.
6. Penetapan dan identifikasi kebutuhan stan dar teknis minimal RPHjRPU,

keamanan dan mutu produl:'.hewan, Iaboratorium kesmavet, satuan pelayanan



SUB BIDANG SUB SUB BIDANG
PEMERINTAHAN DAER1\H

PROVINSI

peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan.
7. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan darijke

wilayah provinsi dan lintas kabupatenjkota.
8.a. Pembinaan dan pengawasan pelayanan keswan.
b. Pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis RPH dan RPU, rumab sakit

h~wanjunit pelayanan keswan terpadu, pet shop, poultry shop dan distributor
obat hewan.

c. Pembinaan dan pengawasan RPH dan RPU.
d. Pemeriksaan dan pengawasan residu produk pangan asal hewan.
e. Pembinaan dan sertifikasi pelayanan medik veteriner (dokter hewan praktek,

klinik hewan dan rumah sakit hewan).
f. Pembinaan, pengawasan dan pengujian ternak dan bahan asal hewan untuk

tujuan ekspor (ternak, daging, susu, hewan kesayangan, hewan liar, dU).
g. Pembinaan dan pengawasan penyidikan penyakit hewan.
h. Pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan, parasit, bakteri, virus

dan penyakit hewan lainnya.
1. Pembinaan pemberantasan dan pencegahan wabab penyakit hewan menular

strategis mewabah.
j. Pembinaan peramalan wabah penyakit hewan menular wilayab provinsi.
k. Pembinaan penutupan dan pembukaan kembali wilayab penyakit hewan menular

lintas kabupatenjkota.
1. Pembinaan pembuatan peta situasi penyebaran penyakit hewan di provinsi.
m. Pembinaan dan pengawasan dan pemantauan penyakit hewan zoonosis.
n. Pembinaan pelayanan dan pengamanan wilayab terpadu pada kejadian

wabab j epidemik.
o. Pembinaan penerapan standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta

kesejabteraan hewan wilayah provinsi
9.a. Pembinaan dan pelaporan pelayanan medikjparamedik veteriner di lembaga-

lembaga pemerintahan dan unit-unit pelayanan medikjparamedik veteriner di
tingkat provinsi

lO.a.Pembinaan dan pengawasan penyidikan penyakit hewan.
b.Pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan, parasit, bakteri
dan envakit hewan lainnva.

~'



SUB BIDANG SUB SUB BIDANG '

9. Penyebaran dan Pengembangan
Peternakan

10.Perizinan / Rekomendasi

11.Pembinaan Usaha

PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI

l.a. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penyebaran
dan pengembangan peternakan wilay&h provinsi.

2. Pemantauan lalu lintas ternakwilayah provinsi.
3.a. Pembinaan eneta an edoman lalu lintas ternak bibit wila ah rovinsi.
. 1.a. Pembinaan pemberian perizinan usaha di bidang peternakari dan kesehatan

hewan di wilayah provinsi.
2. Pembinaan dan sertifikasi pelayanan medik veteriner(dokter hewan praktek,

klinik hewan dan rumah sakit hewan).
3. Rekomendasi pendaftaran mutu pakan.
4.a. Penentuan kebutuhan prototipe alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah

provmsl.
5.
6. Pemberian izin usaha obat hew~ill sebagai distributor wilayah provinsi.
7.a. Pemberian izin pengeluaran ternal< bibit dan potong dari dan ke wilayah provinsi.
b.Pemantauan dan rekomendas: lJemasukan dan pengeluaran dari dan keluar
negen.

8.a. Pemberian rekomendasi pemasukan/ pengeluaran hewan/ternak dan produk
hewan dari dan antar provinsi/pulau.

9. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah provinsi.
10. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan wilayah provinsi.
11. Pembinaan usaha alat angkut/transportasi produk peternakan.
12.a. Pembinaan dan pemberian NKVuntuk unit usaha produk pangan asal hewan

wilayah provinsi
1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasamajkemitraan usaha

peternakan wilayah provinsi.
2.a. Pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis pembinaan mutu dan

pengolahan hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah provinsi.
b. Pembinaan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil

bahan asal hewan wilayah provinsi.
c. Pembinaan dan pengawasan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan

asal hewan wilayah provinsi.
d. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan unit pengolahan alat transportasi, unit

penyimpanan hasil bahan asaJ hewan wilayah provinsi:.
e. Promosi komoditas peternakan wilayah provinsi.
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12. Saran a Usaha

13. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan
Hasil

14. Pemasaran

PEMERINTAHAN .D~RNI
PROVINSI

f. Pembinaan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah provinsi.
g. Pembinaan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola
kerjasama usaha tani wilayah provinsi.

h. Pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis peternakan dan kesehatan
hewan, pembinaan mutu dan pengelolaan hasil peternakan, kelembagaan usaha
tani, pelayqnan dan izin usaha.

1.

J. Pembinaan dan pengawasan penerapan teknologi panen, pasca panen dan
pengolahan hasil peternakan wilayah provinsi.

k. Pembinaan dan pengawasan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha
peternakan wilayah provinsi.

1. Pembinaan dan pelaksanaan studi amdaljUKL-UPL di bidang peternakan wilayah
prOVInSl.

m.Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan amdal wilayah provinsi.
3. Pembinaan dan pengawasan penerapan pedoman kerjasamajkemitraan usaha

eternakan wila ah rovinsi.
1.a. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah

provIns!.
b. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan,
pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta 'Pemasaran hasil peternakan
wilayah rovinsi.

1. Pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil
peternakan wilayah provinsi.

2. Bimbingan perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya petemakan wilayah
provinsi.

3. Pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan
dan kemasan hasil peternakan wilayah provinsi.

4.a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan
pengolahan hasil peternakan wilayah provinsi.

b.-
1. Pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil peternakah wilayah provinsi.
2. Promosi komoditas peternakan wilayah provinsi.
3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah provinsi.



SUB BIDANG

4. Ketahanan
Pangan

~---

SUB SUB BIDANG

15. Pengembangan sistem statistik dan
informasi peternakan dan keswan

16.Pengawasan dan Evaluasi
1. Ketahanan Pangan

PEMERINTAHAN DAERMI"
.PROVINSI

1. Bimbingan penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah
provmsl.

2. Pengolahan sistem statistik dan infonnasi peternakan wilayah provinsi.
3. Pembinaan dan pengmvasan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan

wilayah provinsi.
4.a. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem informasi wilayah provinsi.
b. Pembinaan dan pengawasan pengumpulan, pengelolaan, analisis, penyajian dan
pelayanan data dan statistik peternakan dan kesehatan hewan wilayah provinsi.

c. Pembinaan dan pengawasan manajemen pengumpulan, pengolahan data
komoditasjproduksi peternakan dan sumberdaya strategis lintas kabupatenjkota.

d. Pembinaan dan pengawasan pengumpulan, pengf'lahan, analisis, penyajian dan
pelayanan data dan statistik komoditas strategis.

e. Pembinaan dan pengawasan pelayanan informasi pembangunan peternakan dan
keswan wilayah provinsi.

f. Pembinaan dan pengawasan terminal cyber space agribisnis peternakan dan
keswan wilayah provinsi.

g. Pembinaan dan pengawasan pengumpulan, analisis dan informasi kebutuhan
produk peternakan dan keswan wilayah provinsi.

1. -
1.a. Identifikasi ketersediaan dan keragaman produk pangan.
b. Identifikasi kebutuhan produksi dan konsumsi masyarakat.
c. Koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat
menurunnya ketersediaan pangan karen a berbagai sebab.

2.a. Pembinaan cadangan pangan masyarakat.
b. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu provinsi.
C. Koordinasi dan pengendalian cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.
3.a. Koordinasi penanganan kerawanan pangan provinsi.
b. Koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat
menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan.

c. Pengendalian kerawanan pangan wilayah provinsi.
4.a. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan.
b. Pengembangan infrastmktur distribusi pangan provinsi dan koordinasi
penaemban an infrastruktur provinsi.



SUB BIDANG

5. Penunjang

SUBSUBBIDANG

2. Keamanan Pangan

1. Karantina Pertanian

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia
(SDM) Pertanian

PEMERINT~ DAERAH
. PROVINSI

C. Koordinasi pencegahan penurunan akses pangan masyarakat dan peningkatan
akses pangan masyarakat.

d. Informasi harga di provinsi.
e. Pengembangan jaringan pasar di wilayah provinsi.

5.a. Identifikasi pangan pokok masyarakat
b. Pembina1.I1 peningkatan mutu konsumsi masyarakat menuju gizi seimbang

berbasis bahan baku lokal.
c. Pembinaan mutu dan keamanan produk pangan pabrikan di provinsi.
d. Pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan segar dan pabrikan skala

kecilj rumah tangga.
6.a. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat provinsi.
b. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat provinsi.
c. Pengembangan "trust fund" provinsi.
d. Pengalokasian APBD provinsi untuk ketahanan pangan.

7. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan provinsi.

1. Pembinaan penerapan standar BMR wilayah provinsi.
2. Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah provinsi.
3. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan

prOVlllSl.

4.a. Monitoring otoritas kompeten kabupatenjkota.
b. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah provinsi.

1. Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat provinsi.
2. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah provinsi.
3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan

non rumpun ilmu hayat) wilayah provinsi.
4.
5-.
6. Penyelen ertanian.



SUB BIDANG SUBSUBBIDP..NG
PEMERINTAHAN DAERAH ..

PROVINSI

3. Penyuluhan Pertanian

4. Penelitian dan Pengembangan Teknologi
Pertanian

5. Perlindungan Varietas

6. Sumber Daya Genetik SDG)

7. Penerapan norma, standar dan akreditasi kelembagaan pendidikan keterampilan
pertanian.

8. Penetapan sertifikasi dan akreditasi jabatan fungsional pendidikan keterampilan
pertanian.

9. Penerapan standarisasi dan prosedur sistem dan metode pendidikan
keteram pilan.

10. Penerapan norma dan standar kelembagaan pelatihan pertanian.
11. Penyelenggaraan pelatihan keterampilan pertanian.
12. Pelaksanaan akreditasi jabatan fungsional widyaiswara.
13. Perencanaan dan standarisasi dan prosedur sistem dan metode pelatihan

pertanian.

1. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian.
2. Pembinaan penyelenggaraan penyuluh8'- pertanian wilayah kabupatenjkota.
3. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di provinsi sesuai norma dan

stan dar.
4. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan al<:reditasi jabatan penyuluh pertanian.
5.a Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian.
b.-

6. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat provinsi.

1.
2. Pemantauan dan pengawasan penerapan teknologi pertanian spesifik lokasi.
3. Pembinaan, supervisi dan fasilitasi pengembangan dan penerapan hasil

pengkajian teknologi spesifik lokasi.

1.
2.
3. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya

meliputi lintas kabupaten/kota.
4. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang

sebaraneografisnya meli uti lintas kabu aten kota.
1.a. Pengaturan pembagian keuntunaan yan di eroleh dari emanfaatan SDG an
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7. Standarisasi dan Akreditasi

PEMERINTAHAN DAERAH
. PROVINSI.

terdapat di beberapa kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut.
b. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari
pemanfaatan SDGyang ada di provinsi tersebu t (kalau satu jenis SDG terdapat di
beberapa kabupaten/kota).

2.
1. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai

pengalaman di daerah.
2. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan

program standarisasi sektor pertanian.
3. Koordinasi standarisasi sektor pertanian di provinsi.
4. Koordinasi pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan sesuai

kebutuhan daerah.
5. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib

SNIserta memberikan usulan pemberlakuan wajib SNI.
6. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi

di provinsi.
7.
8. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di

prOVlnSl.
9.
10. Dukungan pengembangan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor

pertanian di provinsi.
11. Kerjasama standarisasi dan penyampaian rekomendasi teknis dalam rangka

penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian.
12. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di

prOVlnSl.
13. Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di provinsi.
14. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor

pertanian sesuai kebutuhan di provinsi.



sun .BII)ANG SUB SUB BIDAN-G . PEMERINT AHAN DAERAH :PRO\Q:~SI;;';~r;-;.:m;7-:" ,::\,:::-ry,;.c' ....•..11. Pengarusutamaan 1. Kebijakan Pelaksanaan PUG 1. Penetapan kehijakan daerah pelaksanaan PUG di provinsi.Gender (PUG)
2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG skala provinsi.

2. Kelembagaan PUG 1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada
lembaga pemerintahan , PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembagaI non pemerintah skala provinsi.

2. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatFm yang
responsif gender skala provinsi.

3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala provinsi.

3. Pelaksanaan PUG 1. Pemberian bantu an teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG (analisis gender,
perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi KIE
PUG) skala provinsi.

2. Pelaksan aan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang
I pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala provinsi.

3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala provinsi.

2. Kualitas Hidup dan 1. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan 1. Penyelenggaraan kebijakan provinsi peningkatan kualitas hidup perempuan yangPerlindungan terkait dengan bidang pembangunan terutama bidang pendidikan, kesehatan,Perempuan
ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala provinsi.

2. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas 1. Fasilitasi pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam
Hidup Perempuan kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik,

lingkungan, dan sosial budaya skala provinsi.

3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan 1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang
Kualitas Hidup Perempuan pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial

budaya skala provinsi.

4. Kebijakan Perlindungan Perempuan 1. Penyelengaraan kebijakan provinsi perlindungan perempuan terutama
perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia
dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena
bencana skala provinsi.

5. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan 1. Fasilitasi pengin tegrasian kebijakan provinsi perlindungan perempuan terutama

l\. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDA YAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
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Perempuan perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia

dan penyandang cacat, daTIperempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena
bencana skala provinsi.

6. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan 1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama
Perlindungan Perempuan perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia

dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena
bencana skala provinsi.

3. Perlindungan Anak 1.Kebijakan Kesejahteraan dan 1.Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala
Perlindungan Anak provmsl.

2. Penetapan kebijakan daerah tentang kesejahteraan dan perlindungan anak skala
provmsl.

2. Pengintegrasian Hak-Hak Anak dalam 1. Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala
Kebijakan dan Progra r1 Pembangunan provmSl.

I

3. Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan 1. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi.
dan Perlindungan An?l{

4. Pemberdayaan 1. Penguatan Lembagaj Organisasi 1. Fasilitasi penguatan lembagaj organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk
Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan ariak skala
Masyarakat dan Pelaksanaan PUGdan Peningkatan provinsi.

•• r'" ..Dunia Usaha Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
I 2. Pengembangan dan Penguatan Jaringan l. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan

Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak
Usaha untuk Pelaksanaan PUG, skala provinsi.
Kesejahteraan dan Perlindungan Anak 2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk

mewujudkan KKGdan perlindungan anak skala provinsi.
5. Data dan Informasi 1. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin 1. Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan anak skala

Gender dan Anak dari di Setiap Bidang Terkait provinsi dengan merujuk pada kebijakan nasional.

2. Data dan Informasi Gender dan Anak 1.Koordinasi pelaksanaan sistem informasi gender dan anak skala provinsi.

I 2. Fasilitasi pelaksanaan sistem informasi gender dan anak
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3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi 1. Kompilasi data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala

(KIE) provinsi.
12. Analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan, pendokumentasian data terpi!ah
I menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala provinsi.
, 3. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala provinsi. .
14. Pemantauan dan evaluasl serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan slstem
i informasi gender dan anak skala provinsi.



o. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

I
2. Kesehatan 11.

Reproduksi Remaja I
(KRR)

SUB BIDANG

1. Pelayanan Keluarga
Berencana (KBI dan
Kesehatan
Reproduksi

3. Ketahanan dan
Pemberdayaan
Keluarga

SUB SUB BIDANG

1. Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan
dan Pelayanan KB,Peningkatan
Partisipasi Pria, Penanggulangan
Masalah Kesehatan Reproduksi, serta
Kelangsunp;anHidup'Ibu, Bayi dan
Anak

Kebijakan dan Pelaksanaan KRRdan
Perlindungan Hak-Hak Reproduksi

1.Kebijakan dan Pelaksanaan
Pengembangan Ketahanan dan
Pemberdayaan Keluarga

. '."", ,,' ',' ";,:' ' . "

PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI
"

l.a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria,
penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu,
bayi, dan anak skala provinsi.

b.Pemberian dukungan operasional Jamlilan dan pelayanan KB, peningkatan
partisipasi pna, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta
kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala provinsi.

2. Pemberian dukung;an pelaksanaan pedoman upaya peningkatan jaminan dan
pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan
reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala provinsi.

3. Pengelolaan Jamlilan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pna,
penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelal gsungan hidup ibu,
bayi dan anak skala provinsi.

4. Penyediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi skala provinsi.
5. Pemberian dukungan penyelenggaraan promosi pemenuh3.1"nak-hak reproduksi

dan promosi kesehatan reproduksi skala provinsi.

.1.a.Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZAskala
prOVInSl.

b. Pemberian dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya
NAPZAskala provinsi.

2. Fasilitasi pelaksanaan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria KRR,
pencegahan HIV/AIDS,IMSdan bahaya NAPZAskala provinsi.

3. Pengelolaan KRR,pencegahan HIV/AIDS,IMSdan bahaya NAPZAskala provins
4. Pendayagunaan SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR

termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZAbaik antara sektor
pemerintah dengan sektor LSOMskala provinsi.

1. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga
skala provinsi.

2. Fasilitasi pelaks3.11aan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan
pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi.
Pengelolaan operasional ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi.
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4. Penguatan
Pelembagaan
Keluarga Keeil
Berkualitas

5. Advokasi dan
Kom unikasi,
Informasi, dan
Edukasi KIE)

6.Informasi dan Data
Mikro
Kependudukan dan
Keluarga

7. Keserasian
Kebijakan
Kependudukan

8. Pembinaan

SUB SUB BIDANG

1. Kebijakan dan Pe1aksanaan Penguatan
Pelembagaan Keluarga Keci1Berkualitas
dan Jejaring Program

I. Kebijakan dan Pe1aksanaan Advokasi
dan KlE

1. Kebijakan dan Pe1aksanaan Data Mikro
Kependudukan dan Kpluarga

1. Penyerasian dan Keterpaduan
Kebijakan Kependudukan

1. Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan

," ..~". '

1

1. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil
berkualitas dan jejaring program skala provinsi.

2. Fasilitasi pe1aksanaan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria penguatan
pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala provinsi.

3. a. Pengelolaan operasional penguatan pe1embagaan keluarga :kecil berkualitas dan
jejaring prog-ram skala provinsi.
b. Penyiapan pelaksanaan pengkaj.ian dan pengembangan program KB nasional,'

serta emanfaatan hasil kajian dan penelitian.
1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala provinsi.
b. Fasilitasi operasional advokasi dan KIE skala provinsi.

2.Fasilitasi pelaksanaan pedoman pengembangan advokasi dan KIE skala nasional.
3.Pen elolaan en emban an advokasi dan KIE skala rovinsi.
l.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro

kependudukan dan keluarga skala provinsi.
b. Fasilitasi operasional pengelolaan informasi serta data mikro kependudukan dan

keluarga skala provinsi. I
2.Fasilitasi pelaksanaan pedoman pengembangan informasi dan data mikro
kependudukan dan ke1uarga skala provinsi.

3. Penge10laan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga
skala rovinsi.

1. Pelaksanaan kebijakan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek
kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi,
sosial budaya dan lingkungan.

2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan
dan dinamika kependudukan di provinsi.

3. Penyerasian isu -ke endudukan ke dalam rogram emban nan di rovinsi.
1. Dukungan pe1aksanaan monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi

pelaksanaan program KB nasional.



P. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI .

keeelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatk~

1. Penyusunan dan penetapan reneana umum jaringan transportasi jalan provinsi.
2 .. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain

untuk kepentingan lalu lintas di jalan nasional dan jalan provinsi.
Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe B.
Pengesahaan raneang bangun terminal penumpang Tipe B
Persetujuan pengoperasian terminal penumpang Tipe B.
Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk
angkutan yang wilayah pelayanannya melebihi wilayah kabupatenjkota dalam
satu provinsi.
Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada Jaringan jalan provinsi
Pemberian izin trayek angkutan antar kota d'llam provinsi
Penyusunan dan penetapan jaringan lint< c; angkutan barang pada jaringan
j alan provinsi
Pemberian izin trayek angkutan perkotaan '-'mg wilayah pelayanannya melebihi
satu wilayah kabupatenjkota dalam satu provinsi.
Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi
yang wilayah pelayanannya melebihi kebutuhan kabupatenjkota dalam satu
provinsi
Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke
dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggijwilayah
operasinya melebihi wilayah kabupatenjkota dalam satu provinsi
Pemberian izin operasi angkutan sewa
Pemberian rekomendasi izin operasi angkutan pariwisata
Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi antar kota dalam provinsi
Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan
rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat
pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan
prOVInSl
Pengoperasian dan pemeliharaan unit penimbangan kendaraan bermotor.
Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan provinsi
Penyelenggaraan andalalin di jalan provinsi.
Penyelenggaraan peneegahan dan penanggulangan keeelakaan lalu lintas di
jalan provinsi.
Penelitian dan pelaporan

3.
4.
5.
6.

10.

11.

12.

7.
8.
9.

13.
14.
15.
16.

21.

17.
18.
19.
.20.

SUB SUa BIDANG

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

SUB BIDANG

1.Perhubungan
Darat



SUB SUB BIDANG

2. Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan
Penyeberangan (LLASDP)

korban meninggal dunia dan/ atau yang menjadi isu provirisi
22. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.
23. Pemberian izin operasi angkutan sewa berdasarkan kuota yang ditetapkan

pemerintah
24. Pengoperasian alat penimbang kendaraan bermotor dijalan
25. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi
26. Pelaksanaan pen) idikan pelanggaran:

a. Perda provinsi bidang LLAJ.
b. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala.
d. Perizinan angkutan umum

27. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis keeelakaan lalu lintas di wilayah
rOVInSI

1. Penyusunan dan penetapan reneana umum jaringan sungai dan danau antar
kabupaten/kota dalam provinsi.

2. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan antar
kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi.

3. Penetapan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang
terletak pada jaringan jalan provinsi.

4. Pengadaan kapal SDP
5. Pengawasan terhadap pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda

pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal, sertifikat pengawakan kapal, dan surat
tanda kebangsaan kapal sungai dan danau < 7 GT

6. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan
7. Pembangunan pelabuhan SDP
8. Pemberian rekomendasi rene ana induk pelabuhan penyeberangan, DLKrjDLKp

yang terletak pada jaringan jalan nasional dan antar negara serta jaringan jalur
kereta api

9. Penetapan reneana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak
pada jaringan jalan provinsi

10. Penetapan kelas alur pelayaran sungai.
11. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan
12. Pemetaan alur sungai lintas kabupaten/kota dalam provinsi untuk kebutuhan

transportasi.



SUB BIDANG

2. Perkeretaapian

SUB SUB BIDANG
. -, .

P.EMERINTAHAN DAERAH PItOVI:N&I

13. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau.
14. Izin pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan danau
15. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas

penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi
16. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi antar kabupaten/kota

dalam provinsi
17. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP antar kabupaten/kota dalam

provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi
18. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan antar

kabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi
19. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.
20. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan aJ gkutan penyeberangan antar

kabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jal.ill provinsi
21. Pen awasan an kutan baran berbaha a dan khusus melalui an kutan SDP.
1. Penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi;

2. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi meliputi:
a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian

provinsi dan perkeretaapian kabupaten /kota yang jaringannya melebihi wilayah
kabupaten /kota;

b. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada
kabupaten/kota, pengguna dan penyedia jasa; dan

c. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian provinsi.
3. Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan

usaha prasarana kereta api.
4. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya

melebihi wilayah satu kabupaten/kota dalam satu provinsi
5. Penetapan jalur kereta api khusus yangjaringan melebihi satu wilayah

kabupaten/kota dalam provinsi
6. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai

jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada
penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/ atau Pemerintah Daerah

7. Penetapan jaringan pelayanan kereta api antar kota melebihi satu
kabupaten/kota dalam satu provinsi



SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH PROWNSI
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! 3. Perhubungan
Laut

8. Penetapan jaring311 pelaY311an kereta api perkotaan melarnpaui satu
kabupaten/kota dalarn satu provinsi.

9. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api
dalarn kondisi tertentu yang pengoperasian di dalarn wilayah kabupaten/kota
dalarn satu provinsi

10. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum
untuk pelayanan angkutan antar kola dan perkotaan yang lintas pelayanannya
melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.

11. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang
merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang
disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota
dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dalam
satu rovinsi

1. Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT ~7) yang
berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau):
a. Pemberi311 1zm pembangunan dan pengadaan kapal sarnpai dengan GT 300

ditugaspembantuankan kepada provinsi
b. Pelaksanaan pengukuran kapal sampai dengan GT 300 ditugaspembantuankan

kepada provinsi
c. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal
d. Pelaksanaan pemeriksaan radio / elektronika kapal
e. Pelaksanaan pengukuran kapal
f. Penerbitan pas perairan daratan
g. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan
h. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi
1. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal.
J. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal
k. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal.
1. Penerbit311 dokumen pengawakan kapal.

2. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT <7) yang berlayar hanya di
perairan daratan (sungai dan danau):
a. Pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal.

3. Kapal berukuran tonase kotor lebih dari at au sarna dengan GT 7 (GT ~ 7) yang
berlayar di laut:
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2. Pengembangan Kapasitas

3. Fasilitasi

4. Pembinaan dan Pengendalian

5. Monitoring dan EvaJuasi

1. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

3. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS)

4. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS)menjadi Pegawai Negeri
Sipil (PNS)

'5. Pendidik3Jl dan Pelatihan (Diklat)

1. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah provinsi.
2. Koordinasi pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah
kabupatenjkota.

1. Fasilitasi penataan kelembagaan perangkat daerah kabupatenjkota.

1. Pelaksanaan pembinaan dan pengendali3J1 organisasi perangkat daerah
kabu paten j kota.

1. Pelaksanaan monitoring dan evaJuasi perangkat daerah kabupatenjkota.
2. Koordinasi penyusunan r1atabase perangkat daerah skala provinsi.

1. Penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)di provinsi setiap tahun
anggaran.

2. Penetapan formasi PNSD di provinsi setiap tahun anggaran.
3. Koordinasi usuJan penetapan formasi PNSDdi kabupatenjkota setiap tahun

anggaran.

1. Pelaksanaan pengadaan PNSD Provinsi
2. Usulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP)
3. Koordinasi pelaksanaan pengadaan PNSDkabupatenjkota.

1. Pelaksanaan pengangkatan CPNSP di lingkungan provinsi.
2. Penempatan Cajon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD)provinsi.
3. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga

diklat yang telah terakreditasi.

1. Penetapan CPNSDmenjadi PNSD di Jingkungan provinsi.
2. Koordinasi peJaksanaan peng3Jlgkatan CPNSDmenjadi PNSD kabupatenjkota.

1. Penetapan kebutuhan diklat PNSD provinsi.
2. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat provinsi.



3. Koordinasi dan pelaksanaan diklat skala provinsi.
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PEMERtNTAHAN DAERAH PRoviNSI

lO.Pemberhentian Sementara Pegawai 1. Pemberhenti8ll sementara PNSD untuk golongan IVIe ke bawall.
Negeri Sipil (PNS)Akibat Tindak Pidana[

6. Kenaikan Pangkat

7. Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemb~rhentian dalam dan dari
JabaltD

8. Perpindah8l1 Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Antar Instansi

9. Pemberhentian Sementara dari
Jabatan Negeri

1. a. Penetapan kenaikan pangkat PNSD provinsi menjadi gol/ruang lib sid IVlb.
b. Penetapan kenaikan pangkat PNSD kabupaten/kota menjadi gol/ruang IV10..
dan IVlb.

2. Koordinasi pelaksanaan kenaikan pangkat di lingkungan kabupaten/kota.
3. Usulan penetapan ke:1aikan pangkat PNSD provinsi/kab/kota menjadi golongan

ruang IVI e, IVI d, dan IVIe dan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.

1. Penetapan peng8llgkatan, pemindahan dan pemberhentian PNSprovinsi dalam
dan dari jabatan struktural eselon II kebawah atau jabatan fungsional yang
jenjangnya setingkat.

2.0... Penetapan peng8llgkatan sekretaris daerah kabupaten/kota.
b. Usulan peng8llgkatan dan pemberhentian sekda provinsi

3. Usulan konsultasi pengangkatan dan pemberhentian sekda Kabupaten/kota
4. Koordinasi pengangkatan, pemindahan dalam dan dari jabatan struktural eselon II

di lingkungan kabupaten/kota.

1. Penetapan perpindahan PNSD antar kab Ikota dalam satu provinsi.
2. Penetapan perpindahan PNSD dari kabupaten/kota ke provinsi atau sebaliknya

dalam satu provinsi.
3. Penetapan perpindahan PNSD dilingkungan provinsi

1. Penetapan pemberhentian semen tara dari jabatan negeri bagi PNSDprovinsi yang
menduduki jabat8ll struktural eselon I kebawah dan jabatan struktural eselon II
ke bawah dan jabatan fungsional yang setingkat.
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6. Persandian
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11. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS)

12.Pemutakhiran Data Pegawai Negeri
Sipil (PNS)

13. Pengawasan dan Pengendalian

I

f-14.Pembinaan dan Pengawasan
I Penyelenggaraan Manajemen Pegawai_I Negeri Sipil (PNSI

11. Kebijakan

2. Pembinaan SDM

PEMERINTAHANDAERAH PROVINSl;'

1. Penetapan pemberhentian PNSD provinsi gol/ruang IVIb ke bawah dan
pemberhentian sebagai cal on PNSD provinsi.

2. Penetapan pemberhentian PNSD kabupaten/kota Gol/ruang IVI a sl d IVIb dan
pemberhentian dengan hormat sebagai calon PNSD provinsi yang tidak memenu hi
syarat diangkat menjadi PNS.

1. Pelaksanaan pemutakhiran data PNS di provinsi.
2. Koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data PNS di kabupaten/kota.

1. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan
di bidang kepegawaian skala provinsi.

2. Koordinasi pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan peruJ.Jrlang-
undangan di bidang kepegawaian di lingkungan kabupatenl kota.

I 1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS dilingkungan
prOVlnSl.

2. Koordinasi pembinaan dan pengawasan manajemen PNSD skala provinsi.

I 1. Penyelenggaraan pembinaan SDM persandian skala provinsi.
2. Penyelenggaraan pembinaan palsan skala provinsi ..
3. Penyelenggaraan pembinaan sissan skala provinsi.
4. Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan persandian skala provinsi.

1. Perencanaan kebutuhan SDM persandian skala provinsi.
2. Rekrutmen calon SDM persandian skala provinsi.
3. Penyelenggaraan qiklat sandi skala provinsi.
4. Usulan akreditasi lembaga diklat sandi:

a. Usulan izin penyelenggaraan lembaga diklat sandi.
b. Usulan program diklat sandi.
c. Usulan SDM lembaga diklat sandi.
d. Usulan persetujuan tenaga pengajar dan widyaiswara sandi.

5. Usulan sertifikasi profesi/tenaga ahli:
a. Pembentukan Tim Penilai Instansi untuk melakukan penilaian terhadap

ejabat fun sional sandiman/OTS skala provinsi. . i
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3. Pembinaan Palsan

4. Pembinaan Sissan

5. Pembinaan Kelembagaan

6. Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian.
7. Pembinaan dan pengawasan bagi SDMpurna tugas.

1. Perencanaan kebutuhan palsan skala provinsi.
2. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan'mitra skala

provmsl.
3. Pemeliharaan palsan tingkat 1.
4. Penghapusan palsan skala provinsi.

I. Perencanaan kebutuhan sissan skala provinsi.
2. Pengadaan sissan untuk jaring persandian skala provinsi.
3. Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala provins ..
4. Penentuan pemberlakuanjpenggantian sissan jaring persandian skala provinsi.
5. Penyiapan palsan tingkat provinsi dan kabupatenj kota ur'l.lk penghapusan.

1. Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah
provinsi dengan pemerintah danj at au kabupatenjkota.

6.

7.

Pengendalian 1. Pengawasan operasional persandian bidang tertentu kabupatenjkota di
wilayahnya.



PEMERINTAHANDAERAH' PROVINst.""""".-,e;" ..,., .
Penetapan kebijakan daerah skala provinsi.. ..,. ,
Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi.

1.
2.

u. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
SU13-BIDANG: .'..~SUBSUBBIDAN,G

1. Pemerintaha'n Desa 1. Kebijakan
dan Kelurahan

2. Administrasi Pemerintahan Desa dan
Kelurahan

3. Pengembangan Desa dan Kdurahan

4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

5. Keuangan dan Aset Desa

6.. Pengembangan Kapasitas Pemerintah
Desa dan Kelurahan

1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan
kelurahan skala provinsi.

2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraanadministrasi
pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi.

3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi
pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi.

4. Data base penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala
rOVlnSl.

1. Fasilitasi pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas
desa dan kelurahan skala provinsi.

2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran,
penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala provinsi.

3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan,
pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala provinsi.

4. Monitoring dan evaluasi serta penyelenggaraan pembentukan, pemekaran,
peng abun an dan pen hapusan desa dan kelurahan skala rovinsi.

l.a. Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa skala provinsi.

2. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD skala provinsi.
3. Monitorin dan evaluasi serta ela oran eran BPD skala rovinsi.
1. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala provinsi.
2. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala provinsi.
3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa skala

provinsi.
4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa

skala rovinsi.
l.a. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan

skala provinsi.
2. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan

kelurahan skala provinsi.
3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah

desa dan kelurahan skala rovinsi.



SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI .
2. Penguatan 1. Kebijakan 1. Penetapan kebijakan daerah skala provinsi.

...•.r .. ;c{L
Kelembagaan & .- - '~.

<

12. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteriadi bid(lJlgpep:guatCUl,: .
-~ ~. . '.-, --Pengembangan

kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala provinsi .. ' ......Partisipasi Masy.

2. Pemantapan Data Profil Desa dan Profil 1. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skalaKelurahan provmSl.
2. Pembinaan dan supervisi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala

provmsl.
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil

kelurahan skala provinsi.
3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat 1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala provinsi.2. Pembinaan dan supervisi penguatan kelembagaan masyarakat skala provinsi.3. Monitoring, evaluasi dan r ::laporan penguatan kelembagaan masyarakat skala

provinsi.
4. Pelatihan Masyarakat 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraanpelatihan masyarakat skala provinsi.2. Pembinaan dan supervisi l.,cnyelenggaraan pelatihan masyarakat skala provinsi.3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan masyarakat skala

nasional.
5. Pengembangan Manajemen 1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatifI Pembangunan Partisipatif masyarakat skala provinsi. _i.

2. Pembinaan dan supervisi pemantapan manajemen pembangunan partisipatif
masyarakat skala provinsi.

3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemantapan manajemen pembangunan
partisipatif masyarakat skala provinsi.

6. Peningkatan Peran Masyarakat dalam 1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan danPenataan dan Pendayagunaan Ruang pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala provinsi.Kawasan Perdesaan 2. Pembinaan dan supervisi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan
pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala provinsi.

3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan peran masyarakat dalam
penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala provinsi.3. Pemberdayaan Adat 1. Kebijakan 1. Penetapan kebijakan daerah skala provinsi.dan Pengembangan 2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidangKehidupan Sosial
pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya rnasyarakatBudaya Masyarakat
skala provin si.

.
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4. Pemberdayaan
Usaha Ekonomi
Masyarakat

SUB SUBBIDANG
2. PemherdayacmAq~JJ8Ha.(1.a:tcdan
Budayac!Nkt~antara

3. Pemberdayaan Perempuan

4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga (PKK)

. 5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial

'5. Pengembangan dan Perlindungan
Tenaga Kerja

1. Kebijakan

2. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk
Miskin

3. Pengembangan Usaha Ekonomi
Keluarga dan Ke1ompokMasyarakat

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
I 1. Koordinasi dan fasilitasi pen-:berdayaan lembaga adatdan bndaya skala provinsi,,,.,'
I 2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembagaadat dan budayaskclla';~:'""":",,,

prOVlnSl.
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya

skala rovinsi.
1. Koordlnasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala provinsi.
2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala provinsi.
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala

rOVlnSl.
1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan PKKskala provinsi.
2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan PKKskala provinsi.
3. Monitorin ,evaluasi dan ela oran pelaksanaan PKKskala provinsi.
1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial skala provinsi .
2. Pembinaan dan supervisi peningkatan kesejahteraan sosial skala provinsi.
3. Monitorin, evaluasi dan ela oran enin kat an kese'ahteraan sosial skala rov.
1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan perlindungan tenaga kerja skala

prOVlnSI.
2. Pembinaan dan supervisi pengembangan dan perlindungan tenaga kerja skala

prOVlnSI.
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan perlindungan tenaga

kerja skala rovinsi.
1. Penetapan kebijakan daerah skala provinsi.
2. Pen elen araan emberda aan usaha ekonomi mas arakat skala rovinsi.
1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk

miskin skala provinsi.
2. Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk

miskin skala provinsi.
3. Monitoring, evaluasi: dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi

penduduk miskin skala rovinsi.
1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok

masyarakat skala provinsi.
2. Pembinaan dan supervisi pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok

masyarakat skala provinsi.
3. Monitoring evaluasi da..t1pelaporan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan

kelom ok masyarakat skala provinsi.



SUB1UDANG SUB SUB BIDANG PEMERINT AHAN DAERAH PROVIN'SI .' "::"':"," 'j:,4, Pengem bapganLembaga.Keuangan

I l. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga-keu'atlgan,',
. -- Mikro Perdesaan

mikro perdesaan skala provinsi.
'. ,~.-:,'..~,.--'. '.'~'.2. Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan

mikro perdesaan. skala provinsi.
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga

keuangan mikro perdesaan skala provinsi.
5. Pengembangan Produksi dan l. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi danPemasaran Hasil Usaha Masyarakat

pemasaran hasil usaha masyarakat skala p-ovinsi.
2. Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pengembangan produksi dan

pemasaran hasil usaha masyarakat skala provinsi.
3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan

pemasaran hasil usaha masyarakat skala provinsi.
6. Pengembangan Pertanian Pangan dan l. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan pertanian pangan dan peningkatanPeningkatan Ketahanan Pangan

ketahan; n pangan masyarakat skala provinsi.Masyarakat 2. Pembinaan dan supervisi pengembangan pertanian pangan dan peningkatan
ketahanr''l pangan masyarakat skala provinsi.

I 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan pertanian pangan dan
peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala provinsi.5. Pemberdayaan 1. Kebijakan l. Penetapan kebijakan daerah skala provinsi.Masyarakat dalam 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber dayaPengelolaan Sumber
alam dan teknologi tepat guna skala provinsi.Daya Alam dan

Teknologi Tepat
Guna

2. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi l. Koordinasi dan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala provinsi.Lingkungan 2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi konservasi dan rehabilitasi lingkungan
skala provinsi.

3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelengaraan konservasi dan rehabilitasi
lingkungan skala provinsi.

I

I 3. Fasilitasi Pemanfataan Lahan dan l. Koordinasi dan fasilitasi pemanfataan lahan dan pesisir pedesaan skala provinsi.Pesisir Pedesaan 2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pelaksanaan. pemanfaatan lahan dan
pesisiJ:"pedesaan skala provinsi.

3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelengaraan pemanfaatan lahan dan
peisisr di pedesaan skala provinsi.



Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan sertai;ij'~i"h!,'
pemeliharaa.l1 air bersih dan penyehatan lingkunganskala provirt$L
Pem binaan, pengawasan dan su pervisi pemeliharaan prasarana dan sarana
pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala
prOVlnSl.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelengaraan pemeliharaan prasarana dan
sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala
provmsl.

SUB BIDANG SUB SUB BIDANG
4. Fasili.tC).~iPrasarana dan Sarana

Peqy~aan

3.

PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI .

-

5. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan
Pengkajian Teknologi Tepat Guna

/6. Pemasyarakatan dan Kerjasama
Teknologi Pedesaan

I
I

1. Koordinasi dan fasilitasi pemetaan kebutuhan tekno1ogi tepat guna dan
pengkajian teknologi tepat guna skala provinsi.

2. Pembinaan dan supervisi kebutuhan teknologi tepat guna skala provinsi.
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebutuhan teknologi tepat guna skala

provmsl.

1. Koordinasi dan fasilitasi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan
skala provinsi.

2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi
pedesaan skala provinsi.

3. Monitoring evaluasi dan pelaporan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi
pedesa2.n skala provinsi. .



ki<.:;;SUB BIDANG
SUB SUB

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI - .. .. .
I 1. Kebijakan Bidang

BIDANG
.. . , ,;:-,' :-,' ...;~.,. ..';.-._': .....-.;...;"~::r:~:.::.,'-;':""" -

1. Penetapan kebijakan bidang sosial skala provinsi mengacu pada kebijakanI Sosial
nasional.

12. Perencanaan Bidang
1. Penyusunan perencanaan bidang sosial skala provinsi.Sosial

3. Kerjasama Bidang
1. Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala provinsi.Sosial

4. Pembinaan Bidang
1. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala provinsi.Sosial
2. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi.
3. Pengajuan usulan dan rekomendasi untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi.
4. Pemberian bimbingari, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi L;dangsosial skala provinsi.

15. Identifikasi dan
1. Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala provinsi.PenangananI Penyandang Masalah

I Kesejahteraan Sosial
_.

6. Pengembangan dan
1. Penggalian dan pendayagunaan PSKS skala provinsi.Pendayagunaan
2. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala provinsi.Potensi dan

Sumber
Kesejahteraan Sosial
(PSKS)

7. Pelaksanaan
1. Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial skala provinsi dan at au kerjasamaProgram/Kegiatan

antar kabupaten/kota.Bidang sosial
--8. Pengawasan Bidang

1. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial, dan kebijakanSosial
skala provinsi.

-9. Pela poran
1. Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala provinsi kepada PresidenPelaksanaan Program

melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Sosial.

v. DRUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL



SUB SUB c. ..... >SUB BIDANG
PEMERINTAHAN DAERAH P~OVINSI '.BIDANG... ..

. . ".,H':.' .. '::"."••.di Bidang Sosial
.. ..r---

-' ..~.". ~' .."'"l. Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala provinsi. .. - .. ---"
I 10. Sarana dan

".,::- ~r
lT

Prasarana Sosial
11. Pembinaan Tenaga l. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala provinsi.I Fungsional Pekerja 2. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala provinsi.Sosial

3. Pengusulan calon peserta pendidikan dan profesi pekerja sosialskala provinsi.

12. Sistem Informasi
Kesejah teraan 1. Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala provinsi.Sosial

13. Penganugerahan l. Pengusulan dan pemberian rekomendasi atas usulan penganugerahan satyaTanda Kehormatan
lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Ment( ri Sosial.I 2-_ Pemberian pcnghargaal1 di bidang sosial skala provinsi.I

i 14. Nilai-nilai 1. Pe!estarian Nilai-Nilai 1. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan :,-~juangan serta nilai-nilaiKepahlawanan,
kesetiakawanan sosial sesuai pedoman skala provinsi.Keperintisan

Kejuangan dan 2. Pemeliharaan Taman Makam I. Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di provinsi.Kesetiaka wanan 1--_ Pahlawan (TMP)
Sosial 3. Pemeliharaan Makam Pah!awan 1.-

Nasional (MPN)

4. Penganugerahan Gelar Pahlawan dan 1. Pemberian rekomendasi atas usulan pengangkatan gelar Pahlawan Nasional dan
Perin tis Kemerdekaan Perintis Kemerdekaan.

5. Penyelenggaraan Peringatan Hari I. Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan
Pahlawan dan Hari Sosial Nasional tingkat provinsi.
Kesetiakawanan Sosial Nasional

15. Penanggulangan I. Penanggulangan korban bencana skala provinsi.Korban Bencana
16. Pengumpulan Uang 1. Pemberian izin pengumpulan uang at au barang skala provinsi.atau Barang 2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala provinsi.(Sumbangan Sosial)
17. Undian 1. Pemberian rekomendasi izin undian skala provinsi.



SUB BIDANG

18. Jaminan Sosial bagi
Penyandang Cacat
Fisik dan Mental,
dan Lanjut Usia
Tidak Potensial
Terlantar, yang
berasal dari
Masyarakat Rentan
dan Tidak Mampu

19. Pengasuhan dan
Pengangkatan Anak

SUB SUB
BIDANG PEMERINTAHANDAERAHPROVINSi:.

." -/ - ',.r.e..:, ,".'l. ."'

2. PengendaliaJ1 dan pengawasan pelaksanaan undian di tingkat provinsi,
kabupatenjkota...,v

1. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosiciJ.bagi penyandang cacat fisik dan
mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan
dan tidak mampu skala provinsi.

1. Pemberian izin pengangkatan anak antar WNI.



PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSISUB SUB BIDANG

, .. '

SUB BIDANG

!

I

W. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

4.

I 2. Tradisi l.
I

2.!
I

1

I
1

I 3. Perfilman l.
I

I

I 2.
I 3.
I
I

4.I
I
I

I 5.
I

6.,
7.

I
I 8.I

! 4. Kesenian 1.

I
i

I 2.
I ._1,
I.

l.
2.

1. Kebijakan Bidang
Kebudayaan

1. Kebudayaan
: .... :

Rencana induk pengembangan kebudayaan skala provinsi.
Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai
perlindungan HKI bidang kebudayaan.

3. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai
kriteria sistem pemberian penghargaanj anugerah bagi insanjlembaga yang
beIjasa di bidang kebudayaan.
Pelaksanaan kcbijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai kerja
sarna luar negeri di bidang kebudayaan skala provinsi.
Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang
penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa.
.Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam
pembina811 lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga
adat skala provinsi.
Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan operasional perfilman
skala provinsi.
Pemberian izin usaha terhadap pembuat811 film oleh tim asing skala provinsi.
Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang
usaha perfilman yang meliputi produksi, pengedaran, penayangan film.
Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang
standarisasi profesi dan teknologi perfilman.
Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai
kerjasarna luar negeri di bidang perfilman.
Pengawasan peredaran film dan rekaman video (VCDjDVD) skala provinsi.
Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai
kegiatan standaiisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala
provinsi.
Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala provinsi.
Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai
standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang
kesenian.
Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar
negeri skala provinsi.



,----
I
! SUBBIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

:J. Sejarah

." .. :-;

3. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba
tingkat provinsi.

4. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala provinsi.
5. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan

negara skala provinsi.
6. PenyelenggaraaIl kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala provinsi.
7. Penerapan dan pelaksanaan proscdur perawatan dan pengarnanan aset atau

benda kesenian (karya seni) skala provinsi.
8. Pelaksanaan pembentukan dan I at au pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala

provinsi (misalnya taman budaya).
9. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi peningkatan

bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional.
10. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam rangka

perlin dun an, engemban an dan pemanfaatan kesenian skala provinsi.
1. Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi, di bidang

penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala provinsi.
2. Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang

pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah
kebudayaan daerah.

3. Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi dan di bidang
inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah.

4. Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi pemberian
penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah.

5. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan
skala provinsi.

6. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala
prOVlnSl.

7. Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai
database dan sistem informasi geografi sejarah.

8. Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai
koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala provinsi.

9. Pelaksanaan pedoman dan penetapan kebijakan provinsi penyelenggaraan dik1at
bidan sejarah skala provinsi.



SUB:BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH'PROYINSI

2. Pelaksanaan

I Bidang
I Kebudayaan

I

6. Purbakala

1. Penyelen,':garaan

1. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "Cultural
Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural
Heritage" skala provinsi.

2. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, danpemanfaatan BCB/situs
skala provinsi.

3.' Penetapan BCB/situs skala provinsi.
4. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di provinsi.
5. Penerapan pedoman penelitian arkeologi.
6. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki provinsi.
7. Penerapan edoman hasil pen angkatan enin alan bawah air skala rovinsi.
1. Penyelertggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan

skala provinsi, meliputi:
a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa.
b. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan
lembaga adat.

c. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan.
d. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan
masyarakat.

e. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga
adat.

2. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala provinsi meliputi:
a. Pelaksanaan dan hasil kegiatan.
b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan.
c. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman

penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat.
d. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional

tingkat provinsi.
e. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala provinsi.
f. Pelaksanaan kebijakan sejarah daerah skala provinsi.

3., Pengaj.uan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian
Indonesia ke luar negeri dari provinsi.

4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di provinsi.



5. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan peningkatan apresiasi seni tradisional dan
modern di provinsi.

6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala provinsi.
7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secarq. berjenjang dan

berkala di tingkat provinsi.
8. Koordinasi dan pengawasan pembuatan film oleh tin! asing di provinsi.
9. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegia~an-kegiatan festival film dan pekan

film daerah di provinsi.
10. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di provinsi.
11. Penapisan dan pengaw2san peredaran film dan rekaman video di provinsi.
12. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat provinsi.
13. Perizinan memba' .a BCB ke luar provinsi.
14. Penyebarluasan iniormasi sejarah lokal di provinsi.
15. Pe1aksanaan pem herian penghargaan bidang sejarah lokal di provinsi.
16. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di provinsi.
17. Pe1al<:sanaan lawatan sejarah tingkat lokal di provinsi.
18. Pelaksanaan seminar / lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di

prOVlnsl.
19. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala provinsi.
20. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di

provmsl.
21. Pemetaan sejarah skala provinsi.
22. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di provinsi .
. 23. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan

budaya dunia skala provinsi.
24. Registrasi BCB/situs dan kawasan provinsi.
25. Pengusulan penetapan BCB/situs nasional kepada pusat dan penetapan

BCB/ situs skala provinsi.
26. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan

BCB/situs skala provinsi.
27. Koordinasi, dan fasilitasi peningkatan peranserta masyarakat dalam

perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala provinsi.
28. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/ situs di atas 4 (empatl sampai dengan

12 (duabelas millaut dari garis antai atas rekomendasi emerintah.

SUB SUB BIDANGSUB BIDANG-c.



. .sUB BIDANG

3. Kebijakan Bidang
Kepariwisa-taan

4. Pelaksanaan
Bidang Kepariwisa-
taan

1. Kebijakan

1. Penyelenggaraan

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI .... .

29. Pengembangan dan pemanfaatan museum provinsi.
30. Registrasi museum dan koleksi di provinsi.
31. Penyelenggaraan akreditasi museum di provinsi.
32. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di provinsi.'
1. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan skala provinsi:

a. RIPP provinsi.
b. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam

pengembangan sistem informasi pariwisata.
c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam

penerapan standarisasi bidang pariwisata.
d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan pedomar pengembangan

destinasi pariwisata skala provinsi.
e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam

pembinaan usaha dan penyelenggaraan usalla pariwisat'-skala provinsi.
f. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala provinsi.
g. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan

pameranj event budaya dan pariwisata skala provinsi.
h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala
prOVlnSl.

I. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala provinsi.
2. Pemberian izin usaha pariwisata skala provinsi.
3. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala

prOVlnSl.

4. Fasilitasi kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala provinsi.
5. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala provinsi.
1. Penyelenggaraan/promosi skala provinsi

a. Penyelenggaraan widya wisata skala provinsi serta mengirim dan menerima
peserta grup widya wisata.

b. Pesertajpenyelenggara pameranj event, roadshow bekerja sama dengan
pemerintah.

c. Pengadaan sarana pemasaran skala provinsi.
d. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala

prOVlnSl.

..



;.-:";':" -

PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSl"

e. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata
nasional dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala
provmsl.

f. Pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah.
2. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala provinsi.
3. Perierapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata skala

prOVlnSl.
1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata skala

prOVlnSl.
2. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam

pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala provinsi.
3. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi penelitian

kebudayaan dan pariwisata skala provinsi.
4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh provinsi

berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.

SUBSUBBIDANG.'SUB BIDANG

5. Kebijakan Bidang
Kebudayaan dan
Pariwisata



SUB BlDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH PROVlNSJ

4. KapaJ berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (GT < 7) yang berlayar di laut
a. Pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapaJ.

5. Pengelolaan pelabuhan regionaJ lama.
6. Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh provinsi.
7. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut. internasionaJ hub,

internasionaJ dan nacional
8. Penetapan rencana induk pelabuhan laut regional
9. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum
10. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus
11. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut regional
12. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus regional
13. Penetapan keputusan pela'(sanaan pengoperasian pelabuhan laut regional
14. Penetapan izin pengoperas.?n pelabuhan khusus regional
15. Rekomendasi penetapan DLKrjDLKp pclabuhan laut internasional hub
16. Rekomendasi penetapan f'T,KrjDLKp pelabuhan laut internacional
17. Rekomendasi penetapan DLKrjDLKp pelabuhan laut nacional
18. Penetapan DLKrjDLKp pelabuhan laut regional.
19. Izin kegiatan pengerukan di dalam DLKrjDLKp pelabuhan laut regional
20. Izin reklamasi di daJam DLKrjDLKp pelabuhan laut regional
21. Pertimbangan teknis terhadap penambahan danjatau pengembangan fasilitas

pokok pelabuhan lau t regional
22. Penetapan pelayanan operasionaJ 24 (dua puluh empat) jam- pelabuhan laut

regional
23. Izin kegiatan pengerukan di wiIayah perairan pelabuhan khusus regional
24. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus regional.
25. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus

regional
26. Penetapan DUKS di pelabuhan regional
27. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri
28. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan

beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupatenjkota daJam wilayah provinsi
setempat

29. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi
pada lintas pelabuhan antar kabupatenjkota dalam wiIayah provinsi setempat,
pelabuhan antar lPrQvinsi dan internasional (lintas batas



SUB BIDANG

4. Perhubungan
Udara

SUB SUB BIDANG

1. Angkutan Ddara

" " ",,"

PEMERINTAHAN DAERA~PROyINsi'

30. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional
yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupatenjkota dalain
satu provinsi

31. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang
lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupatenjkota dalam satu
provinsi, lintas pelabuhan antar provinsi serta lintas pelabuhan internasional
(lintas batas).

1
32. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi

perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan
antar kabupatenjkota dalam satu provinsi

33. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan
pengoperaslan kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi
perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas
pelabuhan antar kabupatenjkota dalam wilayah provinsi setempat, pelabuhan
an tar provinsi dan internasional (lintas batas)

34. Izin usaha tally di pelabuhan
35. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal
36. Izin usaha ekspedisij Freight Fonvarder
37. Izin usaha angkutan perairan pelabuhan
38. Izin usaha penyewaan peralatan angkutan lautj peralatan penunjang angkutan

laut
39. Izin usaha depo peti kemas
1. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin usaha angkutan udara niaga dan
melaporkan ke Pemerin tah.

2. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin kegiatan angkutan udara dan
melaporkan ke pemerintah.

3. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan Jaringan dan Rute Penerbangan dan
melaporkan ke pemerintah.

4. Mengusulan rute penerbangan baru ke dari daerah yang bersangkutan.
5. Pemantauan pelaksanaan persetujuan rute penerbangan dan melaporkan ke

pemerintah.
6. Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan penambahan atau pengurangan

kapasitas angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah.
7. Pemantauan terhaclap pelaksanaan persetujuan izin terbangjFA yang dikefuarkan

oleh pemerintah clan melaporkan ke pemerintah.



PEMERINTAHAN DAERAH PROvINSi, .

8. Persetujuan izin terbang/FA perusahaan angkutan udara tidak berjadwal antar
kabupaten/kota dal:::un 1 (satu) provinsi dengan pesawat udara di atas 30 tempat
duduk dan melaporkan ke Pemerintah.

9. Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbangfFA perusahaan
angkutan udara non berjadwal antar kabupaten/kota dalam 1 (satu). provinsi
dengan pesawat udara diatas 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah.

10.Pemantauan terhadap pelaksanaan tarif angkutdll udara (batas atas) dan tarif
referensi angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah.

11. Pemantauan terhadap personil petugas pengamanan operator penerbangan dan
personil petugas pasasi dan melaporkan ke pemerintah.

12.Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan general sales agent dan melaporkan
ke pemerinta11..

13.Pemberian iz"_'Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU).
14.Pemberian arahan dan petunjuk terhadap kegiatan Ekspedisi Muatan Pesawat

Udara (EMPTT\
15. Pemantauan, penilaian, dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan
16. EMPU dan melaporkan kepada pemerintah.
17. Pengawasan dan pengendalian izin EMPU.
18. Pengusulan bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara kef dari

luar negeri. Pengusulan bandar udara di wilayah kerjanya yang terbuka untuk
angku tan udara ke / dari luar negeri disertai alasan dan data dukung yang
memadai. Mengusulkan penetapan tersebut kepada pemerintah.

SUB SUB BIDANGSUB BIDANG

2. Pesawat Udara

.3. Bandar Udara

1. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum.
2. Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara

umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat
kantor adbandara.

3. Pemberian rekomendasi penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang
melayani pesawat udara ~.30 temp at duduk.

4. Pemantauan terhadap penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang
melayani pesawat udara ~ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah pada
bandar udara yang beJum terdapat kantor adbandara.
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5. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapanjizin pembangunan bandar udara
khusus yang melayani pesawat udara ~ 30 tempat duduk dan melaporkan kepada
pemerintah.

6. Pemantauan terhadap pelaksariaan kegiatan pengatur pesawat udara di apron,
Pertolongan Keeelakaan Penerbangan -Pemadam Kebakaran (PKP-PK), salvage,
pengamanan bandar udara dan GSE, pada bandar udara yang belurn terdapat
kantor adbandara.

7 Pemantauan terhadap personil teknik bandar udara dan melaporkan ke
pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.

8. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan bandar udara internasional dan
melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor
adbandara.

9. Dapat menjadi anggota KOMFALapabila bandar udara berdekatan dengan vilayah
kerjanya.

10. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan kesel3JT'atan
operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara ~ 30 tempat duduk
dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor
adbandara.

11. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan keselamatan
operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara ~ 30 tempat duduk
dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor
adbandara .

. 12. Ijin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara dengan
kapasitas < 30 (tiga puluh) tempat duduk dan ruang udara disekitarnya tidak
dikendalikan dan terletak dalam 2 (dua) kabupatenjkota dalam 1 (satu) provinsi,
sesuai dengan batas kewenangan wilayahnya. Pemberitahuan pemberian ijin
pembangunan bandar udara khusus

13. Pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan kepada penyelenggara bandar
udara, serta kantor terkait lainnya ten tang tatanan kebandarudaraan dan
memberikan perlindungan hukum terhadap lokasi tanah danj at au perairan serta
ruang udara untuk penyelenggaraan bandar udara umum serta pengoperasian
bandar udara dalam bentuk Peraturan Pemerintah Daerah.

1. Pemantauan terhadap p~rsonil fasilitasjperalatan elektonika dan listrik



penerbangan dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum
terdapat kantor adbandara.

2. Pemantauan terhadap sertifikasi fasilitas/peralatan elektonika dan listrik
penerbangan dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum
terdapat kantor adbandara

3. Pemantauan terhadap kegiatan GSE dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar
udara yang belum terdapat kantor aabandara

4. Pemantauan terhadap personil GSE dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar
udara yang belum terdapat kantor adbandara

5. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara umum
yang melayani pesawat udara ~ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah,
p.da bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara

6. PeLlantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara khusus
yang melayani pesawat udara ~ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah,
l-,uc.labandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.

7. Pcmantauan terhadap pelaksanaan standar operasi prosedur yang terkait dengan
pengamanan bandar udara dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara
yang belum terdapat kantor adbandara

8. Membantu kelancaran pemeriksaan pendahuluan kecelakaan pesawat udara:
a. Membantu kelancaran Tim investigasi dalam pencapaian lokasi kecelakaan.
b. Membantu kelancaran dalam melaksanakan tugas monitor pesawat udara

milik pemerintah dan dalam melaksanakan koordinasi dengan unit terkait.
c. Membantu kelancaran keimi rasian Tim Investi asi war a asin .

SUB SUB BIDANG

4. Keselamatan Penerbangan (Kespen)

SUB BIDANG



Q. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

..~. SURBIDANG

I.Pos dan
Telekomunikasi

'sUB-SURBIDANG

1. Pos

2. Te1ekomunikasi

3. Spektrum Frekuensi Radio clan Orbit
Satelit (Orsat

4. Bidang Standarisasi Pos dan
Telekomunikasi

5. Kelembagaan Internasional Pos dan
Te1ekomunikasi

PEMERINTAHAN .DAERAHPROVINSI

1. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor cabang.
2. Penertiban 'asa titi an untuk kantor caban
1. Pemberian bimbingan teknis di bidang sarana te1ekomunikasi, pe1ayanan

telekomunikasi, kinerja operasi te1ekomunikasi, te1ekomunikasi khusus dan
kewajiban pe1ayanan universal skala wi1ayah .

2. Pemberian izin penye1enggaraan te1ekomunikasi khusus untuk keperluan
pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya provinsi sepanjang tidak
menggunakan spektrum frekuensi radio

3. Pengawasan layanan jasa telekomunikasi.
4. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap

lokal wireline (end to end) cakupan provinsi
5. Koorclinasi dalam rangka pembangunan kewajiban pelayanan unive13a1 di bidang

te1ekomu nikasi .
6. Pengawasanjpengendalian terhadap penyelenggaraan te1ekomunik-AJi yang

cakupan areanya provinsi
7. Pemberian izin kantor caban clan loket pe1ayanan 0 erator
1. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabe1 te1ekomunikasi lintas

kabupatenjkota atau jalan provinsi
1. Pemberian bimbingan teknis di bidang standar pos dan telekomunikasi, standar
teknik komunikasi radio, standar pe1ayanan pos dan te1ekomunikasi, penerapan
stanclar pos dan te1ekomunikasi

2. Pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/
erangkat pos dan telekomunikasi skala rovinsi

1. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penye1enggaraan pos dan telekomunikasi serta
penggunaan frekuensi radio di claerah perbatasan dengan negara tetangga.



SUB BIDANG

2.Sarana
Komunikasi Dan
Diseminasi
Informasi

SUB SUB BIDANG

1. Penyiaran

2. Kelembagaan Komunikasi Sosial
3. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah
4. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah

Daerah
5. Kemitraan Media

PEMERINTAHAN DAERAH PRQVINSF,.
...,;

1. Evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis terhadap permohonan izin
penyelenggaraan penyiaran

2. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap
ermohonan izin enyelen araan televisi.

1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala provinsi.

1. Koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi nasional.

1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala provinsi



R. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERl\H~ROVINSI ' '>:<.'f ',',.". ",,: '-t.:>,-

1. Izin Lokasi I, a. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan. - "-,-

b. Kompilasi bahan koordinasi.
c. Pelaksanaan rapat koordinasi.
d. Pelaksanaan peninjauan lokasi.
e. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis

pertanahan dari kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) provinsi
dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkaiL

f. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang
diterbitkan.

g. Penerbitan surat keputusan izin lokasi.
h. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan

izin lokasi atas usulan kabupatenjkota dengan pertimbangan kepala kantor
wilayah BPN provinsi;.

2. Monitoring dan oembinaan perolehan tanah.
2. Pengadaan Tanah 1. Pengadaan tanah untuk pembangunan lintas kabupatenjkota.

I Uncl.1.k a. Penetapan lokasi.
Kepentingan b. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan
Umum perundang-undangan.

c. Pelaksanaan penyuluhan.
d. Pelaksanaan inventari~asi.
e. Pembentukan Tim Penilai Tanah (khusus DKI).
f. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari LembagajTim Penilai Tanah.
g. Pelaksanaan musyawarah.
h. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian.
1. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian.
J. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian.
k. Pelaksanaan pe~epasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala

kantor pertanahan kabupatenjkota.



SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAHPROVINSI >'j" .....•....3. Penyelesaian 1. Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas kabupaten/kota dan untuk Provinsi
Sengketa Tanah DKI Jakarta:

" ~..
Garapan a. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan.

b. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa.
c. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan.
d. Koordinasi dengan instansi terkait untuk menetapkan langkah-langkah

I penanganannya.
e. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan

kesepakatan para pihak

4. Penyelesaian 1. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk
Masalah Ganti pembangunan.
Kerugian dan 2. Pembinaan dan pengawasan pemberian ganti kerugian dansantunan tanah
San tunan Tanah unt lk pembangunan.
Untuk
Pernbangunan ._--5. Penetapan Subyek 1. a. Pnbentukan panitia pertimbangan landreform provinsi.
dan Obyek b. Penyelesaian permasalahan penetapan subyek dan obyek tanah kelebihan
Redistribusi maksimum dan tanah absentee.
Tanah, serta Ganti 2. Pembinaan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti
Kerugian Tanah kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.
Kelebihan
Maksirn urn dan
Tanah Absentee

6. Penetapan Tanah La. Pembentukan panitia peneliti lintas kabupaten/kota.
Ulayat b. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian.

c. Pelaksanaan dengar pendapat urnum dalam rangka penetapan tanah ulayat.
d. Pengusulan rancangan peraturan daerah provinsi ten tang penetapan tanah

ulayat.
e. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.

7. Pernanfaatan dan 1. Penyelesaian masalah tanah kosong.
Penyelesaian 2. Pcmbinaan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong.
Masalah Tanah
Kosong
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8. Izin Membuka

l. Penyelesaian permasalahan pemberian izin membuka tanah,Tanah
2, Pengawasan dan pengendalian pemberian izin membuka tanah.

(Tugas Pembantuan)
..... ,... _-9. Perencanaan

l. Perencanaan penggunaan tanah lintas kabupatenjkota yang berbatasan.I Penggunaan
Tanah Wilayah
KabupatenjKota

,
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1;Bina Ideologi dan 1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan

1, Penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang,Wawasan ' Pemerintahan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarahKebangsaan
kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi.

2. Pelaksanaan Kegiatan 1. Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan
kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaankebangsaan skala provlllsi.

3. Pembinaan Penyelenggaraan l. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan,Pemerintahan
supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan
dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela
negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi.4, Pengawasan Penyelenggaraan 1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan ideologi negara,Pemerintahan
wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan

- kebangsaan skala provinsi,
5. Peningkatan Kapasitas Aparatur

1. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan
ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan
dan penghargaan kebangsaan skala provinsi.

2. Kewaspadaan l. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan
1. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional)Nasional Pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan
dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial,
pengawasan orang asing dan lembaga asing skala provinsi.2. Pelaksanaan Kegiatan 1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara',wawasan
kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan
kebangsaan skala provinsi.3. Pembinaan Penyelenggaraan

I, Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan,Pemerintahan
supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan
dan eValuasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat,
perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan
konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala provinsi.4. Pengawasan Penyelenggaraan l. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini,Pemerintahan
kerjasama intelkam, bina masyaral<at perbatasan dan tenaga kerja, penanganan

I konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan
lembaga asing skala provinsi.

s. DRUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI



SUIl~IDANG

3. Ketahanan Seni,
Budaya, Agama dan
Kemasyarakatan

4. Politik Dalam Negeri

SPBSUJl BIDAN.G
5. Peningkatan Kapasitas Aparatur

1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan
Pemerintahan

.2. Pelaksanaan Kegiatan

3. Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan

4. Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan

5. Peningkatan Kapasitas Aparatur

1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan
Pemerintahan

2. Pelaksanaan Kegiatan

3. Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerin tahan

,'. ,'.:.:.',', ,:',- ).'->', : _, ?-,-_-:7->:'I"::;~:~::J;J'::~_~~__: - oii~:Z:;t'
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1. F'asilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewasp~daah
dini, kerjasama intelkam, bin a masyarakat perbatasan dan tenagaketja,,~c:.
penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang.
asin dan lemba a asin skala rovinsi.

1. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional)
di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan; pembauran dan
akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial
kemasyarakatan skala rovinsi.

1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang di bidang ketahanan seni dan
budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi
kemas arakatan, enanganan masalah sosial kemas arakatan skala rovinsi.

1. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan,
supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan
dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budap. agama dan kepercayaan,
pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan
masalah sosial kemas arakatan skala rovinsi.

1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahanan seni dan budaya,
agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi
kemas arakatan, enan anan masalah sosial kemas "arakatan skala rovinsi.

1. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan
seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya,
organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala
rOVIns!.

1. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional)
di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan,
kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres
dan ilkada skala rovinsi.

1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik,
kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan
endidikan olitik, emilu, il res dan ilkada skala rovinsi.

1. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan,
supervisi dan konsultasi, perencanaan, peneIitian, pemantauan, pengembangan
dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik
pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu,
pilpres dan pilkada skala provinsi.



SUB SUB BIDANG
I

I

I

SUBaII)AN:G

5. 'Ketahanan
Ekonomi

....

4, Pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan

5. Peningkatan Kapasitas Aparatur

1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan
Pemerintahan

2. Pelaksanaan Kegiatan

3. Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan

4. Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan

,5. Peningkatan Kapasitas Aparatur

PEMERINT AHAN DAERAH.PR~~iifSI ....;i ..:>~~;:';;.;:':'~1'~~'!~~:.\'.~'?:g:,~1
1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kesbangpol dan sistem dan
implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai
politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala
provinsi.

1. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan
implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai
politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi.

1. Koordinasi penetapan ~ebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional,
di bi,dangketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal
dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha
ekonomi, kebijakan dan ketahananormas perekonomian skala provinsi.

1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber
daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku
masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan
ketahanan ormas perekonomian skala provinsi,

1. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan,
supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan
dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam,ketahanan
perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan
ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian
skala provinsi.

1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kebijakan ketahanan sumber
daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku
masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan
ketahanan ormas perekonomian skala provinsi.

1. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan
ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan
moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi,
kebiiakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi.
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1. Urusan Pemerintahan:

SUB BIDANG

1. Otonomi Daerah

T. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

SUB SUB

a. Kebijakan
1. Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala provinsi.

b. Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan,
Konsultasi, Supervisi, Koordinasi,
Monitoring dan Evaluasi serta
Pengawasan Penyelenggaraan Urusan
Pemerin tahan

1. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan,
sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi
serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

2. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, k lllsuitasi, supervisi,
koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan Jrusan pemerintahan di
wilayah provinsi.

C. Harmonisasi 1. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi.

2. Harmonisasi antar bidang urusan pemenntahan daerah provinsi dengan
pemerintah.dan pemerintahan daerah kabupatenjkota.

d. Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD)

e. Database

1. Penyusunan LPPDprovinsi.
2. Penyampaian LPPDprovinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
3. Evaluasi LPPDkabupatenjkota.

2. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus
(Otsus):

1. Pengolahan database LPPD skala provinsi.

a. Kebijakan
] . Pengusulan penataan daerah dan otsus skala provinsi.
2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama danjatau pemindahan ibukota
provinsi danjatau kabupaten.

3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.
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b. Pembentukan Daerah

c. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi
dan Pengkajian Penataan Daerah
dan Otsus

d. Monitoring dan Evaluasi serta
Pengawasan dan Pengendalian
Penataan Daerah dan Otsus

e. Pembangunan Sistem (Database)
Penataan Daerah dan Otsus

f. Pelaporan

3. Fasilitasi Dewan Pertimbangan
Otonomi Daerah (DPOD) dan
Hubungan Antar Lembaga (HAL):

PEMERINTAlJAN .DAERAHPR<:t.:.

1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.
2. Evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah ten tang pembentukan kecamatan.
3.a. Pengusulan perubahan batas provinsi, nama dan pemindahan ibukota daerah.
b.Pelaksanaan perubahan batas, nama dan pemindahan ibukota provinsi.

1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian
penyelenggaraan penataan daerah dan otsus.

2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan
penataan daerah dan otsus dalam wilayah provinsi.

1. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam
wilayah provinsi.

2. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam
wilayah provinsi.

1. Pembangunan dan pengelolaan database penataan daerah dan otsus skala
prOVlnSl.

2. Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala provinsi ke pemerintah.

1. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan
daerah dan otsus.

2. Pengolahan database laporan penataan daerah dan otsus skala provinsi.
3. Penyampaian laporan penataan daerah dan otsus skala provinsi kepada Presiden

melalui Menteri Dalam Negeri.
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a. DPOD l. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah-

I provinsi untuk sidang DPOD.
2. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan Dana Alokasi Umum (DAU)danI Dana Alokasi Khusus (DAK)provinsi bagi sidang DPOD.

b. Penyusunan Peraturan Daerah 1. Penyusunan Perda provinsi.
(Perda) 2. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),pajak daerah, retribusi daerah dan tata
ruang daerah kepada pemerintah.

3. Penyampaian Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi.

I
1. Membentuk AsosiasijBadan Kerjasama Daerah.c. Fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan 2. Fasilitasi pembentukan Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Dar .1hmembentukKerjasama Daerah Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama kabupatenjkota.

4. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi
Kinerja Daerah:
a. Penyusunan dan Penerapan Standar

Pelayanan Minimal
(SPM):

(1) Kebijakan
1. Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala provinsi.

(2) Pembinaan
1. Monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM skala provinsi.
2. Monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM kabupatenjkota.
3. Fasilitasi dan supervisi penerapan dan pencapaian SPM kabupatenjkota.

b. Evaluasi Penyelenggaraan 1.a.-
Pemerintahan Daerah: b. PeJaksanaan evaluasi terhadap kabupatenjkota mengenai:

(1) Pengukuran kinerja.
(2) Pengembangan sistem informasi evaluasi.
(3) Kriteria pembinaan evaluasi daerah.
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c. Pengembangan Kapasitas Daerah :
(1) Kebijakan

(2) Pelaksanaan

(3) Pembinaan

1. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah.
2. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas provinsi.

1. Implementasi rencana tindak penir.6katan kapasitas provinsi.
2. Fasilitasi implementasi rencana tindak provinsi.

I. Monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas kabupatenjkota.
2. Koordinasi pengembangan kapasitas provinsi.

5. Pejabat Negara:
a. Tata Tertib OPRD:

(1) Kebijakan

(2) Pembinaan

b. Peresmian Pengangkatan dan
Pemberhentian Anggota DPRD
ProvinsijKabu paten j Kota.

c. Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan
dan Pemberhentian Kepala Daerah
(KOH)dan Wakil KDH:

(1) Kebijakan
(2) Pelaksanaan

1. Penetapan pedoman tata tertib OPRDprovinsi.

1. Fasilitasi penyusunan tata tertib DPRO kabupatenjkota.
2. Monitoring dan evaluasi tata tertib DPRO kabupatenjkota.

1. Peresmian pengangkatan dan pemberhentian anggota DPRD kabupatenjkota.

1. Fasilitasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupatijwalikota

dan wakil walikota.



d. Kedudukan Protokoler dan
Keuangan DPRD:
(1) Kebijakan
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1. Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD provinsi.

2. Pemerintahan
Umum

(2) Pembinaan

e. Kedudukan Keuarigan KDHdan
Wakil KDH:

(1) Kebijakan

(2) Pembinaan

f. Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)KDH:

(1) Kebijakan

(2) Pembinaan

g. Tugas dan Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubernur
sebagai Wakil Pemerin tah
(1) Kebijakan
(2) Pembinaan

1. Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas
Pembantuan dan Kerjasama:

1. Fasilitasi penyusunan kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupatenjkota.
2. Monitoring dan evaluasi kedudukan protokoler dan keuangan DPRD

kabupatenjkota.

1. Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan gubernur dan wakil gu')ernur.

1. Fasilitasi kedudukan keuangan bupati dan wakil bupatijwalikota -<..ill wakil
walikota.

1. Pelaksanaan pedoman LKPJ gubernur.

1. Fasilitasi penyusunan LKPJ bupatijwalikota.
2. Monitoring dan evaluasi LKPJ bupatijwalikota.

1. Pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah.

1. Gubernur melaksanal<an dan melaporkan penyelenggaraan urusan pemerintahan



a. Fasilitasi Dekonsentrasi

b. Fasilitasi Tugas Pembantuan

c. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan
Pihak Ketiga

d. Kerjasama Antar Daerah

e. Pembinaan Wilayah

yang didekonsentrasikan.
2. Gubernur mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah

provinsi dan kabupatenj kota ..
3. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi di daerah

provinsi dan kabupatenjkota.

1. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
ditugaspembantuankan oleh pemerintah.

2. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan
kep&dakabupatenjkotaj desa.

3 Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan dari
kabupatenjkota kepada desa.

Penetapan kebijakan provinsi di bidang kerjasama dengan pihak ketiga.
2. Pelaksanaan kerjasama provinsi dengan pihak ketiga.
3. Koordinasi dan fasilitasi kerjasama kabupatenjkota dengan pihak ketiga.
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama kabupatenjkota dengan pihak

ketiga.
5. Pelaporan pelaksanaan kerjasama provinsi dengan pihak ketiga kepada

pemerintah.

1. Pelaksanaan kerjasama antar provinsi.
2. Fasilitasi kerjasama antar kabupatenjkota.
3. Pe1aksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama antar kabupatenjkota.
4. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar provinsi kepada pemerintah.

1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di
provinsi dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah.

2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kabupatenjkota di
wilayahnya.

3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kabupatenjkota.
4. Pelaksanaan dan fasilitasi usaha kecil dan menengah skala provinsi.
5. Penyelenggaraan urusan pemerinta,~an sisa skala provinsi.
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f. Koordinasi Pelayanan Umum

2, Trantibum dan Linmas

a. Ketentraman, Ketertiban Umum,
dan Perlindungan Masyarakat

b. Koordinasi Perlindungan dan
Penegakan Hak Asasi Manusia
(HAM)

3. Wi1ayahPerbatasan:
a. Pengelolaan Perbatasan Antar

Negara

b. Perbatasan Daerah

c Toponimi dan Pemetaan Wilayah

1. Pelaksanaan pelayanan umum skala provinsi.

1. Penetapan kebij,akan provinsi dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang:
(a) Penegakan PerdajPeraturan Kepala Daerah.
(b) Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
(e) Kepolisipamongprajaan dan PPNS
(d) Perlindungan masyarakat.

2. Pelaksanaan ketertiban umum dan k -:nteraman masyarakat skala provinsi.
3. Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS skala provinsi,
4. Pelaksanaan perlindungan

masyarakat skala provinsi.
5. Koordinasi dcngan instansi terkait skala provinsi.

1. Koordinasi penegakan HAMskala provinsi.

1. Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara.
2. Dukungan koordinasi antar kabupatenjkota yang berbatasan dengan negara lain.

1. Dukungan pelaksanaan penegasan perbatasan provinsi dan kabupatenjkota di
wilayah provinsi.

1. Penetapan kebijal<an provinsi mengacu pada kebijakan nasional mengenai
toponimi dan pemetaan wilayah provin si,
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2. Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala provinsi.
3. Inventarisasi dan 1aporan toponimi dan pemetaan skala provinsi.

d. Pengembangan Wilayah Perbatasan

e. Penetapan Luas Wilayah

4. Kawasan Khusus:

a. Kawasan Sumber Daya Alam;
Kehutanan, Energi dan Sumber
Daya Mineral

b. Kawasan Sumber Daya Suatan;
Pelabuhan, Sandar Udara,
Perkebunan, Peternakan, Industri,
Pariwisata, Perdagangan, Otorita,
Sendungan dan Sejenisnya

c. Kawasan Kepentingan Umum;
Kawasan Fasilitas Sosial dan
Umum

d. Kawasan Kelautan dan
Kedirgantaraan

1. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan antarkabu-paten/kota
skala provinsi.

2. Pengelo1aan pengembangan wilayah perbatasan skala provinsi.
3. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wi1ayah perbatasan provinsi.

1. Inventarisasi perubahan luas v..i1ayahprovinsi yang diakibatkan oleh alam antara
lain delta, abrasi.

2. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.

1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelo1aan kawasan sumber daya
alam skala provinsi.

1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya
buatan skala provinsi. .

1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasi1itasi pengelolaan kawasan kepentingan
umum skala provinsi.

1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penge10laan kawasan kelautan dan
kedirgantaraan skala provinsi.
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3. Administrasi
Keuangan Daerah

5. Manajemen Pencegahan dan
Penanggulangan Bencana:

a. MitigasiPencegahan Bencana

b. Penanganan Bencana

c. Penanganan Pasca Bencana

d. Kelembagaan

e. Penanganan Kebakaran

1. Organisasi dan Kelembagaan
Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Anggaran Daerah

1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mi~igasijpencegahan
bencana skala provinsi.

1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala
provms!.

1. Penetapan kebijal<an, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala
provms!.

1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana
skala prov;' .:;i.

1. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala
prOVIns!.

1. Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur pengelola keuangan daerah provinsi dan kabupatenj kota.

1. Penetapan peraturan daerah (Perda) tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan
daerah.

2. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah provinsi.
3. Perencanaan anggaran penanganan urusan perrierintahan provinsi.
4. Penetapan Perda tentang APBDdan peruhahan APBD.
5. Penetapan pedoman evaluasi APBDdan perubahan APBDkabupatenjkota, sesuai

dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah.
6. Evaluasi Raperda tentang APBD,dan perubahan APBDkabupatenj kota.
7. Penetapan kebijakan keseimbangan fiskaJ antar kabupatenjkota.
8. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung

jawab bersama urusan concurrent) antara provinsi dan kabupaten/ kota.
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9. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan daerah antar
kabu paten j kota.

10. Fasilitasi perencanaan dan pen.ganggaran daerah kabupatenjkota.

3. Pendapatan dan Investasi Oaerah :

a. Pajak dan Retribusi Oaerah

b. Investasi dan Aset Oaerah

c. Badan Usaha MilikDaerah (BUMO)
dan Lembaga Keuangan Mikro

d. Pinjaman Oaerah

4. Oana Perimbangan :

1.a. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah provinsi.
b.Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah provinsi.
c. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pajak dan retribusi

daerah serta PADlainnya kabupatenjkota.
2. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi d lerah skala provinsi.
3. Evaluasi Raperda pajak, retribusi daerah dan pUng-ltan lainnya kabupatenjkota.

1. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan asr. daerah provinsi.
2. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah provinsi.
3. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupatenj

kota.
4. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala provinsi.

1. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMOdan lembaga keuangan mikro provinsi.
2. Pelaksanaan pengelolaan BUMOdan Iembaga keuangan mikro provinsi.
3. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan BUMOdan lembaga keuangan mikro

kabupaten j kota.

1. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLUprovinsi-.
2. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLUprovinsi.
3. Pembinaan dan pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU

kabupatenjkota.



4. Perangkat Daerah
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a. Dana Alokasi Umum (DAU)

b. Dana Alokasi Khusus (DAKj

c. Dana Bagi Hasil :DBH)

5. Pelaksana.an, Penatausahaan,
Akuntansi dan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

1. Kebijakan

1. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAUprovinsi dan koordinasi data
dasar penghitungan alokasi DAUkabupatenjkota.

2. Pengelolaan DAUprovinsi.
3. Pelaporan pengelolaan DAUprovinsi, dan monitoring serta evaluasi penggunaan
DAUkabupatenjkota.

1. Usulan program dan kegiatan provinsi untuk didanai dari DAKserta koordinasi
usulan DAKkabupatenjkota.

2. Pengelolaan DAK(bagi provinsi yang menerima DAKj.
3. Monitoring dan eva.luasi pengelolaan DAKkabupatenjkota.
4. Pengenda.lian dan pelaporan pengelolaan DAK.

1. Penyiapan data rea.lisasi penerima DBH provinsi.
2. Fasilitasi kabupatenjkota terhadap konflik penentuan daerah penghasil SDA.
3. Penetapan a.lokasi DBH di kabupatenjkota.
4. Pengenda.lian dan pelaporan pengelolaan DBH.

1. Penetapan kebijakan ten tang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan
daerah provinsi.

2. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
provmsl.

3. Evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBDkabupatenj kota.
4. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan
pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab bersama (urusan
concurrent) .

5. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBDkabupatenjkota. .

1. Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah provinsi.
2. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala provinsi.
3. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah provinsi.
4. Pelaksanaan pedoman tata.laksana perangkat daerah provinsi.
5. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah provinsi.
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,,, ,,' ,' 1. Statistik Umum 1. Kebijakan
1. Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik
skala provinsi.

2. Pengawasan, Monitoring dan
1. Pe1aksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan statistikEvaluasi skala kabupatenjkota.

3. Fasilitasi dan pembinaan
1. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan statistik skala
kabupatenjkota.

2. Statistik Dasar 1. Statistik dasar meliputi: 1. Pemberian dukungan penyelenggaraan statis, ik dasar skala provinsi:

a. Sensus -

b. Survei Antal' Sensus 1. Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala provinsi:

c. Survei Berskala Nasional 1. Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat provinsi di bidang
ekonomi dan kesejahteraan rakyat:

d. Survei Sosial dan Ekonomi 1. Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi:

2. Statistik Lintas Sektor Berskala
Nasional -

3. Statistik Sektoral 1. Koordinasi Statistik Antar Sektoral 1. Penyelenggaraan statistik sektoral skala provinsi.
4. Statistik Khusus 1. Pengembangan Jejaring Statistik 1. Pengembangan jejaring statistik khusus skala provinsi.Khusus

x. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK



Y. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

SUB BIDANG

1. Kearsipan

SUB SUB BIDANG

1. Kebijakan

2. Pembinaan

3. Penye}amatan, Pelestarian dan
Pengamanan

4. Akreditasi dan Sertifikasi
5. PengawasanjSupervisi

PEMERINTAHAN DAERAH PROV'INSI

1. Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan
provinsi berdasarkan kebijakan kearsipan nasional meliputi :

a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan arsip dihamis di
lingkungan orovinsi sesuai dengan kebijakan nasional.

b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di
lingkl3.!l an rovinsi sesuai den an kebijakan nasional.

c. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di
lingkungan provinsi sesuai dengan kebijakan nasional.

d. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di
lingkungan provinsi sesuai dengan kebijakan nasional.

e. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia
kearsipan di lingkungan provinsi sesuai dengan kebijakan nasional.

f. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi kearsipan di
lin kunaan rovinsi sesuai den an kebi"akan nasional.

g. Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana
kearsi an di lin kun an rovinsi sesuai den an kebi"akan nasional.

1. Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik
daerah provinsi dan kabupatenjkota.

1. Pemberian persetujuan jadwal retensi arsip kabupatenjkota terhadap arsip yang
telah memiliki pedoman retensi.

2. Pemberian persetujuan pemusnahan arsip kabupatenjkota terhadap arsip yang
telah memiliki edoman retensi.

3. Pengelolaan arsip statis perangkat daerah provinsi, lintas daerah kabupatenjkota,
badan usaha milik daerah rovinsi serta swasta dan eroran an berskala rovinsi

1.-
1. Pengawasanjsupervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah
provinsi dan lembaga kearsipan kabupatenjkota.

2. Pengawasanjsupervisi terhadap penyelenggaraan pembinaan oleh lembaga
kearsipan kabupatenjkota.
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1. Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan provinsi
berpedoman kebijakan nasional, meliputi :

1. Kebijakan1. Perpustakaan

,~;, SUB BIDANG

2. Pembinaan Teknis Perpustakaan

3. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi
Nasional

4. Pengembanga..""lJabatan Fugsional
Pustakawan

5. Akreditasi Perpustakaan dan
Sertifikasi Pustakawan

6. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
Teknis dan Fungsional Perpustakaan

a. Penetapan peraturan dan kebijakan penye1enggaraan perpustakaan di skala
provinsi berdasarkan kebijakan nasional.

b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelengg;:rraanjaringan perpustakaan
skala provinsi sesuai kebijakan nasional.

c. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDMperpustakaan skala
provinsi sesuai kebijakan nasional.

d. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan
skala provinsi sesuai kebijakan na. ional.

e. Penetapan paraturan dan kebijakan Ji bidang sarana dan prasarana
perpustakaan skala provinsi sesuai kebijakan nasional.

1. Pembinaan teknis semua jenis perpusLdkaan di wilayah provinsi :
a. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar.
b. Pengembangan SDM.
c. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar.
d. Kerjasama dan jaringan perpustakaan.
e. Pengembangan minat baca.

1. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah provinsi berdasarkan kebijakan
nasional.

2. Pelaksanaan Serah-Simpan Karya eetak dan Karya Rekam, terkait koleksi daerah
provinsi dan kabupatenjkota.

3. Koordinasi pelestarian tingkat daerah provinsi.
1. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional

pustakawan di skala provinsi sesuai kebijakan nasional.
2. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pe1aksana sampai dengan

pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan
muda.

1. Pemberian akreditasi perpustakaan di "\\tilayahprovinsi.
2. Pemberian sertifikasi pustakawan di wilayah provinsi.
1. Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.
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. .. ":,,.'.: ... . .,". '-".-l. Inventarisasi Hutan 1. Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi, hutan rindung dan taman hutan .

raya dan skala DAS lintas kabu paten / kota.2. Pengukuhan -
I Kawasan Hutan

Produksi, Hutan
Lindung, Kawasan
Pelestarian Alam,
Kawasan Suaka
Alam dan Taman
Buru

1
3. Penunjukan 1. Pemberian pertimbangan teknis penunjukan kawasan hutan produksi, hutanI Kawasan Hutan,

rindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.
i Hutan Produksi,
I Hutan Lindung,
I

Kawasan Pelestariani
I Alam, Kawasan

I Suaka Alam dan
~ Taman Buru

.4. Penataan Batas dan -
Pemetaan Kawasan
Hutan Produksi,

I

I
Hutan Lindung,
Kawasan Pelestarian
Alam, Kawasan
Suaka Alam dan
Taman Buru

5. Penetapan Kawasan -
Hutan Produksi,
Hutan Lindung,
Kawasan Pelestarian
Alam, Kawasan
Suaka Alam dan
Taman Buru

I



1. Pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP.

1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unitKPHP.

PEMERINTAHANDAERAH,PROVII1,$1
".~~;~':c.

Pengusulan dan pertimbangan teknis pengelolaan kawasan hutan d~hi1fl\ffitujuan
khusus untuk masyarakat \ hukum adat, pene1itian dan.pengc:ti1bangan,pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamacirl untilk skalaprovinsi.

Pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari
lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menuk:rr
kawasan hutan.

1. Pelaksanaan penyusunan rancang bangun, pembentukan dan pengusulan
penetapan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi serta
pertimbangan teknis institusi wilayahpengelolaan hutan.

1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit
kesatuan pengelolaan hutan produksi KPHP.

1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit
usaha pemanfaatan hutan produksi.

,I.

SUB SUB BIDANG

6. Kawasan Hutan
dengan Tujuan
Khusus

7. Penatagunaan
Kawasan Hutan

8. Pembentukan
Wilayah Pengelolaan
Hutan

9. Rencana
Pengelolaan Jangka
Panjang (Dua Puluh

I,

' Tahunan) Unit
Kesatuan
Pengelolaan Hutan

I Produksi(KPHP)/10. Rencana
I Pengelolaan Jangka

Menengah (Lima
Tahunan) Unit
KPHP

11. Rencana
Pengelolaan Jangka
Pendek (Tahunan).
Unit KPHP

12. Rencana Kerja

l~Usaha Dua Puluh

,

'. Tahunan Unit Usaha
Pemanfaatan Hutan
Produksi



1. Pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL.

1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka
menengah) unit KPHL.

1. Penilaian dan pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit
usaha pemanfaatan hutan produksi.

'~"~-.-. :.PEMERINTAHAN DAERAH ,PROVINSI
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1. Pertimbangan teknis pengesal1an rencana kerja lima tahunan unit perll'~?f~iitan
hutan produksi.

1. Pertimbangan teknis untuk pengesahan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan
penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi lintas
kabupatenjkota.

2. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit
pemanfaatan hutan produksi dalam kabupaten/kota

1. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaaan dua puluh tahunan
(jangka panjang) unit KPHL.

SUB SUB BIDANG
. "

13. Rencana '~"'''':''r'''
Pengelolaan Lima
Tahunan Unit Usaha
Pemanfaatan Hutan
Produksi

14. Rencana
Pengelolaan
Tahunan(Jangka
Pendek) Unit Usaha
Pemanfaatan Hutan
Produksi

15. Penataan Batas
LuarAreal Kerja
Unit Usaha
Pemanfaatan Hutan
Produksi

16. Rencana
Pengelolaan Dua
Puluh Tahunan
(Jangka Panjang)
Unit Kesatuan
Pengelolaan Hutan
Lindung (KPHL)

17. Rencana
Pengelolaan Lima
Tahunan(Jangka
Menengah) Unit
KPHL

18. Rencana
Pengelolaan
Tahunan(Jangka

L-Pendekl Unit KPHL

,,__,_,....sUB BIDANG
'. ~~.,;.-ur
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I 19. Rencana Kerja I ':.":;;.:-:F:".::'~-'"~~ _. ".' l. Pertimbangan teknis pengesah.an rencana kerja usaha (dua pulUh:::ttJ@Urtani unit
,

IUsaha (Dua Puluh usaha pemanfaatan hu tan lindung.Tahunan) Unit
IUsaha Pemanfaatan

Hutan Lindung
20. Rencana 1. Pertimbangan teknis pengesahan rencC'ma pengelolaan lima tahunan UangkaPengelolaan Lima

menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.Tahunan(Jangka
Menengah) Unit
Usaha Pemanfaatan
Hutan Lindung

21. Rencana

I
1. Penilai tn dan pengesahan rencana pengelolaan tahunan Uangka pendek) unitPengelolaan u saha p-..:manfaatan hu tan lindung.Tahunan(Jangka

Pendek) Unit Usaha
Pemanfaatan Hutan
Lindung

22. Penataan Areal 1. Pertim bangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatanKerja Unit Usaha hutan lindung kepada pemerintah

I
Pemanfaatan Hutan
Lindung

23. Rencana 1. Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan Uangka panjang)Pengelolaan Dua unit KPHK.
Puluh Tahunan
(Jangka Panjang)
Unit Kesatuan
Pengelolaan Hutan
Konservasi (KPHK)

24. Rencana 1. Pertim bangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan Uangka menengah} unitPengelolaan Lima KPHK.
Tahunan
(Jangka Menengah)
Unit KPHK



I, SUB BIDANG SUB SUBBIDANG PEMERINTAHAN DAERAH /PROVINSI'

25. Rencana
Pengelolaan Jangka
Pendek (Tahunan)
Unit KPHK

26. Rencana
Pengelolaan Jangka
Panjang (Dua Puluh
Tahunan) Cagar
Alam, Suaka
Margasatwa, Taman
Nasional, Taman
Wisata Alam can
Taman Buru

27. Rencana
Pengelolaan .T •. ngka I
Menengah Cagar
Alam, Suaka
Margasatwa, Taman

I Nasional, Taman
Wisata Alam dan
Taman Buru

28. Rencana
Pengelolaan Jangka
Pendek Cagar Alam,
Suaka Margasatwa,
Taman Nasional,
Taman Wisa ta Alam
dan Taman Buru

29. Penataan Blok
(Zonasi) Cagar
Alam, Suaka Marga
Satwa, Taman
Nasional, Taman
Wisata Alam dan
Taman Buru

C,C"

":

1. Pertimbangan teknis reneana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KH.i.fi$K;,;;;;~\_>;,

1. Pertimbangan teknis pengesahan reneana pengelolaan jangka panjang (dua puluh
tahunan) untuk eagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata
alam dan taman buru skala provinsi.

1. Pertimbangan teknis pengesahan reneana pengelolaan jangka menengah lmtuk
eagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman
bu ru skala provinsi.

1. Pertimbangan teknis pengesal1an reneana pengelolaan jangka pendek untuk eagar
alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, dan taman buru
skala provinsi.

1. -
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,"'.0./'\', .. :_ ...30. Pengelolaan Taman l. Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan ren canapeng~f~i~fu'i'-'" (jangkaHutan Raya ..

menengah dan j311gka panjang) dan pengesahan rencana pengelolaan jangka
I

I pendek serta penataan biok (zonasi) dan pemberian perizinan usaha pemanfaatan
serta rehabilitasi di taman hutan raya skala provinsi.

31. Rencana Kehutanan 1. Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat provinsi.

32. Sistem Informasi 1. Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat provinsi.Kehutanan
...

(Numerik dan
Spasia1t

33. Pemanfaatan Hasil 1. Pertimbangan teknis kepada menteri untuk pemberian dan perpanJangan lZlnHutan pada Hutan
usaha pem mfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasanProduksi hutan negard pada wiIayah kerja PERUM Perhutani.

34. Pemungutan Hasil 1. Pemberian 'lerizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutanHutan pada Hutan bukan kayu pada hutan produksi skala provlns1 kecuali pada kawasan hutanProduksi negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
35. Pemanfaatan 1. Pemberian 1Z1nusaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skalaKawasan Hutan dan provmS1 kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUMJasa Lingkungan Perhutani.

pada Hutan
Produksi

36. Industri Pengolahan 1. Pemberian 1Z1nindustri pnmer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi :s;Hasil Hutan
6.000 m3 serta pertimbangan teknis izin industri primer dengan kapasitas > 6.000
m3.

37.Penatausahaan 1. Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala provinsi.Hasil Hutan
38. Pemanfaatan 1. Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan dan pemungutan hasil hutanKawasan Hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiranpada Hutan Lindung (AppendL\:) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala provinsi kecuali pada

kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
39. Penerimaan Negara 1. -

Bukan Pajak Bidang
Kehutanan



'.-.
SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAHANDAERAH PROVINSI ':~~~f~~~-:,~~;:~~:>::.."-'" ... .'

48.Pengusahaan , - , " ~ I l. Per tim bangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman blit;~\Vc-sertaIPariwisata Alam pemberian perizinan pengusahaan kebun buru skala provinsi. \':)-:~:"".. "

pada Kawasan
Pelestarian Alam,
dan Pengusahaan
Taman Burn, Areal
Buru dan Kebun
Buru

49. Pengelolaan l. -
Kawasan Suaka
Alam, Kawasan
Pelestarian Ale ro,
dan Taman Bur'~

50. Pengawetan l. -
Tum buhan dan
Satwa Liar

51. Pemanfaatan l. Pengawasan pemberian izinpemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidakTumbuhan dan .' dilindungi dan tidak terI?asuk dalam Lampiran (Appendix) CITES.
Satwa Liar

52. Lembaga l. Pertimbangan teknis lZln kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebunKonservasi binatang, taman safari) skala provinsi.
53. Perlindungan Hutan 1. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak

dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala provinsi.
2. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan

hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala provinsi.
54. Penelitian dan l. Koordinasi dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehu tan an diPengembangan tingkat prOVlnSI danjatau yang memiliki dampak an tar kabupatenjkota danKehutanan pemberian penZlnan penelitian pada hutan produksi dan hutan lindung yang

tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala provinsi.
55. Pendidikan dan l. Pelaksanaan diklat teknis dan fungsional kehutanan skala provinsi.

Pelatihan (Diklat)
Kehutanan

,
56. Penyuluhan 1. Pengu at an kelembagaan dan pen yelenggaraan penyuluhan kehutanan skalaKehutanan provinsi.
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I 57. Pembinaan dan
I Pengendalian
I Bidang Kehutanan
58. Pengawasan Bidang

Kehutanan

1. Koordinasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan:~Maitta:~r"""bidang
kehu tanan skala provinsi. .''''/".'1','

1. Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh
kabupatenjkota dan kinerja penyelenggara provinsi serta penyelenggaraan oleh
kabu atenjkota di bidan kehutanan.



B.B. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL •.-

SUBBIDANG

1. Mineral, Batu Bara,
Panas Bumi, dan Air
Tanah

SUB SUB BIDANG PEMERIN'I'AHAN DAERAH-PROVINSr

1. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang mineral,
batubara, panas bumi, dan air tanah.

2. Penyusunan data dan informasi usaha pertambangan mineral dan batubara serta
panas bumi lintas kabupatenjkota. .

3. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah lintas kabupatenjkota.
4. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan 1zm

penurapan mata air pada cekungan air tanah lintas kabupatenjkota.
5. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas burni pada

wilayah lintas kabupatenjkota dan paling jauh 12 (dua belas) millaut diukur dari
garis pantai ke arah laut lepas danj atau ke arah perairan kepulauan.

6. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batu )ara untuk operasi
produksi, yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupatenjkota dan paling
jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantail:<e ara.r laut lepas danj atau
ke arah perairan kepulauan.

7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaba pertambangan mineral,
batubara dan panas bumi pada wilayah lintas kabupatenjkota dan paling jauh 12
(dua belas) millaut diukur dari garis pantai ke arab laut lepas danjatau ke arab
perairan kepulauan.

8. Pemberian izin badan usaba jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas
bumi dalam rangka PMA dan PMDN lintas kabupatenjkota.

9. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 1zm usaha jasa
pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanarnan
modallintas kabupatenjkota.

10. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan
pertarnbangan termasuk reklarnasi laban pasca tambang, konservasi dan
peningkatan nilai tambab terhadap usaba pertambangan mineral, batubara dan
panas bumi, pada wilayab lintas kabupatenjkota atau yang berdampak regional.

11. Pembinaan dan pengawasan pengusahaan KP lintas kabupatenjkota.
12. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan

pertambangan termasuk reklamasi laban pasca tambang, konservasi dan
peningkatan nilai tambab terhadap KP lintas kabupatenjkota.

13. Penetapan wilayah konservasi air tanab lintas kabupatenjkota:.
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3. Ketenagalistrikan

sua SUB BIDANG
-'-:.::<);?_;~}.::,:,~:i. . - <.: ;?~'<'~~f!~~Vf~i~~':'.~._.-

"~',j'y,'!~"".
14. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan minera):;'/dail'" ,~

batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak Iingkungan .
Iangsung Iintas kabupatenjkota.

15. Penetapan niiai peroiehan air tanah pada cekungan alr tanah Iintas
kabu paten j kota.

16. Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta
pengusahaan dan SIG wiIayah kerja pertambangan di wilayah provinsi.

17. Penetapan poteEsi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan
cadangan mineral dan batu bara di wilayah provinsi.

18. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan
fun sional rovinsi.

1. -'elaksanaan inventarisasi geoiogi dan sumber daya mineral, batubara, panas
u'lmi, migas dan air tanah pada wilayah provinsi

2. Peiaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada
ilayah provinsi.

3. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geoiogi pada
wilayah lintas kabupatenjkota.

4. Penetapan pengeiolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan
bencana dan kawasan lingkungan geologi di wiIay~ lintas kabupatenjkota.

5. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geoiogi teknik, kawasan rawan
bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah provinsi.

6. Peiaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah' lintas
kabu paten j kota.

7. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geoiogi pada wiIayah
provinsi danj atau memiliki dampak lintas kabupatenjkota.

8. Peiaksanaan koordinasi mitigasi bencana geoiogi pada wiIayah lintas
kabupatenjkota.

9. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah lintas kabupatenjkota.
10. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada wilayah

provms1.
II. Pen eloIaan data dan informasi eoio i ada wilayah rovinsi.

1. Penetapai1 peraturan daerah provinsi di bidang energi dan ketenagalistrikan.
2. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) regional.
3. Pemberial1 IUKU yano sarana mau un eneroi listrikn a lintas kabu. aten/kota.
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1. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan
Gas Bumi (Migas)

I 2. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas
Bumi

4. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang'IUKU yang izin
usahanya dikeluarkan oleh provinsi.

5. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya
dikeluarkan oleh provinsi.

6. Pemberian IUKSyang sarana instalasinya mencakup lintl;l.skabupatenjkota.
7. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS

kepada pemegang IUKUyang izinnya dikeluarkan oleh provinsi.
8. Pembinaaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya

diberikan oleh provinsi.
9. Koordinasi dan penyediaan listrik pedesaan pada wilayah regional.
10. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan

'abatan fun sional rovinsi.
1. Penghitungan produksi dan realisasi lifting minyak bumi dan gas blmi bersarna

pemerintah.
2. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerj;~ sarna untuk

ke iatan lain di luar kegiatan mi as pada lintas kabu atenjkota.
1. Pengawasan jumlah armada pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM)di daerah

provinsi yang meliputi jumlah armada dan kapasitas pengangkutan BBM.
2. Inventarisasi jumlah badan usaha kegiatan hilir yang beroperasi di daerah

provmsl.
3. Penetapan harga bahan bakar minyakjenis minyaktanah pada tingkat konsumen

rumah tangga dan usaha keci!.
4. Pengawasan pencantuman Nomor Pelumas Terdaftar (NPT)pada pelumas yang

beredar di pasaran sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Koordinasi pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar

minyak dari agen dan pangkalan dan sarnpai konsumen di wilayah provinsi.
6. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM

serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhanjpenyediaan B8M
lintas kabupatenjkota.
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Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam'rahgka-kegiatan
usaha migas di daerab operasi daratan dan di daerab operasi paling jauh 12 (dua
belas) mil laut diukur dari garls pantai ke arab laut lepas danj atau ke arah
perairan kepulauan.

2. Pengawasan terhadap kegiatan usaha perusahaan jasa penunj.ang minyak dan gas
bumi untuk bidang usaha jasa penyediaan komoditi dan jasa boga dan bidang
usaha jasa penyediaan material dan peralatan termasuk pelayanan puma jual
yang berdomisili di provinsi yang bersangkutan.
Pengangkatan dan pembinaan inspektur mlgas serta pembinaan jabatan
fungsional provinsi.

I 3.

SUB SUB BIDANG

3. Kegiatan Usaha.:;::;Jasa.Penunjang
Minyak dan Gas-Bumi
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5. Pendidikan dan
Pelatihan (Diklat)

1. Pengusulan lembaga diklat provmsl agar terakreditasi sebagai penyelenggara
pendidi,an dan pelatihan teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber
daya mineral.

2. PenyertRan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan assessment bekerjasarna
dengan lembaga assessment DESDM.

3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis untuk kepala ,sub dinas
kabupatenjkota dan kepala seksi dinas kabupatenjkota yang mengelola sektor
energi dan sumber daya mineral setelah lembaga diklat terakreditasi.

4. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis sektor energi dan sumber daya
mineral bagi perangkat daerah yang mengelola sektor energl dan sumber daya
mineral berdasarkan pedoman dan standar penyelenggaraan, kurikulumj silabus
dan lembaga diklat terakreditasi.

5. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional tertentu untuk
pengangkatan pertama kali dan jenjang muda inspektur tarnbangj minyak dan
gas bumij ketenagalistrikanj penye1idik bumi berdasarkan pedoman dan standar
penyelenggaraan, .'kurikulumjsilabus dan lembaga pendidikan dan pelatihan
(diklat) terakreditasi.

6. Pemberian bimbingan dan konsultasi diklat teknis dan fungsional tertentu di
sektor energi dan sumber daya minerallingkup provinsi dan kabupatenjkota.

7. Koordinasi penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan
fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala provinsi.
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Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautandanikan di Wilayahlaut
kewenangan provinsi.

2. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penataan ruang laut sesuaJ. dengan peta
potensi laut di wilayah laut kewenangan provinsi.

3. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan
provmsl.

4. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut keweJ.'angan
provmSl dan pemberiaJ.1 informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas
kewenangan provinsi.

5. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut
antar kabupatenjkota dalam wilayah kewenangan provinsi.

6. Pelaksanaan kebijakan perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah
laut kewenangan provinsi.

7. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat peslslr antar
kabupatenjkota dalam wilayah kewenangan provinsi.

8. Pelaksanaan dan koordinasi penyerasian riset kelautan di wilayah kewenangan
laut provinsi dalam rangka pengembangan jasa kelautan.

9. Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam
berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan kabupatenjkota.

10. Penetapan kebijakan dan pengaturan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan
pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan provinsi.

11. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang
kelautan dan perikanan.
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12, Penetapan dan pelaksanaan kebijakan reklafilasi pantaidariji.?.tt~gB:~L,.,.b~nGana
alarn di wilayah pesisir dan laut dalarn kewenangan provinsi. -'i"6:~:;:;:': - -

.........-.~.~j:~.~~;;~~~.~.;~:~,::~~~~:.".-:~-~
13. Pelaksanaan koordinasi dalarn hal pengaturan batas-batas wilayah maritim yang

berbatasan dengan wilayah antar negara di perairan laut dalarn kewenangan
prOVlnSl.

14, Pelaksanaan dan koordinasi pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah
perairan laut kewenangan provinsi.

15. Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan
sumberdaya laut kewenangan provinsi.

17. Pelaksan,,'1n dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan
prOVlnSl.

18. Pelaksanaan dan koordinasi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya
ikan serta lingkungannya.

19. Pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta
lingkungannya antar kabupatenjkota di wilayah laut provinsi.

20. Pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilarang untuk
diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik
Indonesia.

21. Pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilindungi.

22. Pelaksanaan dan koordinasi mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di
wilayah lau t kewenangan provinsi.

23. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah
laut kewenangan provinsi.

24. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik
lokasi di wilayah lau t kewenangan rovinsi.



SUB BIDANG SUB SVB BIDANG

'.. , .." .!~. -. Pelaksanaan koordinasl eksp oraSl, eksp Olta~,)l,..kcmservasi dan pengelolaan I

kekayaan perairan dan au , sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah
prOVlnSl.

Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata Tuang perairan dalam
wilayah kewenangan provinsi.

Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan
rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan provinsi.

2. Umum

28. Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut
wilayah kewenangan provinsi.

I

29. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan konservasi sumberdaya ikpT1 dan
lingkungan sumberdaya ikan kewenangan provinsi.

30. Rehabilitasi sumberdaya peslslr, pulau-pulau kecil dan laut di wilayah
kewenangan provinsi.

1. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan
dalam wilayah kewenangan provinsi.

2. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan
teknologi di bidang. perikanan skala provinsi.

3. Perencanaan pembangunan perikanan skala provinsi.

4. Bimbingan teknis pelaksanaan standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem
mutu hasil perikanan.

5. Bimbingan teknis kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan antar
kabupatenjkota.
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1
6. Penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam

wilayah provinsi.

7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan
skala provinsi.

9. Bimbingan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian
data dan statistik serta informasi bidang perikanan di wilayah laut kewenangan
provmsl.

10. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang ke}autan dan perikanan.

11. Koordin: si pelaksanaan kebijakan pengembangan wi1ayah pesisir dan pulau-
pulau kecJ.

12. KoordiLc,;:;ipelaksanaan penelitian dan pengembarigan sumberdaya kelautan dan
perikanan di wilayah perairan kewenangan provinsi.

13. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.

1. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi.

antar

nakan

perikanan

kutan ikan yang men

pemanfaatandanpengelolaan

2. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan
provmsl.

3. Fasilitasi kerjasama
kabupatenjkota.

4. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma
nutfah sumberdaya ikan kewenangan provinsi.

5. Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola mlgrasl dan penyebaran
ikan di perairan wilayah kewenangan provinsi.

6. Pemberian izin penangka an danjatau

13. Perikanan Tangkap



[ ..

r"",~:::".:;",.,,~Sp'BBIDANG
i--
!

i
I
I

i

I

I
!

I
i
!

SUB SUB iUDANG
"

PEMERINTAHAN DAERAa,B~O~~.SI ..,,;, ;,
/ .. ,'. .. .

kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai ..dengan30'GT serta tidak
rnenggunakan tenaga kerja asing.

7. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan provinsi.

8. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalarn wilayah kewenangan
prOVlnSl.

9. Pelaksanaan kebijakan pernberdayaan nelayan kecil.

10. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelernbagaan dan ketenagakeljaan perikanan
tangkap kewenangan provinsi.

11. Pelaksanaan kebijakan sis tern perrnodalan, prornosl, dan invL~tasi di bidang
perikanan tangkap kewenangan provinsi.

12. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pernbangunan serta
pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan provinsi.

13. Dukungan pernbangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wi1ayah
perbatasan dengan negara lain.

14. Pelaksanaan kebijakan pernbangunan kapal perikanan.

15. Pendaftaran kapal perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT.

16. Pelaksanaan kebijakan pernbuatan alat penangkap ikan.

17. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan.

18. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh
untuk penangkapan ikan.

19. Pelaksanaan kebijakan perneriksaaan fisik kapal perikanan berukuran di atas 10
GT sampai dengan 30 GT.
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I! 20. Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi 'kelaikart kapal perikanandan
penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan provinsi.

121. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di
. perairan laut kewenangan provinsi. .

22. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.

4. Perikanan Budidaya

I

I

I

1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan.

2. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan
laut.

3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan.

4. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar,
air payau dan laut.

5. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan
obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan.

6. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan.

7. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan
pembudidayaan ikan.

8. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana
pembudidayaan ikan.

9. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan.

10. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan.

11. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/beniJ1. ikan.
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Pembinaan, pemantauan da11pengawasan lembaga sertifikasiperbenihan ikan.

Pengawasan mu tu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya.

Pengawasan PMMT at au HACCP di unit pengolahan hasil perikanan.

Pengawasan mutu ekspor hasil perikanan.

Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut k'wenangan provinsi.
~.i 6. Pengolahan
I P".nasaran

I
I
I

dan

7. Koordinasi pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya
di pulau -pulau keeil di wilayah kewenangan provinsi.

,8.
1. Pelaksanaan ke bijakan pengolahan hasil perikanan dan pem? <;arannya.

2. Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan pusat pemasaran ikan.

3.a. Pelaksanaan kebijakan penerbitan sertifikat kesehatan danl atau sertifikat mutu
terhadap produk perikanan dalam rangka jaminan mutu dan jaminan pangan.

b. Pelaksanaan pengujian mutu seeara laboratoris terhadap produk hasil perikanan.

4. Pelaksanaan kebijakan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi
dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP.

5. Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan laboratorium pengujian
dan pengolahan mutu hasil perikanan.

6. Bimbingan pengawasan monitoring residu antibiotik dan eernaran mikroba dan
bahan berbahaya lainnya serta perairanI lingkungan tempat ikan hidup.

7. Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan investasi dan pengembangan usaha hasil
perikanan.
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8. Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan penzman

pemasaran hasil perikanan di provinsi ..
pengolahan dan

I 7. Penyuluhan
I Pendidikan

I

I

dan 1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional,
teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan
di provinsi. .

Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan penyuluhan kelautan dan perikanan eli
provmsl.

3. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan
perikanan di provinsi.
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'1. Perdagangan Dalam
Negeri

II.
I
1
2.
I
3.

"

Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian 12m usa:ha
perdagangan.

Pembinaan dan pengawasan perdagangan jasa bisnis, jasa distribusi dan jasa
lainnya di bidang perdagangan di wilayclh provinsi.

Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian 1zm
perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala provinsi (SIUP Minuman
Beralkohol golongan B dan C untuk Toko Bebas Bea, SIUP Bahan Berbahaya
untuk Pengecer dan Rekomendasi SIUP Minuman Beralkohol untuk Dis -ributor
dan Subdistributor, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya untuk Distributor).

4. Koordinasi, pengendalian, pengawasan, pelaporan dan penyaJ1an informasi hasil
penyelenggaraan wajib daftar perusahaan skala provinsi.

5. Koordinasi, dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, fasilitasi,
monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di wilayah perbatasan, pedalaman,
terpencil dan pulau terluar di provinsi.

6. Koordinasi, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi sarana
perdagangan (pasar / toko modern dan gudang) dan persetujuan penyelenggaraan
sarana penunjang perdagangan Uasa pameran, konvensi, dan seminar dagang).
skala nasional.

7. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan
informasi pasar dan stabilisasi harga di provinsi.
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Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiat~1,~ingkatan'
penggunaan produksi dalam negeri skala provinsi.

SUB SUB BIDANGSUB BIDAN(}

2. Standardisasidan
Perlindungan
Konsumen

2.Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di provinsi.
I

'3.Sosialisasi, informasi dan puhlikasi ten tang perlindungan konsumen.

4.Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala provinsi.

5.Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen
skala provinsi.

6.Koordinasi pembentukan dan fasilitasi operasional PBPKNprovinsi.

7.Koordinasi pembentukan BPSKdengan kabupaten/kota di wi1ayah provinsi.

8.Koordinasi kegiatan LPKSMdengan kabupaten/kota di wilayah provinsi.

9.Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala provmSI dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen.

1O.Koordinasievaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.

11.Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaanjpetunjuk teknis
pengawasan barang beredar dan jasa.

12. Pembinaan dan pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum
skala provinsi.

13. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala provinsi.

14. Sosialisasi kebij.akan pengawasan barang beredar dan jasa skala provinsi.

15. Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala provinsi.



SUB SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH PROVJ:NSi

16.Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PKskala provinsi.

3. Metrologi Legal

17. Koordinasi, penyelenggaraan dan pelaporan pemberian rekomendasi atas
pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam
bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala provinsi.

18.Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDPskala provinsi.

18. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML.

1. Pembinaan dan pengendalian pembangunan me~~ologilegal skala provinsi.

2. Fasilitasi, koordinasi, penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian SDM
metrologi skala provinsi.

3.a. Koordinasi, rekomendasi penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi
legal kabupaten/kota.

b. Pelaksanaan verifikasi standar satuan ukuran milik provmsl dan
kabupaten / kota.

c. Penyelenggaraan interkomparasi skala provinsi.

4. Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang alat-alat Ukur, Takar,
Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP)di wilayah kabupaten/kota.

5. Fasilitasi dan penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala provinsi.

6. Fasilitasi dan penyelenggaraan penyuluhan dan pengamatan UTTP,BDKTdan S1.

7. Koordinasi dan pembinaan pembuat UTTP, importir UTTP dan
merekomendasikan pelaksanaan permohonan izin tipe dan izin tanda pabrik
serta menerbitkan er anjangan izin tanda . abrik dan izin re aratir UTTP.
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4. Perdagangan Luar I
Negeri i
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1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbanganperumusan kebijakan
bidang ekspor.

2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala provin~i.
I

I 3. Monitoring dan pe1aporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor.

4. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor.

5. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan
bidang impor.

6. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala provinsi.

7. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan
penelusuran asal barang.

8. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di
tingkat provinsi yang ditunjuk.

9. Penerbitan API.

10. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API.

11. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan,
monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai
bahan pertimbangan perumusan kebijakan.

12. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang
komoditi internasional.

13', Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala
prOVlnSl.
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5. Pengujian Mutu
Barang

6. Kerjasama
Perdagangan
Internasional

7. Pengembangan
Ekspor Nasional

8. Perdagangan
Berjangka Komoditi,
Alternatif
Pembiayaan Sistem
Resi Gudang, Pasar
Lelang

." ... ,...
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14.Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidangperdag81fgafi~Huar; .
negen.

Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang
meliputi :

a. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh petugas
pengambil contoh (PPC) yang terintegrasi;

b. Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan
oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang
terakreditasi dan terintegrasi.

2. Penilaian dan oelaporan angka kredit PMB tine:kat provinsi.
1. Monitoring dan sosialisc.si hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan

in ternasional.

2. Monitoring dan sosialisct.;:;i hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan
internasional dan koordinasi kerjasama ekonomi sub regional.

3. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan
bilateral dan sosialisasi kerjasama perdagangan lintas batas.

4. Monitoring dan sosialisasi dumping, subsidi, dan safeguard.

1. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala provinsi.

2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala provinsi.

1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang
berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi.

2. Pembinaa'1 komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang.

3. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap
penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala provinsi.
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_____ P_E_M_E_RI_N __T_A_HAN_. D_AE_RA__ H__ P_R__OV._I__N_S_I JSUB SUB
BIDANG
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l. Perizinan i. Penerbitan lUI skala investasi di atas Rp 10 milyar tidak termasuk tanah dan!
bangunan tempat usaha.

1
2

.
Penerbitan rekomendasi lUI yang diterbitkan {)leh pemerintah.

I
3. Penerbitan izin kawasan industri yang Iokasinya Iintas kabupatenjkota. J

2. Usaha Industri l. Penetapan bidang usaha industri prioritas provinsi.
-3. Fasilitas Usaha l. Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKMdi provinsi.

Industri I
.1

4. Perlin dung-an Usaha 1. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri lint;;1,
Industri kabu paten j kota.

'-~---._._. I5. Perencana-an dan l. Penyusunan rencanajangka panja...~ pembangunan industri provinsi. IProgram
2. .Penyusunan Rencana Pembangl"'2.il Jangka Menengah (RPJM) Satuan Kerja I

- Ii Perangkat Daerah (SKPD) provinsi l.i bidang industri.
jj

3. Penyusunan rencana kerja provinsi di bidang industri. I

I
6. Pemasaran

j
1. Promosi pr-oduk industri provinsi.

7. Teknologi l. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri .I di provinsi.

j 2 Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di :

I
bidang industri termasuk linta'S kabupatenjkota.

ISosialisasi hasil penelihan, pengem bangan .dan teknologi di13. penerapan bidal~industri.I

: ",.,;,
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PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ..
SUB SUB
BIDANG

1. Perizinan l. Penerbitan lUI skala investasi -eli atas Rp 10 milyar tidak termasuk tanah danbangunan tempat usaha.

/2. Penerbitan rekomendasi lUI yang diterbitkan oleh pemerintah.
-I,

3. Penerbitan izin kawasan industri yang lokasinya lintas kabupatenjkota. j
_. j2. Usaha Industri l. Penetapal1 bidang usaha industri prioritas provinsi.

.

3. Fasilitas Usaha l. Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di provinsi.Industri
I4. Perlin dung-an Usaha 1. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri lintasIndustri kabupatenjkota.

5. Perencana-an dan l. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri provinsi.Program
i2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah {RPJMJ Satuan Kerja I

Perangkat Daerah (SKPDJ provinsi di bidang industri.
j

3. Penyusunan rencana kerja provinsi di bidang industri. I

I6. Pemasaran
l. Promosi produk industri provinsi.

7. Teknologi

I l. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri
di provinsi.,
Fasilitasi pemanfaatan :basil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di2.
bidang industri termasuk lintas kabupatenjkota.

3. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidangindustri.



PEMERINTAHAN DAERAH PRbvttis;r:--
SUB SUB
BIDANG

8. Standarisasi i. I L Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan stan dar yang akan dikembangkan .di provinsi_

I 2_ Kerjasama bidang standarisasi tingkat provinsi. I
I9. Sumber Daya

l. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri diManusia (SDM)
provmsl.

2. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri lintaskabupatenjkota.

10. Permodalan l. Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan Iembaga keuanganbukan bank di provinsi. .'"

I
11. Lingkungan Hidup l. Pemberian bantuan teknis kepada kabupatenjkota dalam rangka pencegahan

pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri.

2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan industri bersih yang dilakukan f
oleh kabupatenjl,nta dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan.

12. Kerjasama Industri 1. Koordinasi dan fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industribesar serta sektor ekonomi lainnya lintas kabupatenjkota.

2. Koordinasi dan fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui poia kemitr-aan .
usaha lintas kabupatenjkota.

3. Koordinasi dan fasilitasi keljasama luar negen, kerjasama lintas sektoral dan
regional untuk pemberdayaan industri lintas kabupaten/kota.

13. Kelembaga-an l. Pembinaan asosiasi industrij dewan tingkat provinsi.

2. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat prOVlnSl dan
membantu unit pelaksana teknis tingkat kabupatenjkDta.14. Sarana dan l. Penyusunan tata ruang provinsi industri dalam rangka pengembangarl pusat-pusat I



SUB BIDANG

13.Kelembaga.an

>- 14.Sarana dan
Praaarana

IS.lnformasl
Industri

16.Pengawalan
Industri

17. Monltorlnl,
Evaluasl, dan
Pela oran

SUB SUB
BIDANG

PEMERINTAHANDAERAH PROVINSI

2. Koordinasi dan fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola.
kemitraan usaha lintas kabupatenjkota.

3. Koordinasi dan fasilitasi keIjasama luar negeri, keIjasama lintas sektoral dan
regional untuk pemberdayaan industri lintas kabupatenjkota.

1. Pembinaan asosiasi industrij dewan tingkat provinsi.

2. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat provinsi dan
membantu unit elaksana teknis tin kat kabu aten kota.

1. Penyusunan tata ruang provinsi industri dalam rangka pengembangan pusat-
pusat industri yang terintegtasi serta koordinasi penyediaan sarana dan ..
prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk
industri yang mengacu pada tata ruang nasional.

1. Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat provinsi .1

dan pelaporan kepada pemerintah.

. 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri.
tingkat provinsi.

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di.
bidang perindustrian di provinsi.

~UBERNUR GOR
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